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Pengantar Ketua KPI Pusat

lhamdulillah, buku berjudul “Demi
A Frekuensi  Milik  Publik’, yang

dikeluarkan oleh Bidang isi Siaran KPI
Pusat telah berada di tangan Pembaca.

Penanganan kasus-kasus isi siaran ini sangat
bermanfaat bagi publik. Mengapa? Karena
selain menggambarkan potret dinamika
konten penyiaran di Indonesia, masyarakat
dapat belajar mengenai apa saja isi siaran
yang boleh dan tidak boleh tampil di layar
kaca. Termasuk bagaimana mekanisme KPI
Pusat dalam memberikan sanksi kepada
lembaga penyiaran, serta penanganan
pengaduan masyarakat terhadap materi
penyiaran yang dinilai bertentangan dengan
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar
Program Siaran (P3 dan SPS) tahun 2012.

Jika dilihat dari sanksi sepanjang tahun
2012 yang telah dikeluarkan KPI Pusat,
kecenderungan  pelanggaran  terbanyak
adalah mengenai pasal perlindungan
anak dan remaja. KPl tentu saja tidak
tinggal diam menyaksikan hal ini. Sebagai
perwujudan peran serta masyarakat yang
berfungsi mewadahi aspirasi dan mewakili
kepentingan masyarakat akan penyiaran,
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KPI akan terus berupaya mengambil langkah-langkah lebih konkret untuk
mengatasi permasalahan penyiaran. Salah satunya adalah melibatkan peran
serta masyarakat melalui pemantauan siaran televisi yang dilakukan masyarakat,
baik secara individu maupun secara organisasi. ltulah sebabnya KPI akan terus
memperluas jaringan melalui Nota kesepahaman (MolU) dengan lembaga publik
lain, KPI juga mendukung terbentuknya Format Limas (Forum Masyarakat Peduli
Media Sehat) yang dicanangkan tanggal 21 November 2012 lalu.

Para Pembaca yang baik, selama ini KPI masih melaksanakan amanah Undang-
Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, salah satunya:
“menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan
apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran’ Oleh karenanya di
dalam buku ini tertuang pula secara detail apa saja respon dan tanggapan publik
dari isi siaran yang ada. Buku ini nantinya dapat menjadi tambahan referensi bagi
masyarakat luas yang tertarik pada dunia penelitian, khususnya seputar dampak
media televisi serta tanggapan masyarakat terhadap isi siaran.

Selain itu, beragam persoalan penyiaran yang dipaparkan di dalam buku ini
diharapkan pula dapat menjadi masukan, terutama bagi Pemerintah, pemangku
kepentingan (stakeholder), dan masyarakat peduli penyiaran sehat, agar menjadi
bahan pertimbangan untuk memutuskan suatu kebijakan penyiaran nasional
yang bertujuan agar penyiaran di Indonesia bersih dari pelanggaran P3 dan SPS.
Itu yang utama!

Terima kasih.

Ketua,
Mochamad Riyanto, S.H.,M.Si
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Pengantar dari Bidang Isi Siaran

pa yang dilakukan Bidang Isi
Siaran KPI untuk menjalankan

tugasnya dalam menjaga frekuensi
yang merupakan milik publik? Inilah yang
berusaha tim ini tunjukkan kepada publik
melalui buku ini.

Tim Bidang Isi Siaran adalah bagian yang

terbesar dalam struktur kerja di kantor ~ Kemisioner Bidangsi Siaran KPI Pusat,
Ezki Suyanto dan Nina Mutmainnah

KPI Pusat. Maklumlah, tim ini menangani Armando

pekerjaan yang terentang dari mulai

menangani pengaduan (pernah mencapai

sekitar 29.000 pengaduan untuk satu

kasus), menindaklanjuti pengaduan, memantau sebelas siaran televisi

berjaringan selama 24 jam, menganalisis pelanggaran hingga memutuskan

pasal-pasal pelanggaran, membuat surat terkait isi siaran (misalnya sanksi

administratif, imbauan atau peringatan) hasil keputusan Rapat Pleno

Komisioner, berkoordinasi dengan KPID dan para pemangku kepentingan

lainnya terkait isi siaran, hingga melakukan edukasi dan persuasi kepada para

pemangku kepentingan. Tentu saja dibutuhkan orang yang cukup banyak untuk

menjalankan pekerjaan di masing-masing tugas tersebut.

Tim Bidang Isi Siaran adalah tim yang membuat kantor KPI Pusat menjadi
kantor yang tak pernah “tidur”. Kantor ini tetap sibuk selama 24 jam, selalu
tampak ada orang bekerja di dalamnya, karena ada kegiatan pemantauan
siaran televisi 24 jam.

Gambaran mengenai kasus-kasus isi siaran yang ditangani oleh Bidang Isi
Siaran pada 2012 dipaparkan dalam buku ini. Kasus-kasus ini ada yang belum
selesai di akhir tahun 2012, sehingga merupakan pekerjaan rumah yang harus
diupayakan untuk diselesaikan pada tahun 2013. Sebaliknya, ada pula kasus
yang merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya, misalnya saja kasus
“Silet”. Kasus-kasus ini bagi Bidang Isi Siaran menjadi bahan evaluasi untuk
memperbaiki kinerja agar di masa mendatang mampu menyelesaikan kasus
dengan lebih baik.
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Beberapa kasus menyedot perhatian publik yang cukup besar. Misalnya saja kasus
“Pesbukers”, kasus Rohis, kasus “Supertrap”, iklan klinik pengobatan, dan netralitas isi
siaran (termasuk soal iklan partai dan intervensi pemilik ke newsroom).

Pada tahun 2012 kami banyak melakukan dialog mengenai kasus-kasus ini dengan
menghadirkan para pemangku kepentingan. Tidak hanya pihak pengadu yang kami
hadirkan dalam dialog (seperti yang telah kami lakukan sejak 2010), tetapi kami
upayakan untuk menghadirkan para pemangku kepentingan yang relevan dalam tiap
kasus yang dibahas. Misalnya, saat membahas kasus pelanggaran perlindungan anak,
kami mengundang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) untuk berdialog dengan lembaga
penyiaran. Saat berdialog mengenai netralitas isi siaran, kami mengundang lembaga-
lembaga yang selama ini berkiprah di bidang penegakan demokratisasi penyiaran.
Para pemangku kepentingan ini adalah wakil publik. Dengan demikian, kami ingin
masing-masing pihak (lembaga penyiaran dan publik) mengetahui perspektif masing-
masing hingga dapat dicapai solusi terbaik untuk memperbaiki isi siaran di masa
mendatang.

Dialog dalam bentuk semacam ini kami dapatkan dari hasil belajar dari pengalaman-
pengalaman yang lalu serta merujuk pada pengalaman-pengalaman penyiaran di
tempat lainnya. Keinginan untuk belajar inilah yang kami upayakan untuk menjadi
spirit Tim. Karena itu, saat melakukan kunjungan kerja ke luar negeri misalnya, KPI
berupaya menimba pengalaman dengan sungguh-sungguh.

Selain memberikan sanksi, sebaliknya kami juga berupaya memberikan apresiasi
bagi isi siaran yang baik dan sehat bagi publik. Inilah yang ditunjukkan KPI dengan
memberikan Anugerah KPI. Program tahunan ini juga berusaha menjawab pertanyaan
publik tentang manakah isi siaran yang baik, di tengah banyaknya keluhan publik akan
masih buramnya layar kaca kita —-memang yang banyak dikeluhkan publik adalah TV.

Kami tentu memiliki keterbatasan-keterbatasan dalam bekerja. Di tengah kendala
dan keterbatasan yang ada, Bidang Isi Siaran KPI berupaya melaksanakan tugasnya
dengan sebaik-baiknya. Ini semua adalah bagian dari upaya menjaga frekuensi milik
publik.

Bidang Isi Siaran
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Bab 1

Tugas, Kegiatan, dan Proyeksi Tim
Isi Siaran KPI 2012

Nina Mutmainnah Armando, Komisioner Bidang Isi Siaran (Koordinator) dan Ezki
Suyanto, Komisioner Bidang Isi Siaran (merangkap Wakil Ketua KPI)

Tugas pokok komisioner Isi Siaran adalah memimpin, mengkoordinasikan,
mengawasi, dan mengevaluasi program dan kegiatan KPl yang berkaitan dengan:
(1) penyusunan peraturan dan keputusan KPI yang menyangkut isi penyiaran; (2)
pengawasan terhadap pelaksanaan dan penegakan peraturan KPl menyangkut
isi penyiaran; (3) pemeliharaan tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan
seimbang; dan (4) menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, kritik,
dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiran. Tugas pokok tersebut
dinyatakan dalam Peraturan No. 01/P/KPI/05/2009 tentang Kelembagaan KPI.

Salah satu hal yang rutin dilakukan oleh Tim Isi Siaran ialah menerima
pengaduan dan juga masukan dari tim pemantauan langsung. Berdasarkan pengaduan
dan pemantauan, Tim Isi Siaran mengkaji dan menganalisis. Komisioner Isi Siaran
kemudian akan membawa hasil analisis ke Rapat Pleno rutin mingguan. Dalam Rapat
Pleno akan diputuskan apakah tayangan yang dianalisis itu melanggar atau tidak
dengan mengacu pada P3 dan SPS sekaligus sanksi apa yang akan diberikan.

Selain itu, komisioner isi siaran juga bertugas mengembangkan sumber daya
manusia (SDM) baik itu SDM industri televisi maupun masyarakat. “Hal ini menurut
saya lebih sulit daripada sekedar menganalisis isi siaran, karena menyatukan aturan
dengan kreativitas itu tidak mudah. Ketika kita mencoba menegakan aturan, industri
memandangnya sebagai upaya pemberangusan kreativitas. Maka di sinilah pentingnya
pengembangan SDM industri tersebut; kata Ezki.

Secara teknis,komisioner dibantu oleh tim pemantauan, tim monitoring, asisten,
sekretaris, tenaga ahli, dan bagian legal. Jadi, perumusan keputusan dilakukan oleh
seluruh anggota tim siaran dan bukan hanya komisioner semata. “Meskipun keputusan
akhir tetap ada di komisioner, ujar Ezki.

Dalam menjalankan tugasnya, lanjut Ezki, ia dan timnya akan bekerja seobjektif
mungkin. la akan melihat suatu tayangan berdasarkan konteks dari tayangan tersebut,
bukan hanya berdasarkan banyaknya aduan publik.

I | Tugas, Kegiatan, dan Proyeksi Tim Isi Siaran KPI 2012
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“Sebagai contoh, aduan publik tentang tayangan Bonek ILC TV One itu sampai
3.800 yang masuk KPI. Tapi,setelah kami kaji, kami nyatakan tayangan itu tidak
melanggar aturan,’ ujar Ezki. Sebaliknya, ada satu atau dua pengaduan tentang suatu
tayangan yang masuk, tapi KPI tetap menyatakan tayangan itu melanggar. Contohnya
tayangan Metro TV mengenai pemutaran blue film selama 5 detik dalam sebuah berita.

Sementara itu, terdapat dua mekanisme dalam pemantauan isi siaran sendiri,
yakni pemantauan isi siaran dan penanganan pengaduan publik. “Dua hal itulah yang
membuat kami bisa mengeluarkan output berupa sanksi, peringatan atau teqguran, ujar
Nina Mutmainnah yang juga Koordinator Bidang Isi Siaran KPI.

Tetapi, lanjut Nina, KPI tidak hanya mengeluarkan sanksi atau teguran, tetapi
juga melakukan persuasi dan edukasi. “Contohnya adalah kegiatan dialog dengan LP.
Hal itu merupakan bagian dari edukasi yang dilakukan KPI dan juga upaya KPI untuk
mewadahi aspirasi publik;’ paparnya. Kegiatan dialog itu bertujuan untuk membuka
pemahaman masing-masing pihak akan isi siaran yang berkualitas, sehingga akan
memperbaiki isi siaran televisi ke depannya.

“Di samping itu, dialog-dialog semacam itu juga berguna untuk membuka
wawasan tentang adanya isi siaran yang dianggap bermasalah oleh publik tapi tidak
tersentuh oleh aturan KPI, seperti misalnya tayangan Ethnic Runaway, kata Nina. Program
ini mengupas mengenai budaya berbagai suku di Indonesia, menampilkan artis sebagai
penggali budaya. Tayangan ini kerap kali menimbulkan salah persepsi karena dikemas
lebih banyak unsur hiburannya dan naifnya artis yang terlibat. “Misalnya, ada tradisi
tertentu yang tidak terasa pas oleh artis. Maka kemudian ditayangkanlah komentar-
komentar nyeleneh dari artis tentang budaya itu. Hal ini kan seperti penghinaan terhadap
budaya tersebut, katanya.

Ezki juga menyinggung tayangan budaya yang dianggap kurang pantas bagi
kelompok lain. KPI mengambil suatu keputusan bahwa budaya dan adat apa pun
dapat divisualisasikan oleh televisi, tetapi harus dengan mempertimbangkan kultur
daerah atau kelompok lain. “Misalnya, koteka itu boleh divisualisasi oleh televisi, tetapi
pengambilan gambarnya harus dari jauh (long shot) dan jangan diterangkan cara
pemakaiannya, kata Ezki.

Keragaman kebudayaan di Indonesia ini harus diakomodir dengan bijak agar
tidak ada diskriminasi terhadap budaya tertentu. “Kami pernah mendapat aduan tentang
suatu iklan yang menayangkan tari jaipong. Katanya terlalu vulgar. Tetapi setelah
kami kaji hal itu tidak melanggar aturan, meskipun kelompok tertentu mungkin risih
menontonnya, ujar Ezki menambahkan.

Tugas, Kegiatan, dan Proyeksi Tim Isi Siaran KPl 2012 | I
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Nina Mutmainnah Armando, Komisioner Bidang Isi Siaran (Koordinator) dan Ezki Suyanto, Komisioner

Bidang Isi Siaran (merangkap Wakil Ketua KPI)

Selain itu, kendala yang dihadapi oleh komisioner isi siaran KPI menurut Ezki
salah satunya adalah dilema ketika menentukan sikap terhadap suatu tayangan.“Pernah
ada satu tayangan kesehatan yang isinya bagus dan informatif. Tapi visualisasinya
menggambarkan pasien penyakit kanker yang mengerikan. Seperti itulah hambatan
kita dalam bertugas, kata Ezki.

Di samping itu, kewenangan yang tidak maksimal juga menjadi kendala
tersendiri bagi KPI.“Jadi bila bagi industri televisi, KPI ini dikatakan terlalu kejam. Tetapi
bagi publik KPI dibilang ‘macan ompong; ujar Ezki.

Terkait kasus yang tergolong menarik yang telah ia hadapi selama bertugas,
Ezki mengatakan kasus itu adalah kasus “Pesbukers” yang membuat dirinya diancam
dibunuh oleh fans Olga Syahputra. “Hal ini membuat saya semakin sadar, bahwa
bertugas menegakan aturan penyiaran itu tidak mudah; ujar Ezki. Meskipun sampai
saat ini laporan Ezki ke pihak kepolisian belum ada kelanjutannya.

Kasus lainnya yang berkesan bagi Nina dan Ezki adalah ketika KPI menangani
permasalahan netralitas isi siaran. Ketika menangani hal ini, tim isi siaran berusaha
untuk menyuarakan pentingnya netralitas siaran dari intervensi pemilik yang kebetulan
berafiliasi dengan partai tertentu.

I | Tugas, Kegiatan, dan Proyeksi Tim Isi Siaran KPI 2012
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“Kami pernah dituduh berafiliasi dengan partai tertentu karena kami mengimbau
untuk tidak memojokkan sebuah parpol; kata Ezki. Padahal, setelah dikaji dan dianalisis
oleh tim isi siaran, berita terhadap parpol itu memang tidak berimbang.

Terkait masalah netralitas isi siaranini, Ezki juga menemukan kendala yang serius.
Kendala itu adalah adanya irisan antara aturan penyiaran yang berusaha ditegakkan
KPI dengan regulasi mengenai pemilu atau partai politik yang menjadi ranah KPU dan
Bawaslu.

“Bisa saja, lembaga lain seperti KPU dan Bawaslu menyatakan iklan atau apa
yang dilakukan suatu partai di televisi tidak melanggar aturan, tetapi menurut KPI
melanggar. Demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi dari tiga
lembaga ini jelang 2014 kata Ezki.

Kendala lainnya yang dihadapi komisioner isi siaran, menurut Nina, adalah bila
ada sebuah siaran yang dianggap bermasalah oleh publik dan KPI, tetapi tidak bisa
dijangkau oleh aturan. Kemudian, kendala lainnya adalah ketika ada beberapa lembaga
penyiaran (LP) yang tidak bisa menerima sanksi yang diberikan oleh KPI.

“Bentuk resistensinya itu misalnya menelepon atau bahkan mendebat KPI; ujar
Nina. Tapi, lanjut Nina, hal itu tidak masalah bagi KPI karena membuat KPI mengetahui
argumen dari LP yang bersangkutan.

Di samping itu, persoalan terkait pemantauan yang masih timbul hingga kini
adalah masih belum samanya frame antara KPl dengan Lembaga Sensor Film (LSF).
Hal ini menyebabkan tayangan-tayangan film maupun iklan di televisi yang sudah
mendapat teguran KPI bisa berdalih bahwa mereka telah lulus sensor menurut LSF.

“Hal ini bisa terjadi karena basis regulasi yang digunakannya berbeda. LSF
memakai UU Perfilman, sementara KPI menggunakan UU Penyiaran. Ke depannya,
permasalahan ini juga harus dicarikan solusinya melalui sinkroniasi antar lembaga ini,
tambah Ezki.

Namun, terlepas dari berbagai kendala yang ada, Nina mengatakan sistem
kelembagaan KPI saat ini telah berjalan jauh lebih baik dari masa sebelumnya.

“Hingga bulan Desember sanksi kami sudah menembus angka 100 sanksi,
sementara tahun lalu hanya 55 sanksi. Di satu sisi hal ini negatif, karena berarti
ketidakberesan LP makin banyak; kata Nina. Tetapi, lan]jut Nina, di sisi lain hal ini
menunjukkan sistem pengawasan lembaga KPI telah berjalan dengan baik. Selain
sanksi, imbauan yang dikeluarkan KPI selama tahun ini juga meningkat.

“Hal ini bagi saya menunjukan bahwa sistem kami berjalan lebih baik, meskipun
belum sempurna; kata Nina.

Selain itu, kemajuan juga bisa dilihat dari partisipasi publik dalam mengadukan

Tugas, Kegiatan, dan Proyeksi Tim Isi Siaran KPl 2012 | I
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tayangan bermasalah kepada KPI. “Tahun ini aduan bisa mencapai lebih dari 43 ribu. Ini
berarti publik makin kritis terhadap isi siaran dan mereka tahu harus mengadu kemana,
ujar Nina.

Nina juga mengatakan saat ini KPI telah memperoleh banyak partner dalam
pengawasan LP. Partner-partner itu di antaranya seperti lembaga pendidikan, LSM atau
organisasi sosial kemasyarakatan.

“Buat kami, teman-teman kami dari kalangan publik ini sangat penting karena
akan membantu KPI melakukan pengawasan isi siaran; katanya.

Sementara itu, terkait muatan tayangan yang melanggar peraturan selama
periode Januari hingga Desember ini, Nina menjelaskan yang terbanyak adalah muatan
yang tidak mengindahkan perlindungan anak. Selain itu, eksploitasi seks yang berarti
juga menempatkan perempuan sebagai objyek seks juga banyak ditemukan.

“Di samping itu banyak pula pelecehan terhadap kelompok orang tertentu
berdasarkan bentuk fisik seperti ejekan terhadap orang yang cebol dan gemuk. Kemudian
penghinaan terhadap orang dengan orientasi seks tertentu atau orang dengan penyakit
tertentu, kata Nina.

Sebagai respon terhadap hal-hal ini, Nina mengatakan KPI telah berusaha
menghadirkan orang-orang yang terkena efek media seperti ODMK (orang dengan
masalah kejiwaan), korban salah pemberitaan, korban kekerasan seksual serta orang
tua dari anak-anak berkebutuhan khusus. Semua kalangan ini dipertemukan KPIl dengan
LP agar pihak LP mengetahui dampak dari isi siarannya yang buruk.

“Bagaimana pun, khalayak televisi itu heterogen. Maka pihak LP harus menjaga
isi siaran itu agar tidak menyakiti perasaan individu atau sekelompok orang dalam
khalayak yang heterogen itu, kata Nina. la juga menambahkan, tayangan yang berisi
pelecehan terhadap sekelompok orang seperti itu banyak terjadi di bulan Ramadhan.

“Bahkan pada saat Ramadhan itu kami harus mengeluarkan surat sanksi yang
isinya mengulang, kata Nina.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ezki juga menghimbau pada publik agar tidak
menjadikan televisi itu sebagai ‘baby sitter’bagi bagi anak-anak mereka. Bahkan dalam
suatu seminar di Ciamis, Ezki pernah menyerukan agar masyarakat ‘diet’ nonton televisi.
“Karena itu saya dikecam oleh industri dengan alasan saya ingin melarang publik
menonton televisi. Padahal saya tidak melarang hanya mengimbau untuk mengurangi
menonton televisi dan menyeleksi tontonan,” ujar Ezki.

Di samping itu, persoalan lainnya dalam tayangan baru-baru ini adalah tentang
SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Hal ini tercermin dari tayangan beberapa

I | Tugas, Kegiatan, dan Proyeksi Tim Isi Siaran KPI 2012
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sinetron yang cenderung memojokan suatu agama atau etnis tertentu.

“Contohnya, pernah ada tayangan sinetron sejarah yang memposisikan umat
Islam itu baik, sementara umat Hindu itu mistik dan buruk. Tayangan itu ditayangkan di
bulan puasa; ujar Ezki. Protes keras datang dari pihak agama yang dipojokkan. “Bahkan
ketua DPRD dan Sekda Bali yang datang langsung ke KPI didampingi komisioner
KPID Bali, ujar Ezki Jadi, menurut Ezki, televisi sebaiknya lebih menyadari dampak
dari tayangannya yang berisikan pelecehan terhadap suatu golongan tertentu, dapat
membuat masalah menjadi lebih kompleks.“Meskipun itu golongan minoritas, janganlah
sebuah tayangan melecehkan mereka baik secara langsung maupun melalui simbol-
simbol,’ujarnya.

Sementara itu, mengenai kinerja KPI ke depannya, Nina mengharapkan adanya
peraturan yang tidak memberikan celah pada suatu tayangan televisi yang terbukti
melanggar aturan. Hal ini diperlukan agar kejadian seperti tayangan “Empat Mata”yang
hanya berubah judul menjadi “Bukan Empat Mata” tidak lagi terulang.

“Kini, bila kami mengeluarkan surat penghentian sementara terhadap suatu
tayangan televisi,kamijuga akan menuliskan dalam surat tersebut bahwa stasiun televisi
yang bersangkutan dilarang menayangkan tayangan sejenis dengan format yang sama
selama masa penghentian tersebut; kata Nina. Dan hal itu, lanjut Nina, sudah terwujud
di P3 dan SPS 2012.

“Pada intinya, KPI akan tetap menjalankan kewenangan yang dimiliki sekarang,
Bagaimana pun terbatasnya kewenangan itu, tutur Nina.

Terkait hal yang sama, Ezki mengharapkan KPI bisa diberikan kewenangan
melalui revisi UU Penyiaran yang kini tengah dilakukan untuk menghentikan suatu
program tayangan yang buruk secara permanen. Meskipun hal itu tetap didahului oleh
tahapan-tahapan yang sudah diatur dalam internal KPI.

Harapan Ezki lainnya adalah agar stasiun televisi tidak lagi melakukan visualisasi
kekerasan atau segala hal yang berkaitan dengannya secara vulgar. Hal itu menurutnya
sama saja dengan mengajarkan kekerasan pada publik.

“Seperti misalnya ada suatu tayangan berita yang memvisualisasikan hanya
tangan dengan senjata saja. Ini tidak baik bagi masyarakat. Televisi memang jangan
menyembunyikan berita, tapi harus selektif juga dalam memilih angle yang divisualisasi,
katanya.
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1. Asisten Komisioner

Tugas pokok asisten komisioner adalah membantu pelaksanaan tugas
Komisioner. Beberapatugasnya adalah menyiapkan jadwal komisioner serta menyiapkan
materi bila komisioner diundang menjadi pembicara di daerah maupun diJakarta. Salah
satu peran asisten terpenting adalah menjadi penyeleksi awal terhadap temuan atau
dugaan pelanggaran yang disampaikan divisi pemantauan langsung atau pengaduan.

“Jadi kita memeriksa bagian mana saja dari temuan itu yang memang urgent
untuk diperiksa komisioner; kata Stefanus Andriano (Andre) selaku Asisten Komisioner
Ezki. Setelah itu, komisioner akan melakukan penilaian lagi terhadap tayangan tersebut,
apakah memang perlu diberi sanksi atau tidak.

Tugas komisioner lainnya, menurut Ria Aprianti (Thata) yang adalah asisten
komisioner Nina, harus bisa menjembatani hubungan komisioner dengan Sekretariat.
Selain itu,asisten juga menjembatani hubungan komisioner dengan pihak eksternal.
Misalnya ketika komisioner menjadi pembicara di suatu seminar maka asisten juga
harus mendampinginya.

“Sementara, dalam teknis pekerjaannnya, asisten akan dibantu oleh sekretaris
seperti misalnya dalam pengaturan jadwal komisioner] ujar Thata.

Terkait kendala, Andre mengatakan kendala yang kerap dihadapi asisten
adalah perdebatan yang terjadi apabila suatu temuan tayangan akan dinilai dan telah
dibuatkan surat sanksinya. “Biasanya pada tahap ini masih terjadi perdebatan antara
komisioner isi siaran dengan bagian legal,’ katanya. Di samping itu, kendala lainnya
adalah adanya beberapa tayangan yang terlewat dari pemantauan KPI.

Sedangkan bagi Thata, kendala terbesar adalah birokrasi lembaga negara.
“Karena background saya adalah swasta yang sudah terbiasa dengan birokrasi swasta,
maka saya harus menyesuaikan diri dengan birokrasi lembaga negara yang berbeda
karakternya, ujarnya.

Sementara itu, hal menarik yang dialami Andre selaku asisten komisioner adalah
ketika KPI memberikan imbauan terhadap tayangan iklan Tong Fang dan sejenisnya.
Karena setelah KPlI memberikan imbauannya, beberapa televisi masih menayangkan
iklan tersebut. “Maka kami berikan lagi teguran tertulis kepada beberapa LP tersebut
yang berisi data kapan saja mereka menyiarkan iklan itu. Nah, waktu itu tugas saya lah
yang mengecek jam tayang iklan itu, kata Andre.

Sedangkan pengalaman menarik yang pernah dihadapi Thata selama bertugas
mendampingi komisioner Nina salah satunya adalah ketika mendampingi komisioner

”

ke daerah-daerah. “Saya jadi tahu kondisi daerah baik penyiaran maupun budayanya;

I | Tugas, Kegiatan, dan Proyeksi Tim Isi Siaran KPI 2012



DEMI MILIK PUBLIK

katanya.

Pengalaman menarik lainnya adalah ketika mendampingi komisioner Nina ke
pengadilan. Peristiwa itu berkaitan dengan gugatan KPI atas penghentian penyelidikan
kasus “Silet” (RCTI) oleh Polri beberapa waktu lalu.

“Waktu itu kasusnya panjang. Saya tetap harus mendampingi komisioner dan
membuat catatan-catatan sebagai dokumentasi kegiatan mereka, kata Thata.

Ke depannya, Andre berharap kewenangan KPI diperluas mencakup pada
perizinan siaran. Hal ini diperlukan agar industri televisi menjadi segan pada KPI.
“Terkadang ada beban KPI ketika masih ada beberapa televisi yang ‘cuek’ terhadap
teguran KPI;" kata Andre.

Selain itu, dalam hal teknis Andre juga berharap agar mekanisme publikasi
surat teguran lebih sederhana. Hal ini agar seluruh KPID bisa mengetahui dengan cepat
teguran terhadap suatu LP yang telah dikeluarkan KPI Pusat.

2. Sekretaris Komisioner

Tugas-tugas pokok sekretaris komisioner isi siaran adalah mengurus file yang
akan dibaca oleh komisioner serta menata surat-surat yang telah dibaca. Selain itu
sekretaris harus berkoordinasi dengan asisten untuk mengatur jadwal komisioner.
Sekretaris juga bertugas mengirimkan surat berupa sanksi atau imbauan yang
diperuntukkan bagi lembaga penyiaran. “Jadi setelah kita faks, lalu surat itu difotocopy
dan dikirim melalui pos ke lembaga yang dimaksud, kata Ahmad Lukman Hakim selaku
Sekretaris Komisioner Ezki.

Surat itu yang masuk dari lembaga penyiaran dan surat-surat lainnya harus
diserahkan ke sekretaris ketua KPI. “Sering juga surat itu langsung diserahkan ke
pembuat surat disposisi bila ketua atau wakil tidak ada di tempat, ujar Ahmad.

Terkait kendala tugas, Ahmad mengatakan kendala yang sering dihadapi
sekretaris komisioner misalnya soal teknis administrasi. Misalnya, ketika sekretaris
komisioner mengirimkan faks ke lembaga penyiaran, seringkali tidak ada konfirmasi dari
lembaga tersebut mengenai surat tersebut. “Jadi sering susah memperoleh konfirmasi
dari lembaga penyiaran, apakah surat itu sudah mereka terima atau belum, terutama
bila surat itu menyangkut sanksi atau imbauan, katanya.

Kendala lainnya adalah masalah birokrasi internal. ‘Ada beberapa hal terkadang
membuat sulit koordinasi internal KPl meskipun secara umum koordinasi internal sudah
cukup lancar; ujar Ahmad.

Di samping itu, lanjut Ahmad, ada hal menarik yang dialaminya selama bertugas
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pada periode Januari hingga Desember ini. Peristiwa menarik itu adalah ketika
komisioner Ezki diancam akan dibunuh oleh fansnya Olga Syahputra.

“Jujur saja, melihat atasan kita ‘diperlakukan seperti itu siapa yang nggak
marah,’ ujar Ahmad seraya mengatakan ketika peristiwa itu terjadi, kondisi Ezki sedang
kurang sehat.

Terkait rencana ke depannya, Ahmad berharap dapat melaksanakan tugas-tugas
sebagai sekretaris dengan lebih baik lagi. “Saya juga berharap ke depannya segenap
anggota KPI dapat melakukan tugas dengan lancar dan aman, kata Ahmad.

Sedangkan, terkait hal yang sama, Mutia Amsuri Nasution selaku Sekretaris
Komisioner Nina yang baru saja bekerja 3 bulan mengatakan masih ingin banyak belajar
dan bisa melakukan segala tugas yang dibebankan pada dirinya selaku sekretaris
dengan sungguh-sunggubh.

3. Tenaga Ahli Hukum KPI Divisi Legal Isi Siaran

Tugas pokok anggota divisi Tenaga Ahli (TA) legal siaran adalah membantu
komisioner
untuk mengkaji hasil analisis yang dilakukan oleh divisi analis (pemantauan langsung)
dan monitoring, dengan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan penyiaran.
Divisi legal harus melihat tayangan yang dimaksud berulang-ulang kemudian meninjau
norma hukumnya.

“Dari situ kita bisa mengambil kesimpulan apakah tayangan itu melanggar
hukum atau tidak; kata anggota divisi ini, M Sofyan Pulungan.

Setelah kesimpulan itu diambil, anggota divisi legal isi siaran memberikan
masukan kepada komisioner isi siaran. Apabila suatu siaran itu dianggap melanggar
hukum, maka tim legal isi siaran akan mengatakan pada komisioner bahwa siaran itu
melanggar. Demikian juga sebaliknya, bila tayangan itu tidak melanggar, maka divisi ini
akan mengatakan hal tersebut.

Sementar itu menurut TA legal isi siaran lainnya, Benny Hehanusa, tugas-tugas
lain dari TA legal isi antara lain penyusunan draft surat imbauan, surat peringatan
dan surat teguran ke pihak stasiun televisi. Penyusunan draft surat itu dilakukan TA
berdasarkan kebutuhan atau permintaan komisioner.

Divisi legal siaran juga mengadakan rapat dengan komisioner setiap satu
minggu sekali untuk membahas berbagai isi siaran yang berpotensi melanggar
peraturan penyiaran. Dalam meeting itu, kerap terjadi perbebatan antara divisi legal isi
siaran dengan komisioner mengenai potensi pelanggaran aturan yang ada dalam suatu
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isi siaran.

Selain itu, tim legal isi siaran juga bertugas membantu legal drafter terhadap
norma-norma yang sudah ada berkaitan dengan isi siaran. Hal ini dikarenakan norma
dalam industri penyiaran terus berkembang,

“Apa yang dianggap masalah dua tahun lalu, mungkin sekarang sudah tidak lagi.
Demikian juga sebaliknya, jadi kita turut menyusun apa yang menjadi trend di industri
ini dan mengaitkannya dengan aturan yang ada, ujar Sofyan seraya menambahkan
keputusan tentang hal ini tetap ada di tangan komisioner.

Terkait pelaporan hasil kajian itu, Sofyan mengatakan tim legal isi siaran
mengadakan rapat tiap hari Senin dengan komisioner untuk membahas hal ini. Setelah
itu, hasil rapat tersebut dibawa ke rapat pleno KPI yang diadakan setiap hari Selasa.

“Jadi, yang memutuskan ada atau tidak adanya sanksi maupun teguran adalah
rapat pleno komisioner tersebut, kata Sofyan.

Menyinggung kendala-kendala yang dihadapi oleh divisi legal isi siaran, Sofyan
mengatakan kendala itu lebih kepada ketiadaan personel tim legal isi siaran yang akan
bekerja di internal KPI. Hal Ini dikarenakan dua anggota tim legal yang ada sekarang
sifatnya hanya perbantuan. “Jadi menurut saya KPI harus mencari personel tim legal isi
siaran yang akan bekerja penuh di dalam (KPI). Hal ini untuk menjaga kesinambungan
kinerja divisi ini ke depannya, ujarnya.

Terkait kasus yang ditangani divisinya selama periode Januari sampai Desember,
Sofyan mengatakan kasus “Pesbukers” yang melibatkan Olga Syahputra merupakan
kasus yang paling menarik. Selain itu, hal yang juga menjadi keprihatinan publik adalah
terkait independensi media dari partai politik. “Hal yang ini berhubungan dengan iklan
tokoh atau partai politik tertentu di televisi; uajr Sofyan.

Sedangkan menurut Benny, kasus yang paling menarik adalah kasus yang
menyangkut tayangan program “Bioskop Trans TV” Dalam kasus tersebut, terjadi
perbedaan pendapat yang tajam antara KPI dan stasiun televisi. Namun akhirnya Trans
TV bersedia menerima sanksi penghentian sementara yang diminta KPI. Sedangkan,
untuk kasus tayangan lainnya yang juga menarik adalah “Pesbukers” yang sampai akhir
tahun masih bergulir.

Sementara untuk pelanggaran sendiri, Sofyan mengatakan selama Januari
hingga Desember 2012 pelanggaran yang paling sering ditemukan dalam siaran televisi
adalah adegan ciuman bibir dan seksualitas. Di samping itu, ada juga pelanggaran yang
dilakukan tayangan berita.

Di sisi lain, Sofyan mengatakan saat ini peraturan KPl sudah cukup tegas
terhadap isi siaran yang melanggar norma. Jadi, bila suatu tayangan isinya dianggap
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melanggar hukum, maka tayangan tersebut harus dihentikan atau mengubabh isi siaran
dan tidak bisa hanya berganti judul belaka. “Jadi,apa yang dilakukan tayangan ‘Empat
Mata’ dan ‘Silet’ yang hanya berganti judul tidak akan terulang lagi; ujar Sofyan.

Mengenai hal yang sama, Benny justru mengharapkan agar peran KPI dalam P3
dan SPS lebih diperkuat lagi. “Selain itu sosialisasi aturan kepada industri teleivisi juga
perlu diintesifkan, kata Benny.

Rapat rutin Komisioner, asisten, sekretaris, dan Tim Legal Isi Siaran

4. Tenaga Ahli Pemantauan Isi Siaran

Tugas utama divisi tenaga ahli (TA) pemantauan isi siaran adalah memantau
isi siaran televisi selama 24 jam serta memberikan laporan hasil pemantauan kepada
komisioner. Secara teknis, divisi ini memiliki sistem pergantian shift kerja. “Kita ada 5
shift kerja,” ujar Dedi Sukendar selaku TA Pemantauan Isi Siaran.

Divisi ini memiliki 5 TA yang akan menindaklanjuti temuan analis tentang isi
siaran. Bentuk dari tindak lanjut itu adalah permintaan divisi TA rekaman langsung dari
siaran yang dianalisis divisi analis kepada divisi monitoring.

“Setelah itukita putar kembali lalu kita klasifikasikan temuan-temuan itu
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menjadi dua, yakni percepatan dan regular, ujar Dedi.

Untuk temuan yang masuk kategori percepatan, lanjut Dedi, akan segera
dilaporkan ke komisioner. “Seperti satu tayangan dulu di TVRI yang menampilkan alat
kelamin,yang seperti itu termasuk temuan yang harus segera ditindaklanjuti komisioner,
kata Dedi.

Sementara untuk yang regular, pelaksanaan tugas divisi TA ini berawal dari jam
00.00 WIB, setelah itu menunggu rekaman dari siaran yang telah dianalisis. Biasanya
rekaman itu, ujar Dedi, datang pada sore hari dan langsung diverifikasi. “Setelah itu
malamnya bisa kita langsung berikan ke komisioner, tambahnya.

Selain itu, tugas divisi TA pemantauan adalah mengatur jadwal pekerjaan analis
pemantauan. Masing-masing analis diberikan tugas untuk memantau isi siaran satu
stasiun televisi selama satu bulan. Di samping itu, divisi TA juga mengadakan briefing
dengan pihak analis KPI yang berjumlah 70 orang.

“Dalam briefing yang diadakan setiap bulan itu divisi TA akan mendengarkan
berbagai permasalahan yang dihadapi analis. Selain itu, bagi analis baru juga bisa
menjadi tempat belajar dengan mendengar pembicaraan yang ada di briefing tersebut;
kata Dedi.

Di samping itu, lanjut Dedi, divisi TA juga terlibat dalam proses rekrutmen
bagi calon analis yang akan bertugas di KPI. “Tapi, penilaian merupakan wewenang
komisioner; tambahnya.

Terkait kendala, Dedi mengatakan salah satu kendala bagi tim TA pemantauan
adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) terutama tenaga administrasi. Selain
itu, kendala lainnya lebih berkaitan dengan hal teknis, seperti sering rusaknya mesin
fotocopy dan ekurangan kertas.

Sementara, mengenai tayangan yang selama ini dipantau oleh TA, Dedi
mengatakan kebanyakan terdapat problem yang berkaitan dengan Surat Tanda Lulus
Sensor Film (STLS) dan klasifikasi. “Bila merujuk pada P3 dan SPS, STLS itu harusnya
ditaruh diawal acara, tapi banyak yang ditaruh ditengah; ujar Dedi.

Sedangkan mengenai klasifikasi, menurut P3 dan SPS 2012, klasifikasi acara itu
harus ada di atas layar. Namun kenyataannya, masih ada yang diletakan di bawah.“Begitu
juga dengan golongan usia, masih banyak ditemukan pelanggaran terkait penempatan
golongan usia dalam suatu acara, kata Dedi.

Terkait pelaksanaan tugas ke depannya, Dedi berharap agar divisi analis
mempercepat kerjanya. Selain itu,tim analis juga harus makin cermat dalam pemantauan.
“Sebab pernah ada kejadian di mana dulu analis mengatakan ada kata-kata kasar dalam
suatu tayangan, padahal setelah dilihat tayangannya tidak ada. Hal ini terjadi karena
mereka lebih mendengar suara-suara dari luar; kata Dedi.
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TA lainnya dari divisi pemantauan langsung yaitu Irvan Sanjaya, “Kita bekerja
untuk memantau apakah ada siaran yang melanggar P3 dan SPS atau tidak; kata Irvan.

Irvan juga mengatakan divisi ini berusaha menelaah ada atau tidaknya
pelanggaran dalam konten suatu siaran dengan berlandaskan pasal-pasal dalam P3
dan SPS yang spesifik mengatur isi siaran”” Jadi, divisi ini tidak bekerja berdasarkan
pasal karet atau pertimbangan-pertimbangan universal, kata Irvan.

Sementara, terkait teknis pekerjaannya, Irvan mengatakan sejak 2011 divisi ini
bekerja dengan sistem real time dengan analis berjumlah 42 orang. Di tahun 2012,
divisi ini fokus memantau isi siaran dengan prioritas utamanya adalah perlindungan
anak, perempuan dan remaja.

Tenaga Ahli Pemantauan sedang memberi pembekalan bagi analis isi siaran

Irvan menjelaskan, tahapan pekerjaan yang dilakukan divisi ini adalah
pemantauan langsung oleh analis dan verifikasi temuan analis, kemudian hasilnya
diserahkan padatenaga ahli (TA). Verifikasi sendiri terdiri dari dua tahapan.Yang pertama
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verifikasi deskripsi-audio visual dimana analis harus mendeskripsikan temuannya,
kemudian setelah itu dilakukan droping untuk menilai mana deskripsi analis yang
kurang kuat.

“Kita juga minta bukti tayangnya kepada analis, setelah itu, diverifikasi oleh
TA kata Irvan.

Divisi ini juga, lanjut Irvan, menjalankan pemantauan terhadap seluruh stasiun
televisi dengan sistem rotasi. Slstem rotasi ini digunakan agar tidak ada konflik
kepentingan yang kemungkinan dialami analis. Selain itu, hal ini diperlukan juga agar
analis bisa mendapatkan pengetahuan yang berbeda-beda tentang isi siaran masing-
masing stasiun televisi maupun pelanggarannya. “Televisi news dan bukan news, tentu
berbeda angle dan berbeda pula pelanggarannya; kata Irvan.

Secara internal, divisi ini mengadakan rapat seminggu sekali dan satu bulan
sekali dengan analis untuk mempersamakan frame mengenai pelanggaran yang ada
di suatu tayangan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya perbedaan yang
terdapat dalam pendapat masing-masing individu tentang isi siaran.

Selain itu, rapat semacam itu juga berfungsi untuk menjawab keragu-raguan
sebagian analis atau anggota KPI lainnya dalam menilai sebuah tayangan. “Karena
memang bahasa yang ada di P3 dan SPS itu adalah bahasa tekstual, sementara yang
kita lihat dalam suatu tayangan itu adalah bahasa visual yang berbeda pemahamannya;
kata Irvan.

Contoh perbedaan pemahaman itu ada pada tayangan berita. Irvan mengatakan
pada pasal 42 SPS itu ada kewajiban mencantumkan tanggal dan lokasi peristiwa dalam
suatu tayangan berita. Sementara, realita visualisasinya seringkali tayangan berita itu
hanya menampilkan narasi.

Mengenai kendala yang dihadapi selama menjalankan tugas, Irvan mengatakan
kendala terbesar adalah ketika terjadi pemadaman Llistrik. Hal ini dikarenakan hingga
kini kantor KPI tidak memiliki generator set.

“Kalau itu terjadi, bukti tayang sebagai bukti hukum tidak akan bisa kita dapat;
katanya. Selain itu, kendala lainnya adalah terbatasnya mesin fotocopy sehingga hasil
pekerjaan para analis bisa tertumpuk.

Terkait pelaksanaan tugas ke depannya, Irvan berharap ke depannya ada
fasilitas kerja yang bisa membuat anggota divisi ini bekerja dengan tenang dan dapat
berkonsentrasi secara penuh. “Karena untuk menelaah suatu siaran dalam beberapa
jam, ketenangan sangat dibutuhkan agar bisa berkonsentrasi; katanya.
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-
Tenaga Ahli Pemantauan sedang melihat hasil kerja analis isi siaran
5. Analis Isi Siaran

Tugas pokok divisi analisis siaran adalah memantau langsung dan menganalisis
seluruh isi siaran yang diduga bertentangan dengan P3 dan SPS. Setelah dianalisis, isi
siaran tersebut dicatat dan dikumpulkan untuk kemudian diberikan kepada TA.

“Setelah itu, diserahkan ke administrasi pengetikan serta para tenaga ahli akan
mencatat pasal-pasal yang dilanggar oleh siaran tersebut, ucap Arif Fathurahman,
anggota divisi ini.
adalah menganalisa isi siaran terkait iklan, dan melakukan penilaian terhadap siaran
tersebut. “Jadi,apakah isi siaran televisi tersebut sudah sesuai atau belum denganEtika
Pariwara Indonesia (EPI),” ujar Ari.

Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya secara teknis, Ari mengatakan masing-
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masing analis siaran diberikan tugas pemantauan satu stasiun televisi dan setiap bulan
TV yang dipantau digilir. Perpindahan stasiun TV per bulan agar para analis tidak jenuh
dan mengetahui keberagaman stasiun TV.

Arif menambahkan, pelaksanaan tugas ini secara teknis sepintas memang
seperti menonton televisi saja, Tetapi, tugas ini membutuhkan ketelitian dan kecermatan,
terutama dalam menelaah isi siaran."Misalnya, kita akan lihat apakah angle kamera itu
memang sengaja mengekspos bagianbawah dari tubuh wanita misalnya; ujar Arif.

Terkait kendala, Arif mengatakan kendala itu tidak terlalu banyak. “Hanya saja
kendala yang muncul sering datang dari pihak televisi, seperti misalnya pengulangan isi
siaran yang bermasalah; ujarnya. Jadi, lanjut Arif, tampak bahwa pihak pengelola televisi
tidak berupaya memperbaiki isi siarannya.

“Saya kira bila siaran yang ada bila sudah diberikan sanksi atau teguran oleh
KPI, sebaiknya pihak televisi tidak menayangkan lagi siaran tersebut; kata Arif.

Kendala lainnya menurut Arif hanya terkait masalah teknis saja, seperti matinya
listrik yang akan menghambat tugas pemantauan. “Banyak pemantauan siaran yang
tertunda bila listrik mati. Dan bila listrik sudah menyala kembali, kita harus mengulang
lagi penayangan siaran yang tertunda pemantauannya, ujarnya.

Terkait hal sama, Ari menyebutkan ada ketidaksinkronan peraturan antara EPI
dengan
P3 dan SPS. “Jadi saya harap semua yang ada di EPI ada juga di P3 dan SPS; ujar Ari.

Kendala lainnya adalah fasilitas pemantauan seperti jarak pemantauan televisi.
“Kita harus memantau televisi itu lima jam tiap hari,dan kita mendengar melalui headset.
Jadi saya kira untuk kesehatan mata jarak menontonnya itu harus diperbaiki; ujar Ari.

Sementara itu, salah satu contoh jenis siaran yang dipantau oleh divisi ini adalah
tayangan berita, seperti berita kebanjiran. la mengatakan, masyarakat membutuhkan
keterangan tanggal ketika berita mengenai suatu peristiwa itu ditayangkan.

“Selain itu banyak adegan yang termarjinalkan dalam penayangan suatu siaran,
seperti adegan pelecehan. Misalnya ketika bulan Ramadhan kemarin banyak penayangan
acara komedi yang salah kaprah,” tambah Arif.

Terkait pelaksanaan tugas ke depannya, Arif berharap agar ada pembenahan
dalam pemantauan siaran televisi. Hal ini diperlukan agar ada kemudahan dalam
pemantauan secara teknisnya. Selain itu, diperlukan juga kemudahan dan kecepatan
dalam hal administrasi. “Sedangkan bagi pihak televisi, menurut saya perlu adanya isi
siaran yang lebih baik ke depannya untuk meminimalisir isi siaran yang tidak baik;
tambah Arif.

Sehubungan dengan hal yang sama, Ari mengharapkan adanya jaminan sosial
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tenaga kerja bagi karyawan KPI. Di samping itu,ia juga berharap ada hari libur yang
pasti. “Kami sistemnya lima hari kerja satu hari libur, dan hari liburnya belum tentu
Sabtu-Minggu, meskpun tanggal merah kami pasti libur] ujarnya.

Selain itu, masalah ruangan yang terlalu sesak juga menjadi problem. “Itu
terkadang mengganggu konsentrasi ketika saya sedang lakukan pemantauan, tambah
Ari.

Analis isi siaran sedang memantau siaran TV berdasarkan P3 dan SPS

6. Pengaduan (Twitter dan Call Center)

Tugas pokok divisi Pengaduan twitter dan Call Center adalah menerima
pengaduan public melalui jejaring sosial twitter dan call center tentang adanya
siaran yang dianggap bermasalah. Tiap harinya, rata-rata divisi ini menerima 3 atau 4
pengaduan melalui call center.

“Sementara melalui twitter, rata-rata per harinya pengaduan yang masuk berjumlah
10, kata Ayu Trisnowati dari divisi ini.

Setelah aduan publik itu diterima, dilakukan rekap data dari seluruh aduan yang

diterima
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tidak hanya melalui twitter dan call center, tetapi juga melalui email dan sms. Rekap
ini dilakukan satu kali setiap minggu. Kemudian, rekap data itu diserahkan kepada
komisioner bidang isi siaran.

“Tapi,kami hanya menerima aduan, bukan menganalisis; kata Ayu.

Dari jenis tayangan yang diadukan publik, kebanyakan publik mengadukan
tayangan sinetron atau program anak semacam Tendangan si Madun. “Yang diadukan
adalah jam tayangnya, kata Ayu.

Kendala yang dihadapi oleh divisi ini adalah adanya warga yang mengadukan
suatutayangan lebih dari satu kali. Warga yang bersangkutan kerap menanyakan
progress dari aduannya. “Padahal sebenarnya kita satu minggu sekali mengirim data-
data itu ke lembaga penyiarannya sebagai tindak lanjut aduan tersebut; kata Ayu.

Dari berbagai aduan yang muncul sejak Januari hingga November, Ayu
mengatakan yang paling menarik adalah aduan tentang tayangan Rohis yang disiarkan
Metro TV. ‘Aduan masuk melalui twitter berjumlah ribuan, sampai mesinnya nge-drop;
kata Ayu.

7. Pengaduan SMS

Tugas divisi pengaduan sms ini adalah menerima pengaduan dari publik
melalui sms. Setelah menerima sms aduan, lalu ditindaklanjuti dengan membuat data
mentahnya. “Kemudian dibikin rekapnya berupa tabel. Setelah itu baru kita kasih ke
komisioner; kata Aris K Rahardja dari divisi ini.

Jumlah rata-rata aduan publik via sms kepada KPI per harinya adalah sekitar 20
aduan.

Namun, bila ada moment-moment tertentu seperti munculnya kontroversi tayangan
Rohis (Metro TV) dan ILC (TV One), jumlah sms aduan bisa melonjak hingga 10.000
dalam satu hari.

Aris mengatakan, sms aduan yang paling banyak diterimanya selama bertugas
adalah aduan mengenai tayangan Rohis. “Terakhir, server kita menerima aduan tentang
Rohis hingga d iatas 50.000 sms," kata Aris. Setelah sms-sms itu diseleksi lagi, akhirnya
didapatlah sekitar 29.000 sms aduan untuk bulan Oktober saja.

Pengaduan menarik lainnya adalah terkait tayangan Bonek di ILC. Ketika
kontroversi ini mencuat, server pengaduan sms menerima 3.287 aduan.

Mengenai kendala yang sering dihadapi, Aris mengatakan kendala yang banyak
ia hadapi terutama terkait dengan server penerima sms. Hal ini dikarenakan server itu
hanya mampu menampung 5 sms per detiknya.
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“Sementara ketika banyak masuk aduan Rohis, per detik atau per menitnya bisa
100 sms yang masuk sehingga menyebabkan server itu hang, kata Aris.

la menambahkan, bila hal itu terjadi, biasanya server itu akan dimatikan
kemudian dihidupkan kembali. “Tapi konsekuensinya akan banyak antrian sms masuk,
sehingga berpotensi hang lagi,; ujarnya.

8. Pengaduan Email

Pengaduan publik melalui email per harinya biasanya berjumlah 10 aduan.
Namun bila sedang banyak aduan yang masuk, per harinya bisa mencapai 30 sampai
50 aduan. “Setelah aduan dari publik diterima, saya langsung teruskan ke lembaga
penyiaran (LP) yang dimaksud dalam aduan tersebut. Pengiriman ke LP itu saya
lakukan per minggu. Kemudian balasan dari lembaga itu saya kirim lagi ke warga yang
mengadukan, kata Sri Lilih Harjanti (Janti) dari divisi ini.

Selain ke LPyang diadukan,Janti juga mengirimkan aduan email yang ditariknya
setiap dua hari sekali itu ke komisioner isi siaran, divisi pengaduan dan bagian tata
usaha.

Mengenai jenis siaran yang paling banyak diadukan publik, Janti mengatakan
sinetron adalah jenis tayangan yang paling banyak diadukan publik melalui email.
“Biasanya, hal yang paling banyak diadukan dari tayangan sinetron adalah kekerasan
dan tema yang tidak mendidik; ujarnya. Sementara, jenis siaran yang paling banyak
memicu pengaduan publik melalui email adalah tayangan Rohis.

Terkait kendala yang dihadapi selama penugasan, Janti mengatakan internet
yang mati merupakan kendala yang utama. Selain itu, server yang pernah kena hack
juga merupakan kendala lainnya. “Sewaktu kontroversi Olga mencuat, email kami
pernah di hack; kata Sri.
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Tim Pengaduan KPI Pusat

9. Monitoring

Tugas pokok divisi monitoring adalah mengedit tayangan, baik tayangan harian
maupun tayangan cuplikan real time. Tayangan harian merupakan tayangan yang rutin
diedit oleh tim monitoring. Tayangan ini merupakan persediaan jika sewaktu-waktu
komisioner maupun kalangan eksternal meminta tayangan tersebut.

Sementara tayangan real time merupakan tayangan yang sudah dianalisis oleh
tim analis. “Setelah diedit, kemudian dikembalikan lagi ke analis yang menganalisis
tayangan itu; ujar Oliver Coudry dari divisi ini.

Secara teknis, pekerjaan ini diawali oleh mengedit data tayangan yang disimpan
di server. “Masing-masing orang di divisi ini mengawasi satu stasiun televisi; tambah
Coudry.la juga menambahkan, tim monitoring ini beranggotakan 16 orang yang bertugas
mengawasi 11 stasiun televisi.

Terkait kendala yang dihadapi tim monitoring, Coudry mengatakan salah satu
kendala tersebut adalah ketiadaan siaran dari stasiun televisi yang harus dipantau
oleh tim monitoring. Hal ini dikarenakan kantor KPI kini menggunakan siaran televisi
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berlangganan, ujarnya. Sedangkan kendala lainnya adalah bila terjadi pemadaman
Listrik.

Coudry juga mengatakan bahwa koordinasi dengan tim pemantauan langsung
merupakan hal yang perlu diperbaiki guna mempermudah pekerjaan monitoring
selanjutnya. Sebab, ujar Coudry, tayangan yang harus diedit cukup banyak setiap harinya
tanpa ada yang menyortir. “Ke depan saya harap koordinasi bisa lebih baik lagi; katanya.

Sementara anggota divisi monitoring lainnya,Aan, mengharapkan ke depaannya
sistem teknologi informasi (IT) lebih diperbaiki lagi, agar dapat mempermudah
pekerjaan monitoring.

f,\‘l o
’

Bagian Monitoring KPI Pusat

10. Kasub Bag. Pengaduan KPI

Tugas pokok divisi ini adalah memberikan petunjuk teknis kepada bawahan
sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan selesai
tepat waktu. Selain itu, divisi ini juga membimbing bawahan sesuai dengan tanggung
jawabnya agar hasil pelaksanaan kegiatan terlaksana dengan baik dan benar.
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Bab 2

Pembahasan atau Penanganan Kasus-Kasus
Isi Siaran Tahun 2012

1. Pertemuan KPIl dengan DKT Indonesia, 11 Januari 2012

DKT Indonesia adalah yayasan nirlaba yang berpusat di Washington DC sejak
tahun 1996. Di Indonesia konsentrasinya adalah memberikan pelatihan kebidanan,
melakukan kampanye tentang Keluarga Berencana (KB), dan mengampanyekan
penggunaan alat kontrasepsi secara sehat dan tepat guna. Untuk melancarkan semua
kegiatan tersebut, DKT Indonesia membuat iklan layanan masyarakat (ILM) yang
kemudian mereka bawa ke KPI untuk mendapatkan komentar mengenai iklan tersebut
dan aturan terkait mengenai iklan.

Pada pertemuan dijelaskan bahwa KPI menilai materi yang sudah ditayangkan,
karena KPI bukan lembaga sensor. KPI juga menanyakan mengenai iklan IUD Andalan
yang ditayangkan di jam tayang anak dan remaja. Walaupun lembaga penyiaran yang
menayangkannya sudah ditegur, KPl juga membutuhkan penjelasan dari DKT. DKT
menjelaskan bahwa Andalan adalah nama program, bukan nama produk. KB Andalan
adalah program KB yang ditujukan untuk khalayak yang sudah mandiri untuk ber-KB.

DKT mengharapkan KPI dapat memberikan izin agar iklan-iklan mengenai
KB dapat ditayangkan sebelum jam dewasa. DKT meminta, paling tidak, iklan alat
kontrasepsi dapat disamakan aturannya dengan iklan rokok, yakni disiarkan pk. 21.30
- 05.00. KPI menjelaskan bahwa peraturan mengenai iklan harus mengikuti P3 dan
SPS serta EPI (Etika Pariwara Indonesia). Menurut P3 & SPS dan EPI, ILM mengenai KB
dapat disiarkan sebelum jam dewasa, namun iklan alat-alat kontrasepsi harus diaiarkan
pada jam dewasa.

KPI meminta DKT Indonesia untuk lebih menghayati P3 dan SPS dan bekerja
sama dengan lembaga penyiaran yang menyiarkan ILM mereka untuk lebih memperketat
sensor internal.

2. Dialog tentang tayangan televisi yang melibatkan hewan dalam programnya

Pada 13 Januari 2012 KPI mengadakan dialog mengenai tayangan televisi
yang melibatkan hewan dalam programnya dengan mengundang Remotivi, ProFauna
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Indonesia, Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PB PDHI), LSF, dan
seluruh stasiun televisi berjaringan. Dialog ini diselenggarakan berdasarkan pengaduan
dari Remotivi dan ProFauna.

Remotivi, ProFauna Indonesia, dan PB PDHI menilai bahwa banyak tayangan
mengenai hewan di TV yang menyuguhkan kekerasan, sadisme, dan eksploitasi hewan.
Remotivi menilai bahwa KPI kurang memperhatikan mengenai hal ini. Untuk itu
Remotivi dan ProFauna Indonesia meminta KPI untuk memberikan teguran/sanksi serta
menghentikan tayangan yang mengeksploitasi hewan seperti “Petualangan Panji” dan
“Steve Owen” di Global TV.

Drh.Wiwiek Subagja, Ketua Umum PB PHDI, menjelaskan secara detail mengenai
bagaimana seharusnya memperlakukan hewan. Selanjutnya disarankan, jika melibatkan
hewan pada program acaranya, TV diminta untuk melibatkan para ahli. Pihak stasiun
televisi yang hadir mengatakan bahwa mereka telah melibatkan konsultan dalam
memproduksi tayangan tersebut.

KPI berharap dengan pertemuan ini tayangan yang melibatkan hewan lebih
memberikan informasi yang benar dan edukatif kepada khalayak luas. KPI juga meminta
stasiun TV untuk melibatkan ahli yang memberikan edukasi.

Sangat disayangkan pada pertemuan ini tidak ada perwakilan dari Global TV,
karena acara-acara dari Global TV banyak dipermasalahkan. Karena itu, pada 15 Februari
2012 KPI mengundang Global TV secara khusus untuk dipertemukan dalam dialog
dengan Remotivi dan ProFauna Indonesia. Global TV menyatakan bahwa tayangan
mereka adalah mengenai animal knowledge, dan menganggap bahwa tayangan yang
melibatkan hewan di stasiun mereka tidak ada kekerasan dan tidak mengeksploitasi,
karena benchmark mereka adalah channel Animal Planet. Selanjutnya Global TV berjanji
untuk bertemu dengan Remotivi dan ProFauna Indonesia untuk membicarakan soal
penggambaran hewan di TV.

3. Pertemuan KPI - Trans TV - Indigo Community

KPI mendapat pengaduan dari Indigo Community mengenai tayangan “Indigo’,
yang menampilkan indigo (orang-orang dengan kelebihan khusus), di Trans TV. Untuk itu
KPI mempertemukan pihak Trans TV dan Indigo Community pada 18 Januari 2012.

Pada awal tayang, Trans TV sudah melibatkan Indigo Community, tetapi karena
Trans TV selalu mengaitkan indigo dengan mistik, maka Indigo Community akhirnya
mundur. Indigo Community berpendapat, seharusnya tayangan ini memberikan
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pemahaman yang benar dan mendidik mengenai anak indigo, supaya masyarakat juga
belajar. Pihak Trans TV berdalih bahwa mereka sebelumnya sudah melakukan riset
sehingga mereka menilai tayangan mengenai anak indigo ini bukan mistik.

KPI' mengingatkan bahwa tujuan pertemuan ini adalah dialog untuk
menemukan titik temu, sehingga menghasilkan tayangan yang informatif, mendidik,
dan memberikan pencerahan bagi khalayak luas. KPl menilai tayangan “Indigo” di Trans
TV masih kuat unsur mistiknya, dan di P3 dan SPS telah diatur mengenai dramatisasi isi
siaran yang menimbulkan interpretasi yang salah. Untuk itu ke depannya Trans TV perlu
memperbaiki isi tayangan mengenai anak indigo sehingga tidak ada interpretasi yang
salah dan berdampak buruk.

4. Pertemuan KPI - Ikatan Dokter Indonesia (IDI)

Pada 18 Januari 2012, Pengurus Pusat lkatan Dokter Indonesia, Dr. Rudy
Sapoelete, ahli hukum IDI, datang ke KPI untuk meneruskan banyaknya pengaduan dari
para dokter tentang kesimpangsiuran dalam acara-acara pengobatan tradisional di TV.
KPI menyarankan ke IDI untuk memberikan masukan tertulis mengenai P3 dan SPS
yang sedang direvisi.

Pada 8 Februari 2012 KPI dan IDI melakukan pertemuan lanjutan. Pada
pertemuan ini dijelaskan bahwa IDI adalah satu-satunya organisasi yang mewadahi
dokter di Indonesia yang mengatur mengenai dokter dan keprofesiannya. Salah satu
yang diatur adalah praktek kedokteran yang bukan dilaksanakan oleh tenaga dokter.
Untuk pengobatan tradisional IDI berpendapat bahwa harus mendapatkan izin khusus
dari Kementerian Kesehatan, sedangkan informasi yang diterima KPI ketika bertemu
dengan Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan adalah praktek pengobatan
tradisional hanya dengan registrasi sudah dianggap resmi, padahal mereka belum
mengurus izin.

IDI berpendapat bahwa banyak iklan yang menawarkan pengobatan tradisional
yang menipu masyarakat, sehingga ini perlu diatur, maka IDI perlu bekerjasama dengan
KPI. Begitu juga dengan iklan rokok.

Dalam pertemuan ini disepakati bahwa IDI akan memberikan masukan terhadap
P3 dan SPS. Pertemuan yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Persatuan Perusahaan
Periklanan Indonesia (P3l) ini juga membahas mengenai kerjasama lebih intens antara
KPI dan IDI dalam bentuk kesepakatan bersama (MoU) yang akan segera dilaksanakan.
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5. Pertemuan KPI - Metro TV

Pada 24 Januari 2012 KPI memanggil Metro TV untuk memberikan klarifikasi
tentang dugaan pelanggaran yang terjadi pada talkshow Program “Metro Siang” pada
12 Januari 2012 mulai pk. 12.34 WIB. Acara tersebut menayangkan kemasan obat kuat
dengan menampilkan gambar orang berhubungan seks dan dialog interaktif mengenai
permasalahan seksualitas secara vulgar dengan salah satu pemirsa melalui telepon.

Setelah dilakukan pembahasan internal dan diputuskan di rapat pleno, maka
pada 27 Februari 2012 KPI memanggil kembali Metro TV untuk mendengarkan sanksi
dari KPI. Sanksi tersebut berupa sanksi administratif penghentian sementara segmen
talkshow pada program “Metro Siang” selama 3 (tiga) hari berturut-turut mulai 28-29
Februai 2012 sampai dengan 1 Maret 2012.

6. Dialog Terbuka di Transcorp

Pada 13 Februari 2012 KPI melakukan dialog terbuka di Transcorp mengenai P3
dan SPS. Selain dihadiri oleh KPI, dialog ini juga dihadiri oleh LSF (Lembaga Sensor Film)
dan Lentera Indonesia (kelompok dukungan untuk penyintas korban kekerasan seksual).
Banyak pertanyaan yang muncul pada pertemuan kali ini, seperti bagaimana hubungan
antara KPI Pusat dan KPI Daerah. Ada juga pertanyaan mengenai sensor. Pihak Transcorp
meminta agar sensor di LSF diperketat, karena ini mempermudah sensor internal
mereka dan tidak ada kerancuan antara peraturan LSF dan KPI. LSF menjelaskan bahwa
sudah ada usaha dari LSF dan KPI dengan melakukan beberapa kali pertemuan intensif
dengan tujuan menyamakan persepsi antara P3 dan SPS dan UU Perfilman, walau ada
juga permintaan maaf dari LSF bahwa masih juga ada materi yang sudah lolos sensor
tetapi ternyata masih melanggar peraturan yang ada. Sedangkan Lentera Indonesia
menekankan akan tayangan yang sering melecehkan korban kekerasan seksual, dan isu
ini sering dijadikan bahan tertawaan.

7. Pengaduan Partai Demokrat ke KPI Pusat atas netralitas TV One dan Metro TV

Fungsionaris Partai Demokrat datang ke KPl Pusat pertama kali pada 23
Februari 2012, mengadukan dua stasiun televisi yaitu Metro TV dan TV One atas tidak
berimbangnya pemberitaan kasus korupsi di kedua stasiun tersebut. Partai Demokrat juga
menduga ada pengaruh pemilikan kedua media, yang notabene pemimpin partai politik,
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dalam ruang pemberitaan kasus korupsi yang melibatkan anggota Partai Demokrat.
Partai Demokrat meminta agar KPI Pusat mengadakan kajian atas aduan mereka dan
memberikan sanksi kepada kedua stasiun TV tersebut. KPl Pusat mengusulkan agar
diadakan mediasi atau dialog antara Partai Demokrat dengan Metro TV dan TV One.

Pada 6 Maret 2012 diadakan mediasi tertutup dengan pihak Metro TV dan TV
One. Pihak Metro TV dan TV One menjamin bahwa pemberitaan kasus korupsi yang
melibatkan anggota Partai Demokrat diberitakan sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik
dan memenuhi asas keberimbangan. Dugaan adanya intervensi dari pemilik kedua
media tersebut dan pemberitaan atas kasus korupsi dibantah oleh Tim Redaksi Metro
TV dan TV One. Kedua stasiun TV menjamin bahwa media mereka bekerja sesuai prinsip
jurnalistik, berimbang, dan tanpa intervensi dari pihak luar.

Fungsionaris Partai Demokrat meminta agar KPl Pusat membentuk tim
independen untuk mengkaji tentang berita-berita Metro TV dan TV One yang berkaitan
dengan kasus korupsi yang melibatkan anggota Partai Demokrat.

8. Dialog KPI - Aliansi LSM Rumah Peradaban

Pada 1 Maret 2012 KPI melakukan dialog dengan Aliansi LSM Rumah Peradaban.
Pertemuan ini menindaklanjuti surat yang mereka tujukan kepada KPI Pusat mengenai
tayangan televisi yang hampir semua kurang aman dan tidak edukatif untuk anak. Ada
tiga tayangan yang mereka nilai sangat mengganggu, yaitu “Indonesia Lawyer’s Club”
(TV One), “Opera Van Java” (Trans7), dan “Tendangan Si Madun” (MNC TV).

LSM Rumah Peradaban adalah lembaga yang bergerak dalam bidang sosial,
lingkungan hidup, ekonomi, dan pendidikan. KPI menilai LSM Rumah Peradaban bisa
menjadi mitra kerja yang potensial bagi KPl dengan memberikan masukan-masukan
mengenai tayangan televisi yang bermasalah.

9. Pertemuan KPI - ANTV mengenai tayangan “Pesbukers”

Pada tanggal 5 Maret 2012 KPI melakukan pertemuan dengan stasiun televisi
ANTV untuk menindaklanjuti banyaknya aduan mengenai tayangan “Pesbukers”. Selain
tayangan ini bermuatan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, juga
menampilkan sensualitas dan kecenderungan melecehkan individu/kelompok tertentu.
Penonton tayangan ini juga menghadirkan anak-anak sekolah yang masih berseragam,
bahkan juga pelajar SMP.
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Pada pertemuan ini KPl meminta ANTV untuk memperhatikan aduan masyarakat
dan memperhatikan jam tayang serta klasifikasi R yang tidak tepat. ANTV juga diminta
untuk melakukan sensor internal lebih ketat lagi. Dalam pertemuan ini juga diimbau
agar acara ini tidak disiarkan live.

10. Pertemuan KPI - Indosiar mengenai tayangan “Tutur Tinular”

Pada 5 Maret 2012 KPI mengadakan pertemuan dengan stasiun televisi
Indosiar untuk menindaklanjuti pengaduan mengenai tayangan “Tutur Tinular”. Dari
pengaduan yang masuk ke KPI, sebagian besar mengeluhkan mengenai cerita yang
tidak sesuai dengan aslinya, ada penyimpangan budaya, ada pelencengan sejarah,
penggunaan busana yang sensual, serta lokasi pengambilan gambar yang tidak sesuai
dengan pakemnya. Penggambaran tokoh juga dipermasalahkan, karena ada tokoh yang
seharusnya vegetarian tetapi ditampilkan memakan hewan.

Di akhir pertemuan KPl meminta /ndosiar untuk memperhatikan pengaduan
masyarakat ini dengan melakukan perbaikan dan memperhatikan juga jam tayang.

Pengaduan membahas pengaduan mengenai tayangan “Tutur Tinular”

Pembahasan atau Penanganan Kasus-Kasus Isi Siaran Tahun 2012 | IT

30



DEMI MILIK PUBLIK

11. Pertemuan KPI - Trans TV mengenai “Bioskop Trans”

Pada 6 Maret 2012 KPI mengundang Trans TV untuk memberikan klarifikasi
mengenai tayangan “Bioskop Trans” dengan judul “Ghost Riders”, yang menampilkan
adegan ciuman bibir. Trans TV mengakui ada kesalahan dalam quality control mereka.

“Bioskop Trans” telah mendapat dua kali sanksi dan sudah mendapat sanksi
penghentian sementara selama 3 (tiga) hari. Hasil klarifikasi kemudian dibawa ke rapat
plenountukmemutuskan pemberiansanksi.Pada 26 Maret 2012 KPI menjatuhkan sanksi
penghentian sementara selama 6 (enam) hari dimulai 1 April 2012. Selain itu, KPI Pusat
meminta agar Trans TV tidak membuat program pengganti sejenis yang ditayangkan
pada waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Pihak Trans TV menyatakan keberatan
atas sanksi ini.

Pada 29 Maret 2012 Trans TV memberikan jawaban tertulis yang menjelaskan
bahwa program film asing pada stasiun televisi mereka terbagi atas 3 (tiga) program,
yaitu “Bioskop Trans TV”yang disiarkan setiap hari sekitar pk. 21.30 WIB, “Bioskop Spesial
Trans TV”yang disiarkan setiap hari sekitar pk. 20.15 WIB, dan “Sinema Dini Hari”yang
disiarkan pada hari Jumat dan Sabtu sekitar pk. 02.00 WIB. Menurut mereka, “Ghost
Riders” adalah termasuk dalam program dengan nama “Bioskop Spesial Trans TV” yang
selama ini belum pernah mendapatkan sanksi dari KPI sebelumnya. Jadi ini adalah
teguran pertama. Trans TV juga menyarankan evaluasi pemberian sanksi administratif
KPI atas penayangan film asing tidak diberikan kepada nama slot program tetapi ke
judul film yang ditayangkan.

Pada 2 Mei 2012 KPI menjawab keberatan pihak Trans TV dengan mengeluarkan
surat No. 289/K/KPI1/06/12 dengan menjelaskan bahwa KPI berkesimpulan bahwa
program “Bioskop Spesial Trans TV” adalah program yang memiliki kemasan yang sama
dan merupakan satu kesatuan dengan program “Bioskop Trans TV” dan mengubah
pelaksanaan sanksi menjadi hanya ditujukan untuk program yang ditayangkan mulai
pk. 20.12 WIB (penayangan program pertama) yang wajib dilaksanakan mulai tanggal
7 - 12 Mei 2012. Atas masukan mengenai evaluasi pemberian sanksi yang diajukan
Trans TV, KPl mencatatnya sebagai masukan.

Pada 7 Mei 2012, Trans TV kembali menjawab keberatan atas jawaban KPI.
Kemudian pada 25 Juni 2012, KPlI mengadakan pertemuan kembali dengan Trans TV
untuk menjawab keberatan Il Trans TV serta menyampaikan bukti bahwa penjelasan di

surat jawaban Il tidak benar. Pada surat No. 393/K/KPI1/06/12,KPI tetap meminta Trans
TV untuk menjalankan sanksi penghentian sementara program “Bioskop Trans TV” pada
2 - 7 Juli 2012. Atas keputusan ini Trans TV menjawab dengan surat No. 450/MPR/12
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bahwa akan menjalankan sanksi tersebut tetapi meminta penundaan pelaksanaan
sanksi menjadi mulai 9 Juli 2012.

12. Pertemuan KPI - SCTV mengenai tayangan “Uya Emang Kuya”

Pada 14 Maret 2012 KPI Pusat mengundang SCTV untuk memberikan klarifikasi
atas tayangan pada 9 Maret 2012 mulai pk. 14.57 WIB yang menampilkan adegan sorang
ibu yang dalam keadaan dihipnotis menyatakan bahwa anak sulungnya adalah bukan
anak kandungnya, dan pernyataan tersebut menyebabkan si anak menangis dan tampak
terpukul. SCTV mengakui bahwa ini murni kesalahan evaluasi pada waktu penjadwalan,
karena ini merupakan tayangan ulang. SCTV berjanji akan melakukan perbaikan internal.

Hasil klarifikasi tersebut dibawa ke rapat pleno KPI Pusat yang kemudian
memutuskan memberikan sanksi administratif penghentian sementara pada program
selama 3 (tiga) hari di setiap penayangan hari Jumat (jadwal penayangan ulang).
Pelaksanaan sanksi tersebut wajib dilaksanakan pada 30 Maret 2012, 6 April 2012, dan
13 April 2012.

2012 Pxi 15,00 WiB +l _ kel P! Tl WD, f
- Ik O 15 E S e

Tayangan “Uya Emang Kuya” yang mendapatkan sanksi administratif penghentian sementara
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13. Pertemuan KPI - TVRI mengenai tayangan “Indonesia Sehat”

Pada 14 Maret 2012 KPI memanggil TVR/ untuk memberikan klarifikasi
mengenai tayangan “Indonesia Sehat”. Pada 13 Maret 2012 mulai pk.08.30 WIB program
ini menayangkan gambar alat kelamin pria dan wanita, ketelanjangan, dan penayangan
bagian tubuh yang terpotong. KPI Pusat juga menemukan penayangan gambar alat
kelamin wanita pada program yang sama pada 8 Maret 2012. Pada pertemuan ini
TVRI mengakui kesalahan yang terjadi. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai
pelanggaran terhadap perlindungan terhadap anak-anak dan remaja, adegan seksual,
adegan kekerasan, serta norma kesopanan dan kesusilaan yang disiarkan oleh lembaga
penyiaran.

Hasil klarifikasi tersebut dibawa ke rapat pleno KPI Pusat yang kemudian
memutuskan memberikan sanksi administratif penghentian sementara pada program
tersebut selama 7 (tujuh) hari penayangan. Pelaksanaan sanksi administratif ini wajib
dilaksanakan mulai 2-6 April dan 9-10 April 2012. Selain itu, KPI Pusat meminta untuk
tidak membuat program pengganti sejenis yang ditayangkan pada waktu yang sama
atau waktu yang berbeda.

14. Pertemuan KPI - AMPATI dan Our Voice

Pada 4 April 2012 KPI menerima Kelompok Masyarakat AMPATI dan Our
Voice, yang mengadukan tentang tayangan “Indonesian Idol 2012” di stasiun televisi
RCTI , yakni adanya pernyataan dari 2 (dua) orang juri yang dianggap melecehkan
kelompok tertentu. Kemudian pada tanggal 7 Mei 2012 KPI melakukan dialog dengan
menghadirkan AMPATI dan RCT/. Pihak pengadu menyatakan kembali aduannya dan
RCTI menanggapinya.

Pengaduan AMPATI adalah tayangan “Indonesian Idol” pada 4 Maret 2012 mulai
pk.12.57 WIB yang menayangkan komentar juri,Anang Hermansyah, terhadap seorang
calon peserta kompetisi Indonesian Idol: “Tapi harus laki-laki kamunya, ojo wandu...
kamu tuh wandu kayanya..” Komentar yang bernada mirip dengan komentar di atas
juga dilontarkan oleh juri lain, Ahmad Dhani: “Bahaya, kamu nanti kalau sampe Jakarta
jangan gaul sama lelembut..”

Pada 28 Mei 2012, KPI memberikan peringatan tertulis terhadap RCT/. KPI Pusat
berkesimpulan bahwa pernyataan tersebut tidak pantas ditayangkan karena dipandang
dapat melecehkan orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu, khususnya orang
dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu.
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D02 130G

Tayangan “Indonesia Idol” 4 Maret 2012 yang mendapatkan peringatan tertulis dari KPI Pusat

15. Dialog mengenai tayangan “Kakek-kakek Narsis”

Pada 18 April 2012 Komnas Perempuan menyelenggarakan diskusi bertema
“Mengawal Program Penyiaran untuk Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan’.
Diskusi ini adalah tindaklanjut dari pengaduan Remotivi ke KPI dan Komnas Perempuan
mengenai tayangan “Kakek-kakek Narsis” di Trans TV. Dalam diskusi ini KPI menjadi
salah satu narasumber. Sayangnya pihak Trans TV yang hadir dalam diskusi tersebut
bukan decision maker sehingga tidak dapat menjelaskan secara detail mengenai hal
yang diadukan.

Melanjutkan pengaduan Remotivi mengenai tayangan tersebut, pada 31 Mei
2012 diadakan dialog di kantor KPI dengan dihadiri Remotivi, Komnas Perempuan,
dan Trans TV. Remotivi dan Komnas Perempuan menyatakan bahwa tayangan ini
menjadikan perempuan sebagai objek seks. KPIl sendiri sependapat dengan hal tersebut.
Trans TV menyatakan telah banyak melakukan upaya perbaikan, tetapi ke depan akan
memperhatikan masukan dari Komnas Perempuan dan Remotivi. KPl juga menilai
bahwa upaya perbaikan tersebut memang telah terlihat, namun perbaikan harus terus
dilakukan.
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16. Dialog KPI - ATVSI

Pada 2 Mei 2012 KPI dan ATVSI mengadakan dialog mengenai P3 dan SPS
2012. Pada pertemuan ini KPI mengusulkan jalan keluar atas keberatan ATVSI akan
pemberlakuan P3 dan SPS tahun 2012 yaitu membentuk tim task force antara KPI dan
ATVSI.

17. Diskusi Terbatas P31 mengenai Etika Periklanan produk pangan

Pada 2 Mei 2012 Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P31) mengadakan
diskusi terbatas mengenai iklan produk pangan. Diskusi ini selain dihadiri oleh KPI
(diwakili oleh Nina Mutmainnah Armando, Komisioner Koordinator Bidang Isi Siaran)
juga dihadiri oleh YLKI, Badan POM, dll. Pembahasan dalam diskusi ini adalah
menyatukan persepsi mengenai etika periklanan bagi produk pangan. Dalam diskusi ini
terlihat masih belum dipahaminya tentang kewenangan KPI dalam hal siaran iklan di
media penyiaran oleh sejumlah lembaga.

18. Pertemuan KPI - Trans7 mengenai tayangan “Bukan Empat Mata”

Pada 24 Mei 2012, KPI mengundang Trans7 untuk mengklarifikasi tayangan
“Bukan Empat Mata”.Pada 16 Mei 2012 mulai pk.22.07 WIB terdapat penayangan adegan
menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam acara ditayangkan beberapa narasumber
bernyanyi sambil duduk dan tertawa-tawa disertai dengan celetukan-celetukan tertentu.
Penonton menyanyikannya dengan duduk dan bertepuk tangan. Selain itu, sebelum
lagu selesai, host memotong lagu tersebut. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai
pelanggaran atas penggunaan dan tatacara penggunaan Lagu Kebangsaan. Program
tersebut juga telah mendapatkan sanksi teguran dua kali sebelumnya.

Hasil klarifikasi kemudian dibawa ke rapat pleno yang memutuskan memberikan
sanksi administratif pengurangan durasi, yakni selama 3 (tiga) hari berturut-turut
program hanya dapat disiarkan selama 1 (satu) jam setiap harinya. Pihak Trans7
menjalankan sanksi tersebut pada tanggal 25 - 27 Juni 2012.
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Tayangan “Bukan Empat Mata” 16 Mei 2012 yang mendapatkan sanksi pembatasan durasi

19. Pertemuan KPI - ANTV mengenai tayangan “Pesbukers”

Pada 25 Juni 2012 KPI mengundang ANTV untuk memberikan klarifikasi atas
tayangan “Pesbukers”. Klarifikasi tersebut diminta untuk tiga tayangan yang berindikasi
pelanggaran. Pertama, tayangan 19 Juni 2012 menampilkan adegan salah satu pengisi
acara (Olga Syahputra) mengatakan, “Jupe dikit-dikit Assalamualaikum. Bagus sih..tapi
kalau Assalamualaikum terus lama-lama kayak pengemis yee..”. Perkataan ini dilontarkan
untuk mengomentari pengisi acara yang lain (Julia Perez) yang sebelumnya menjawab
telepon langsung dari pemirsa dengan ucapan ‘Assalamualaikum”. Kedua, tayangan 24
Mei 2012 menampilkan adegan salah satu pengisi acara (Julia Perez) menyanyikan lagu
“Belah Duren”yang berisi muatan dewasa di hadapan para pelajar SMK. Ketiga, episode
18 April 2012 menampilkan adegan salah satu pengisi acara (Julia Perez) menutupi
kepala pengisi acara yang lain (Raffi Ahmad) dengan rok yang dipakainya.
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Tayangan “Pesbukers” (ANTV) 18 April 2012

Untuk tayangan 19 Juni, KPI meminta MUl untuk memberikan penilaian atas
tayangan tersebut. Surat ini dijawab dengan surat No. B-318/MUI/VIl/2012 tertanggal
08 Sya’ban 1433 H/28 Juni 2012 M perihal Hasil Penilaian Rekaman Tayangan yang
berisi penilaian Majelis Ulama Indonesia (MUIl), bahwa penayangan adegan tersebut
tidak dapat dibenarkan dan mengurangi arti salam sebagai doa dan mengarah
mempermainkan lafadz-lafadz keagamaan.

Pada rapat pleno 29 Juni 2012, KPI memutuskan untuk memberikan sanksi
berupa penghentian sementara program “Pesbukers” selama 7 (tujuh) hari berturut-
turut mulai L 9 - 15 Juli 2012. Surat sanksi ini diberikan pada pertemuan dengan ANTV
tanggal 4 Juli 2012. ANTV menyatakan akan memberi tanggapan tertulis terhadap
sanksi ini.

Selain itu KPI juga memberikan surat evaluasi keseluruhan atas program
“Pesbukers”. KPI menilai bahwa penyebab munculnya pelanggaran yang dilakukan
program ini relatif sejenis, yaitu sulitnya Tim Produksi mencegah penayangan yang
dapat melanggar P3 dan SPS karena program diproduksi melalui siaran langsung
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(live). Berdasarkan hasil evaluasi, KPI mengimbau program untuk tidak lagi diproduksi
secara live. Selain itu, KPIl juga meminta agar anak-anak di bawah umur 18 tahun tidak
dilibatkan sebagai penonton di studio.

ANTV menyampaikan surat tertanggal 5 Juli 2012 yang isinya ANTV akan
menayangkan program “Pesbukers” secara tapping terhitung sejak Jumat 6 Juli 2012 dan
memenuhi imbauan KPI untuk tidak menggunakan penonton yang berusia di bawah 18
tahun. Tetapi selain itu, ANTV juga menyatakan keberatannya atas sanksi penghentian
sementara yang telah ditetapkan KPI dengan alasan bahwa ANTV telah melakukan
perbaikan terhadap program dan jika dilaksanakan akan berdampak besar terhadap
ANTV dan seluruh pendukung program.

Padatanggal 11Juli 2012 dilaksanakan pertemuan kembali antara KPl dan ANTV.
ANTV kembali menyatakan keberatannya atas sanksi penghentian sementara tersebut
dan meminta KPIl untuk mempertimbangkan kembali sanksi yang telah dijatuhkan.

Terkait dengan sanksi yang belum dijalankan oleh ANTV, pada tanggal 22
November 2012 dengan surat No. 644/K/KPI/11/12 KPl mengundang ANTV untuk
hadir pada tanggal 26 November 2012, yang kemudian diralat dengan surat No. 647/K/
KP1/11/12 (dengan perihal yang sama), menjadi tanggal 27 November 2012. ANTV
menjawab undangan tersebut dengan surat No. 3781/DPR0O/XI/2012 yang menyatakan
bahwa merekatidakdapathadirdikarenakan sedang adakegiatan 1*Annual Management
Meeting Viva Group. Hingga akhir Desember 2012 ANTV belum melaksanakan sanksi
penghentian sementara.

20. Pertemuan KPI - RCT/ untuk Klarifikasi “Dahsyat”

Pada 3Juli 2012 KPI mengundang RCT/untuk meminta klarifikasi atas pengaduan
yang masuk mengenai program siaran “Dahsyat” pada tanggal 20 Juni 2012 yang
menampilkan Olga memperolok-olok pengisi acara lain (Mumu) dan pengaduan lain
mengenai program siaran ini. Di akhir pertemuan RCT/ menandatangani Berita Acara
Klarifikasi yang menyatakan bahwa pihak RCT/ tidak membantah terkait isi pengaduan
tersebut.Adegan tersebut merupakan bagian dari skenario, tetapi kalimat yang diucapkan
Olga merupakan ucapan spontan yang samasekali tidak bermaksud merendahkan atau
melecehkan seseorang. RCT/ juga berjanji untuk melakukan treatment khusus untuk
program siaran ini.

Pertemuan klarifikasi ini diselenggarakan karena sebelumnya “Dahsyat” sudah
memperoleh dua kali sanksi teguran. Hasil pertemuan ini dibawa ke Rapat Pleno
Komisioner KPI Pusat untuk membicarakan sanksi program tersebut.
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21. Pertemuan KPI - TVRI

Pada 27 Juli 2012 KPI melakukan pertemuan dengan TVR/ untuk meneruskan
masukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atas penayangan program siaran “Kisah-
kisah Islami”yang ditayangkan pada saat menjelang buka puasa dan sahur. Masukan MUI
tersebut terkait dengan visualisasi para Nabi yang ditayangkan dalam program tersebut.
MUI berpendapat bahwa visualisai para Nabi tersebut bertentangan dengan Fatwa MUL.
Pada pertemuan tersebut TVR/ memutuskan untuk mengikuti dan mempertimbangkan
dengan bijaksana masukan dari MUI tersebut. KPl menyatakan, bahwa ditinjau dari
aspek peraturan KPI, acara tersebut tidak melanggar P3 dan SPS. KPI membuat surat
penerusan masukan MUI tersebut kepada TVRI.

22. Pertemuan mengenai tayangan ‘Aladdin”

Pada 1 Agustus 2012 beberapa petugas dari Polda MetroJaya datang ke KPluntuk
meminta masukan mengenai pengaduan dari kelompok ProFauna yang mengadukan
MD Entertainment, MNC TV, dan LSF terkait sinetron ‘Aladdin” yang ditayangkan oleh
MNC TV/PT Cipta TPIl. ProFauna membuat laporan mengenai penggunaan binatang
kukang (salah satu hewan yang dilindungi) dalam sinetron tersebut.

Selanjutnya pada 25 September 2012, PT Cipta TPl datang ke KPI untuk
membicarakan masalah tersebut. PT Cipta TPl menjelaskan, mereka baru mengetahui
bahwa mereka adalah pihakyang diadukan oleh ProFauna setelah menerima kedatangan
Polda Metro Jaya, karena sebelumnya tidak ada surat atau pun pengaduan mengenai
tayangan tersebut yang mereka terima. ProFauna menggunakan UU Perlindungan
Satwa Pasal 21 mengenai kepemilikan hewan kukang. PT Cipta TPI menyatakan bahwa
mereka hanya menerima materi tayang dari MD Entertainment tanpa terlibat sama
sekali dalam proses produksi dan tidak mengetahui bahwa hewan kukang adalah
hewan yang dilindungi. Hal ini terjadi karena adanya ketidaktahuan dan kurangnya
komunikasi serta perspektif yang selama ini tidak dipahami.

PT Cipta TPl menyatakan bahwa mereka telah bertemu dengan ProFauna
dan akan melakukan pertemuan selanjutnya berupa workshop dengan ProFauna dan
Persatuan Dokter Hewan Indonesia. Diharapkan dengan workshop tersebut terjadi
pemahaman yang sama mengenai animal welfare.
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Tayangan “Aladdin” yang mendapatkan peringatan tertulis dari KPI Pusat

23. Pertemuan KPI - KPID Bali, DPRD Bali, dan Indosiar

Pada 7 Agustus 2012 KPI melakukan pertemuan mediasi mengenai program
siaran sinetron “9 Wali” (Indosiar) antara KPID Bali, DPRD Bali, dan stasiun televisi
Indosiar.

Menurut KPID dan DPRD Bali, pada sinetron “9 Wali” yang menayangkan fiksi
sejarah antara Hindu dan Islam dengan latar belakang masa Majapahit itu hanya
ditonjolkan kepentingan kelompok tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan masalah
sosial. Untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, masyarakat Bali meminta KPI
Pusat untuk menjatuhkan sanksi penghentian pada program siaran tersebut. Masyarakat
Bali yang diwakili oleh KPID dan DPRD Bali juga meminta program siaran tersebut
menggunakan konsultan atau narasumber yang kompeten dalam bidang budaya/agama
sehingga dapat menyeimbangkan cerita yang disampaikan. Sebelumnya KPID Bali telah
dua kali melayangkan teguran kepada /ndosiar, namun teguran tersebut tampaknya
diabaikan Indosiar.

KPI Pusat telah menganalisis tayangan tersebut dan menyepakati hasil analisis
yang dilakukan oleh KPID Bali terhadap tayangan tersebut. Karena itulah Indosiar diminta
memperhatikan dengan sungguh-sungguh hasil analisis dan pengaduan masyarakat
Bali.

Indosiar menjelaskan bahwa tidak ada maksud atau tendensi apapun dalam
penayangan program acara tersebut dan secara langsung menyatakan permintaan
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maaf. Dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh /Indosiar dinyatakan bahwa Indosiar
tidak lagi menayangkan program siaran “9 Wali” terhitung mulai 8 Agustus 2012.

KOMIST PENYIARAN INDONESTA
2 Nbaga Negara Independen

Indosiar, KPI Pusat, DPRD Bali, dan KPID Bali dalam dialog membahas sinetron “9 Wali”

24. Pemantauan khusus acara TV Ramadhan

Bersama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Majelis
Ulama Indonesia (MUI), KPI menyampaikan hasil pemantauan khusus acara Ramadhan
kepada masyarakat pada tanggal 6 Agustus 2012. KPI mengumumkan acara-acara
TV yang mendapat teguran KPI selama bulan Ramadhan. Ada 7 (tujuh) acara yang
mendapatkan sanksi teguran, yaitu “Waktunya Kita Sahur” (TransTV), “‘Kampung Sahur
Bejo” (RCTI), “Sahur Bersama Srimulat” (Indosiar), “Ngabuburit” (TransTV), “Sabarrr Tingkat
27 (SCTV), Jlohn Lenong” (Trans7), dan “Inbox” (SCTV). Dari ketujuh acara tersebut, “Inbox”
(merupakan acara harian, bukan acara khusus Ramadhan) mendapatkan sanksi teguran
kedua. Keenam acara lainnya mendapatkan sanksi teqguran pertama.

Berdasarkan hasil pemantauan KPI Pusat, secara umum sejumlah stasiun TV
menampilkan acara yang sesuai dengan semangat Ramadhan, melalui acara-acara
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ceramah, talkshow, features, sinetron tertentu, dan film serial. Pelanggaran isi siaran
terutama terdapat pada acara-acara komedi, baik pada saat sahur ataupun menjelang
buka puasa.

LANESUNE

i‘

Tayangan “Kampung Sahur Bejo” (RCTI), salah satu tayangan Ramadhan yang mendapatkan

sanksi teguran tertulis

25. Pertemuan KPI, Kementerian Kesehatan, lkatan Dokter Indonesia (IDI), dan
Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pada 15 Agustus 2012 KPI melakukan pertemuan dengan Kementerian
Kesehatan, lkatan Dokter Indonesia (IDI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika
mengenai tayangan iklan klinik kesehatan yang sudah semakin meresahkan masyarakat.

KPI menjelaskan bahwa pada April 2012 KPI telah mengeluarkan surat imbauan
kepada seluruh stasiun TV untuk meminta agar tujuh iklan klinik kesehatan (Tong Fang,
Cang Jiang, Tay Shan, Klinik Herbal & Salon Aura SpaJeng Ana, Tefaron, P-King, dan Hong
Kong Medistra TCM) diedit, karena dalam pesan yang disampaikan terdapat testimoni
dan promosi penjualan. Dalam pemantauan KPI, pada Juni 2012 terdapat empat iklan
klinik kesehatan yang tidak muncul lagi di TV, yaitu Klinik Herbal & Salon Aura Spa Jeng
Ana, klinik Tefaron, klinik P-King, dan Hong Kong Medistra TCM. Sedangkan yang masih
beriklan adalah iklan klinik Tong Fang, Cang Jiang, dan Tay Shan.

Pada 9 dan 10 Agustus 2012, KPI mengeluarkan sanksi administratif teguran
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tertulis kepada stasiun televisi yang menayangkan ketiga iklan tersebut. Sanksi tersebut
selain berdasarkan P3 dan SPS 2012 juga merujuk ke peraturan yang ada, salah satunya
Permenkes No. 1767 tahun 2010 pasal 5 ayat (m).

Kemenkes mendukung tindakan KPI dan sudah berkoordinasi dengan organisasi
profesi, demikian juga dengan Badan POM dan IDI. Pertemuan ini kemudian dilanjutkan
dengan pertemuan dengan IDI pada 5 September 2012 yang mempertegas hasil dari
pertemuan pertama bahwa akan dibentuk Pokja yang terdiri dari KPI, Kemenkes, IDI,
MUI, Polri yang akan berkoordinasi menangani iklan-iklan kesehatan dan program
acara kesehatan di luar iklan dalam media penyiaran.

Ruko Duta| Ilorlln Blok E No.'21|Kav.[3,55 : [ Sebelah Ka
sht— ¥ e 2l Hnd:"‘Jahm Pusat ™ lﬂ SHAN TCM. sil@andengan Utara No: 8D
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13072002 0:43:008 15,0601 6:18:37

Dua iklan klinik kesehatan yang memperoleh sanksi teguran tertulis dari KPI Pusat
26. Pertemuan KPI - Trans7

Pada 15 Agustus 2012 KPI memanggil Trans7 untuk mengklarifikasi program
siaran “Bukan Empat Mata”. Program ini pada 2 Agustus 2012 menampilkan adegan
yang berpotensi menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat. Penayangan tersebut
adalah segmen pembacaan cerita berjudul “Doa Seorang Wanita Bernama Susi”. KPI
Pusat menilai adegan tersebut potensial menimbulkan dampak negatif karena
melibatkan keberadaan Tuhan dalam lawakan, yang menurut KPI Pusat hal tersebut
adalah sesuatu yang belum dapat diterima oleh banyak pihak dalam masyarakat
Indonesia. KPI Pusat juga menerima hasil analisis atas penayangan adegan tersebut
dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang isinya menyatakan bahwa pelecehan fisik
tidak dibenarkan menurut agama Islam, sebagaimana dinyatakan dalam Al Quran surat
al-Hujurat (49) ayat 11. Untuk itu, KPI Pusat memberikan peringatan tertulis agar Trans

II | Pembahasan atau Penanganan Kasus-Kasus Isi Siaran Tahun 2012

43



DEMI MILIK PUBLIK

7 segera melakukan evaluasi internal pada program untuk lebih berhati-hati dalam
penayangan adegan yang berakitan dengan Tuhan yang dapat berpotensi menimbulkan
dampak negatif terhadap pandangan dan keyakinan suatu agama serta norma yang
berlaku dan dianut oleh masyarakat.

Tayangan “Bukan Empat Mata” 2 Agustus 2012 yang mendapatkan peringatan tertulis dari KPI Pusat

27. Penyampaian hasil pemantauan acara TV Ramadhan

Dalam Dialog Publik KPI Pusat yang diselenggarakan pada 28 Agustus 2012,
KPI mengeluarkan hasil pemantauan dan penilaian KPI terhadap keseluruhan acara
Ramadhan yang ditayangkan di televisi baik pada saat sahur ataupun menjelang buka
puasa. Kesimpulan KPI, acara komedi merupakan acara yang paling banyak melakukan
pelanggaran.

Acara-acara komedi ini umumnya melakukan pelanggaran yang mirip satu
sama lain dan merupakan jenis pelanggaran yang serupa dengan pelanggaran yang
ditemukan pada Ramadhan tahun lalu. Pertama, pelanggaran atas perlindungan kepada
orang dan/atau kelompok masyarakat tertentu (melecehkan orang dengan kondisi fisik
tertentu, orang dengan orientasi seks dan identitas gender tertentu, pekerjaan tertentu
atau suku tertentu). Kedua, pelanggaran atas perlindungan anak. Ketiga, melanggar
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norma kesopanan (dan kesusilaan). Keempat, melanggar ketentuan penggolongan
program siaran (program klasifikasi R/Remaja).

KPI Pusat juga memberikan apresiasi kepada program sinetron “Para Pencari
Tuhan”dan “Insya Allah Ada Jalan” (SCTV), film mini seri “Umar Bin Khattab” dan sinetron
“Kami Bukan Malaikat” (PT Cipta TPI/MNC TV),program feature ‘Jelajah Masjid”, “Catatan
Harian Santri” dan Kultum sebelum berbuka “Jalan Hikmah” (Indosiar), Program “Kultum”
dan program drama reality show °“Aku Ingin Menjadi Ramadhan” (Trans TV), Program
feature “Menapak Jejak”, “Indahnya Pagi” dan “Kultum Jelang Bedug” (TVR/), program
dakwah “Tabligh Akbar” (TV One), program feature “Jejak Kebesaran” dan Kultum (Global
TV), Program dakwah “Mamah Dedeh Keliling Masjid” (ANTV), Program Dakwah “Tafsir
Al-Mishbah” program feature “Menapak Jejak” dan program “Humor Sahur Candra Malik”
(Metro TV), program feature “Jazirah Islam” (Trans7), dan Program kultum “Doa Harian”
(RCTI).

Nina Mutmainnah mewakili Bidang Isi Siaran menyampaikan hasil pemantauan dan penilaian KPI
terhadap acara Ramadhan dalam Dialog Publik KPI Pusat 28 Agustus 2012

28. Pertemuan KPI - Trans7

Pada 17 September 2012 KPI melakukan pertemuan dengan Trans7 mengenai
klarifikasi tayangan “Redaksi Kontroversi” pada segmen depth reporting/investigative
reporting tanggal 2 September 2012 pk. 16.44 WIB. Pada program acara ini ditayangkan
bungkus obat kuat yang menampilkan gambar orang berhubungan seksual.
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Trans7 menjelaskan bahwa pemilihanisutersebut terkaitdengan berita mengenai
Badan POM yang kesulitan menindak peredaran obat kuat di Indonesia. Trans7 mengakui
kesalahan yang telah dilakukan tanpa sengaja tersebut dan sudah memberikan sanksi
kepada produser dan asisten yang bertugas pada waktu penayangan berita tersebut.

Setelah melalui rapat pleno komisioner, pada 1 Oktober 2012 KPI menjatuhkan
sanksi penghentian sementara pada program siaran “Redaksi Kontoversi”, segmen depth
reporting/investigative reporting selama 2 (dua) hari berturut-turut yaitu tanggal 6 dan 7
Oktober 2012.

29. Pertemuan KPI - Metro TV

Pada 17 September 2012 KPI memanggil Metro TV terkait banyaknya pengaduan
yang masuk ke KPI Pusat mengenai program siaran “Metro Hari Ini” yang mengangkat
topik “Awas! Generasi Baru Teroris” yang menayangkan infografis pada waktu dialog
yang berasal dari salah satu narasumber, yaitu Prof. Bambang Pranowo.

Metro TV menjelaskan bahwa keriuhan ini terjadi berawal dari media sosial
sembilan hari setelah berita tersebut ditayangkan. Ada kebingungan dari mereka,
yakni mengapa protes terjadi setelah sekian lama ditayangkan; biasanya jika suatu
berita dinilai sensitif maka akan langsung diprotes pada saat itu juga. Metro TV juga
memberikan surat resmi ke KPI menjelaskan mengenai hal ini.

30. Dialog Soal “Rohis”

Melanjutkan pertemuandenganMetroTV17 September 2012,pada 24 September
2012 KPI memfasilitasi Metro TV dengan pihak-pihak yang keberatan atas tayangan
berita tersebut dan menyampaikan pengaduan ke KPI Pusat. Mereka adalah Indonesia
Media Watch (IMW), Forum Silaturhmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK), dan Ikatan
Rohis Se-Jabotabek (IROJA). Dalam pertemuan ini KPI juga mengundang Majelis Ulama
Indonesia (MUI).

Keberatan pengadu adalah, walau tidak disebut secara eksplisit kata “Rohis”,
tetapi kegiatan remaja yang dilakukan di mesjid-mesjid yang ditayangkan dalam
infografis mengacu pada hal tersebut. Hal ini mengakibatkan banyak orang tua melarang
anak-anaknya untuk aktif adalam organisasi Rohis, yang sebenarnya selama ini banyak
menghasilkan pemimpin bangsa karena lebih menekankan pada pendidikan moral.
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Hasil dari pertemuan ini adalah akan ada klarifikasi dari Metro TV dengan
membuat suatu dialog. KPI mengusulkan agar empat lembaga yang hadir pada
pertemuan ini dijadikan sebagai narasumber.

Metro TV telah meluruskan masalah ini melalui tayangan “Metro Hari Ini” pada
tanggal 3 Oktober 2012 pk. 18.27 WIB dengan topik “Kiprah Rohis”. Dalam tayangan
tersebut Metro TV menghadirkan lkatan Rohis Se-Jabotabek (IROJA) dan Forum
Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK). Metro TV juga menegaskan hal ini
dilakukan sebagai bentuk klarifikasi dan permintaan maaf dari Metro TV.
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Dialog di kantor KPI Pusat antara Metro TV dan pihak pengadu mengenani kasus “Rohis” 24 September
2012 KPI

31. Pertemuan KPI - Global TV

Sehubungan dengan surat permintaan dari Global TV untuk melakukan audiensi
dengan KPI terkait teguran KPI pada program siaran “Obsesi”, maka pada 25 September
2012 KPI melakukan diskusi dengan Global TV.

Pada 11 September 2012 KPI memberikan sanksi administratif teqguran kedua
pada program siaran “Obsesi” yang menampilkan ciuman bibir. Pada pertemuan ini
dijelaskan bahwa ciuman bibir walaupun dilakukan oleh suami istri dan dalam konteks
apa pun tidak boleh ditayangkan. Global TV menyatakan telah menegur produser acara
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tersebut, dan juga telah mensosialisasikan P3 dan SPS tahun 2012 di lingkup internal
mereka.

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Global TV meminta KPl untuk memberikan
sosialisasi P3 dan SPS di Global TV. Maka diputuskan bahwa akan dilaksanakan sosialisasi
P3 dan SPS bagi SDM penyiaran Global TV yang akan dilaksanakan di KPI, dan jika
pesertanya banyak maka akan dibagi 2 (dua) gelombang.

32. Pertemuan KPI - TVR/

Pada 27 September 2012 KPI memanggil TVR/ untuk memberikan klarifikasi
atas program siaran “Laporan Internasional” dalam pemberitaan mengenai “Memelihara
Kekerasan di Guantanamo” yang ditayangkan pada 17 September 2012 pk. 13.08 WIB.

TVRI mengakui telah menayangkan kekerasan pada laporan mengenai penjara
Guantanamo. Produser acara tersebut mengakui kesalahannya dan sudah meminta
maaf, sehingga dalam rapat internal TVR/ diputuskan untuk menghentikan program
siaran tersebut mulai tanggal 1 Oktober 2012.

Tayangan “Laporan Internasional” (TVR/) 17 September 2012. TVR/ memutuskan, program ini tidak lagi
ditayangkan sejak 1 Oktober 2012.

Pembahasan atau Penanganan Kasus-Kasus Isi Siaran Tahun 2012 | IT

48



DEMI MILIK PUBLIK

33. Pertemuan KPI - Metro TV dan TV One

Pada 5 November 2012 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengadakan
pertemuan dengan Metro TV dan TV One membahas netralitas pemberitaan televisi.
Pertemuan dihadiri sejumlah stakeholder, antara lain Badan Pengawasan Pemilu
(Bawaslu), Komisi Informasi Publik (KIP), Remotivi, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
(UT, Aliansi Jurnalis Independen (All), LBH Pers, Indonesia Media Watch (IMW), dan
LSPP. Hadir pula KPID Kalimantan Barat (Kalbar). Pertemuan berlangsung di kantor KPI
Pusat.

Pertemuan dibagi dua sesi dimulai pada pk. 10.00 WIB dengan terlebih dahulu
bertemu Metro TV, menyusul kemudian pada pk. 11.30 WIB pertemuan dengan TV One.
Dalam pertemuan yang berakhir pada pk. 13.00 WIB, hadir Ketua KPI Pusat Mochamad
Riyanto, wakil Ketua KPI Pusat Ezki Suyanto,dan Komisioner Nina Mutmainnah Armando.

Pada pertemuan tersebut Metro TV menjamin bahwa mereka selalu berpatokan
pada UU Parpol, UU Pemilu, UU Penyiaran, serta berpedoman pada P3 dan SPS. Metro
TV menyatakan bahwa tidak ada intervensi dari siapa pun ke ruang newsroom Metro TV.
Stasiun TV ini meminta agara dibuatkan aturan lebih jelas dan terperinci mengenai apa
yang disebut pemberitaan tidak berimbang dan netralitas. Begitu pula TV One menjamin
aspek netralitas dalam isi siaran mereka.

KPI menyatakan akan membentuk desk pemilu bersama Bawaslu, KPU, KIP, dan
stakeholder lainnya agar pengawasan menjelang Pemilu 2014 dapat lebih diperketat.

»
—

HOMIST PENYIARAN INDOWESIA
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Pertemuan KPI dan para pemangku kepentingan dengan MetroTV
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34. Pertemuan dengan Trans TV dan Remotivi tentang Tayangan “Reportase Investigasi”

Pada tanggal 5 November 2012 juga berlangsung pertemuan di kantor KPI
Pusat mengenai “Reportase Investigasi”, salah satu tayangan jurnalistik di TransTV.
Pertemuan ini dihadiri juga oleh Remotivi, yang sebelumnya juga telah mengirimkan
aduan mengenai program siaran tersebut. Pertemuan ini dilaksanakan atas permintaan
dari TransTV.

Pada 11 Oktober 2012, program siaran ini mendapatkan surat teguran tertulis
kedua karena pada 12 Agustus 2012 program menayangkan adegan yang menampilkan
cara dan langkah kejahatan secara terperinci. Pada program tersebut ditayangkan
secara eksplisit bahan-bahan pembuatan obat bius ilegal dengan menyebut nama obat-
obat tertentu yang merupakan obat keras. Pada segmen selanjutnya ditayangkan juga
cara pembuatan obat bius ilegal tersebut dengan penggunaannya. Jenis pelanggaran
ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan anak dan program siaran
jurnalistik yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. KPl Pusat telah menerima surat
pengaduan tertanggal 7 September 2012 dari Remotivi atas penayangan adegan
tersebut.

Pemimpin Redaksi TransTV mengatakan bahwa kedatangan mereka adalah
meminta petunjuk agar mereka tidak salah lagi melangkah dan program mereka baik-
baik saja. Dalam tim mereka sudah berusaha mengikuti P3 dan SPS. Acara “Reportase
Investigasi” adalah acara yang diminati pemirsa. Orientasi program adalah kepentingan
publik. TransTV berharap apa yang ditemukan oleh mereka dapat diungkapkan
atau ditindaklanjuti lebih jauh oleh pemerintah atau badan-badan lainnya yang
berkepentingan.

TransTV juga mempertanyakan tentang batas kadaluarsa sanksi. Sanksi pertama
yang mereka terima adalah pada tahun 2009. Setelah sekian lama, baru program ini
mendapatkan sanksi kembali.

KPI Pusat menjelaskan bahwa surat sanksi kedua diberikan karena jelas-jelas
ada pelanggaran dalam program, karena secara eksplisit ditampilkan nama obat bius
dan cara pembuatan obat bius illegal. Dalam hal ini, hasil pemantauan KPI atas program
siaran ini sejalan dengan pengaduan Remotivi.

Sementara mengenai batasan kadaluarsa sanksi, KPl Pusat menjelaskan bahwa
setiap sanksi memang akan dicatat dan mempengaruhi keputusan sanksi KPI berikutnya
sepanjang program masih berjalan. KPI Pusat menilai bahwa aturan tentang kadaluarsa
adalah masukan bagus bagi perbaikan P3 dan SPS 2012. KPI berharap sanksi yang
diberikan akan menjadi output perbaikan bagi lembaga penyiaran yang dikenai sanksi.
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Komisioner KPI Pusat yang menghadiri pertemuan tersebut adalah M. Riyanto,
Ezki Suyanto, dan Nina Mutmainnah Armando.

35. KPI Bertemu RCT/, Global, dan MNC TV Membahas lklan Partai

Pada 9 November 2012 di kantor KPI Pusat, KPI Pusat mengadakan pertemuan
dengan stasiun televisi di bawah grup MNC. Pertemuan tersebut membahas proporsi
tayangan iklan partai politik. Pertemuan ini dihadiri perwakilan dari Bawaslu, Komisi
Informasi Publik (KIP), P31 (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia), PR2Media, dan
Indonesia Media Watch (IMW).

Pertemuan dibuka Ketua KPI Pusat Mochamad Riyanto, yang didampingi Wakil
Ketua Ezki Suyanto, dan komisioner KPl Pusat Nina Mutmainnah Armando, Azimah
Soebagyo, dan Idy Muzayyad.

Hasil pertemuan tersebut akan menjadi bahan bagi KPIl pada saat bertemu
dengan lembaga terkait yakni KPU, Bawaslu, dan KIP. Rencananya, KPI bersama-sama
dengan 11 lembaga lain akan melakukan MoU terkait Pemilu dan lainnya. Keputusan
lainnya, pada awal Januari 2013 harus sudah dirumuskan bagaimana sebaiknya aturan-
aturan detail mengenai iklan partai politik dan sebagainya melalui desk pemilu yang
akan dibentuk.

300082012 5:42:12

Iklan Partai Nasdem, iklan yang dibahas dalam pertemuan
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36. Pertemuan KPI Pusat dengan TransTV mengenai Program “Sexophone”

Pada 9 November 2012 berlangsung pertemuan antara KPI Pusat dan Trans TV
mengenai program “Sexophone”. Pihak Trans TV diwakili oleh Pemimpin Redaksi Gatot
Triyanto dan tim produksi “Sexophone” serta Zoya Amirin, salah seorang host “Sexophone”.
Komisioner KPl yang menghadiri pertemuan ini adalah Ezki Suyanto, Nina Mutmainnah,
dan Azimah Subagijo.

KPI Pusat menyampaikan hasil analisis dan pengaduan masyarakat mengenai
program ini. KPl Pusat telah menganalisis tayangan ini sejak awal muncul, yakni Mei
2012. Sejak tayangan ini hadir, mulai ada masukan dari masyarakat. KPl menegaskan
bahwa P3 dan SPS memungkinkan adanya perbincangan tentang seks, tetapi ada
rambu-rambu yang lain, yakni materi harus disampaikan secara santun dan tidak
mengeksploitasi seks.

Pada tayangan ini kamera seringkali mengeksploitasi paha dan dada. Hal ini
dimungkinkan karena baik bintang tamu maupun host sering tampil dengan pakaian
yang cukup terbuka.

Program ini masuk dalam divisi jurnalistik, namun program seringkali
menampilkan satu perspektif tunggal. Padahal seringkali yang diangkat adalah topik
yang membutuhkan bahasan dari berbagai perspektif, sebagaimana lazimnya program
jurnalistik.

Tayangan ini juga menampilkan hal-hal yang patut diapresiasi. Misalnya,
menyatakan bahwa orang tua seharusnya memberikan pendidikan seks untuk anak
dan harus berbicara secara terbuka. Selain itu ada pula tayangan yang secara tegas
menyatakan bahwa perempuan tidak bisa dilecehkan. KPI berharap ke depan hal-hal
yang positif seperti inilah yang harus ditekankan dalam program.

Berdasarkan pengaduan publik ke KPI,secaraumum acara ini dinilai mengajarkan
atau membawa kampanye seks bebas. KPI Pusat juga mengkhawatirkan hal yang sama.
Misalnya, berdasarkan analisis KPI, kata-kata yang sering digunakan dalam program ini
adalah “pasangan” bukan “pasangan suami istri”.

Pihak Trans TV dan Zoya Amirin memberikan penjelasan mengenai acara ini dan
apa yang telah mereka lakukan untuk memperbaiki isi siaran setelah program siaran ini
mendapatkan sanksi teguran dari KPI. Selanjutnya, TransTV menyampaikan komitmennya
untuk mengoreksi hal-hal yang dianggap “kebablasan”. Mereka menegaskan bahwa
tayangan ini tidak punya niat samasekali memberikan perspektif seks bebas.

Pembahasan atau Penanganan Kasus-Kasus Isi Siaran Tahun 2012 | IT

52



53

MILIK PUBLIK

Salah satu tampilan pada tayangan “Sexophone” (Trans TV)
37. Pertemuan KPI - Bawaslu

Pada 12 November 2012 KPI Pusat menggelar pertemuan dengan Bawaslu
(Badan Pengawas Pemilu). Pertemuan tersebut untuk melakukan penandatanganan
kesepahaman (MoU) mengenai Pemilu 2014 mendatang. Pertemuan digelar di Hotel
Arya Duta.

Turut menandatangani nota kesepahaman tersebut 10 lembaga atau komisi,
yakni KPK, PPATK, Komnas HAM, Komisi Yudisial, Lembaga Perlindungan Saksi dan
Korban (LPSK), Komisi Informasi Publi (KIP), Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komnas
Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Pihak yang tergabung dalam MOU sepakat untuk melakukan pemantauan
bersama dalam pengawasan tahapan Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemilu
Presiden dan Wapres, serta Pilkada. Selanjutnya, juga ada kesepakatan untuk
merumuskan langkah tindak lanjut hasil pemantauan bersama tersebut. Para pihak
juga bersepakat untuk melakukan sosialisasi bersama dalam seminar, workshop, dan
kegiatan lainnya terkait pengawasan serta tukar-menukar informasi dalam hal data dan
informasi terkait pengawasan. Selain itu para pihak juga bersepakat untuk membuat
surat keputusan bersama yang ditandatangani pihak yang terkait MOU.
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38. Pengaduan Poppy Dharsono dkk mengenai Pemberitaan Infotainment

Pada 19 November KPI Pusat didatangi oleh Poppy Dharsono, Sumadi, Purn.
Margono, Ifa Marono, Muchtar Luthfi, dan Lalu Hilman yang pada intinya mengadukan
tentang adanya pemberitaan yang tidak tepat yang disiarkan oleh infotainment sampai
tanggal 19 November, yakni tentang rencana pemindahan makam alm. Moerdiono
(mantan Menteri Sekretaris Negara) dari Kalibata ke makam keluarga di Batu, Malang.
Padahal, pemberitaan yang sebenarnya adalah pembangunan makam keluarga dan
peresmian prasasti di Batu Malang.

Komisioner Nina Mutmainnah Armando yang menerima pengaduan secara
langsung menyatakan akan melakukan analisis pada semua tayangan infotainment
yang menayangkan pemberitaan tersebut dan akan segera menindaklanjutinya.

39. Kasus “Supertrap Minggu”

Pada tanggal 28 November 2012 TransTV datang memenuhi undangan
KPI mengenai pembahasan tayangan “Supertrap Minggu”. Pertemuan ini untuk
menindaklanjuti banyaknya pengaduan yang masuk mengenai tayangan tersebut.
Pada tanggal 25 November 2012 tayangan tersebut menampilkan penjebakan di toilet
umum dengan menggunakan perangkat hidrolik. Adegan ini dinilai melanggar norma
kesopanan dan kesusilaan serta hak privasi oleh publik yang mengadu.

Pada pertemuan tersebut pihak Trans TV yang hadir beserta tim kreatif Supertrap
menyatakan permintaan maaf atas kesalahan yang tidak bisa ditolerir tersebut. Mereka
berjanji untuk memperbaiki ke tayangan ini ke depannya.

Pertemuan KPI Pusat dengan TransTV membahas tayangan “Supertrap Minggu”
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KPI Pusat telah memutuskan memberikan sanksi administratif teguran tertulis
kepada program ini. Namun KPI berpendapat ada hal yang sangat serius yang telah
dilanggar oleh Trans TV. Itulah sebabnya KPI Pusat memutuskan memberikan sanksi
secara langsung dan memberikan hasil evaluasinya terhadap acara ini. Komisioner KPI
Pusat yang hadir pada pertemuan ini adalah Mochamad Riyanto, Ezki Suyanto, Nina
Mutmainnah, Azimah Soebagjo, dan Iswandi Syahputra.

Di akhir pertemuan pihak TransTV menandatangani berita acara yang memuat
pernyataan bahwa TransTV menerima sanksi administratif yang telah ditetapkan oleh
KPI dan akan menerbitkan pernyataan yang terkait dengan aduan yang telah terbukti
benar melanggar P3 dan SPS. Trans TV kemudian menyampaikan permintaan maaf ini
melalui running text.

File Name: Supertrap Minggu (Teguran Tertulis).mpg
File Size: 7.80 MB (8183004 bytes)

Resolution: 3562x288 (704000:527328)

Duration: 00:00:46
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Tayangan “Supertrap Minggu” 25 November 2012, menampilkan penjebakan di toilet umum
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40. Pertemuan Membahas Pengaduan Poppy Dharsono dkk mengenai Pemberitaan
Infotainment

Pada 29 November 2012 KPI Pusat mengundang stasiun SCTV, TransTV, dan Trans7
untuk hadir membahas pengaduan Poppy Dharsono dan beberapa orang lainnya. Para
pengadu diundang dalam pertemuan tersebut. Dalam pertemuan juga hadir Creative
Indigo Production, rumah produksi yang melahirkan tayangan-tayangan infotainment
yang diadukan.

Pertemuan 29 November adalah pertemuan untuk menindaklanjuti aduan 19
November, sesuai dengan tugas KPI yang dinyatakan dalam UU Penyiaran Pasal 50.
Diharapkan dari pertemuan ini masing-masing pihak memperoleh perspektif pihak lain
dan dapat dicari kesepakatan atau solusi.

Poppy Dharsono menjelaskan bahwa ia meneruskan amanat alm. Moerdiono
untuk mendirikan makam keluarga untuk menyatukan makam keluarga. Setelah persis
satu tahun alm. Moerdiono meninggal, makam keluarga tersebut diresmikan sekaligus
dengan peresmian prasasti. Namun beberapa pemberitaan di infotainment (Was-Was,
Insert Siang,dan Selebrita Pagi yang semuanya diproduksi oleh Indigo) justru menyatakan
bahwa makam alm.Moerdiono akan dipindahkan ke Batu, Malang. Pemberitaan ini telah
sangat merugikan keluarga besar mereka. Ditambah lagi, pemberitaan juga mengaitkan
dengan hal-hal lain dan pihak-pihak yang dinilai tidak relevan oleh para pengadu.
Para pengadu menilai adalah tidak etis menampilkan pemberitaan tidak benar dan
mengungit-ungkit orang yang sudah meninggal.

PoppyDharsono secaraumum juga memberikan penilaian terhadap infotainment,
yang seringkali membuat berita yang tidak sesuai dengan fakta yang akurat dan kerap
kali menampilkan seolah-olah ada perseteruan antara pihak yang satu dengan pihak
lainnya. Infotainment dinilai seringkali menggiring opini, bahkan juga cenderung ke
karakter asasinasi (khususnya yang diproduksi oleh Indigo). Berita semacam itu terus
diulang sehingga dianggap sebagai kebenaran oleh penonton.

SCTV  menyatakan bahwa mereka tidak ada maksud sama sekali untuk
mengungkap keburukan almarhum. Pengaduan dari pihak pengadu menjadi masukan
bagi mereka. SCTV juga menyatakan bahwa mereka bertanggungjawab sebagai lembaga
penyiaran.

TransTV berpandangan bahwa infotainment itu bukan gossip show, melainkan
harus ada fakta. Mekanisme yang ada di TransTV selama ini adalah infotainment tidak
melalui QC, karena semuanya diserahkan ke provider (PH). TransTV berjanji untuk
mengevaluasi mengenai provider tersebut.

Pihak Indigo menjelaskan bahwa mereka selama ini menerapkan prinsip-prinsip
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jurnalistik dalam pemberitaannya. Indigo berpendapat, sebagai produk jurnalistik,
infotainment produksi mereka menerapkan KEJ dan telah menjalankan prinsip cover
bothside atau keberimbangan. Dalam hal kontroversi pemindahan makam, Indigo
merasa sudah memberitakan klarifikasi dari pihak pengadu dalam pemberitaannya.

Pada akhir pertemuan, KPI memutuskan untuk meminta lembaga penyiaran
memberikan hak jawab kepada pengadu dalam hal pemindahan pemakaman. Formatnya
dapat didiskusikan antara pengadu dan lembaga penyiaran, KPI tidak ikut campur dalam
hal format. KPI juga akan membawa hasil pertemuan ini ke rapat pleno.

Pertemuan membahas pengaduan Poppy Dharsono dan beberapa orang lainnya

dengan lembaga penyiaran

41. Kasus “Silet”

Kasus ini bermula sejak November 2010 dan terus berlanjut di tahun 2011.

PTUN pada tanggal 23 Maret 2011 memutuskan bahwa surat sanksi
administratif KPI Pusat No. 669/K/KP1/11/10 tertanggal 8 November 2010 dibatalkan.
Majelis Hakim juga memerintakan agar KPIl Pusat mencabut surat sanksi adminstratif
tersebut. Sementara itu Mabes Polri dengan surat pemberitahuan No. B/53/111/2011/
Tipidter tertanggal 28 Maret 2011 menyatakan bahwa penyidikan Program “Silet” telah
diberhentikan karena bukan merupakan Tindak Pidana dan tidak cukup bukti.
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Pada 19 Mei 2011 KPI Pusat mengajukan memori Banding atas Putusan PTUN
Jakarta tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Jakarta dengan
register perkara No. 127/B/2011/PT.TUNJKT. Berikutnya pada bulan Juli 2011 KPI
Pusat mendaftarkan gugatan Pra Peradilan ke PN Jakarta Selatan atas Surat Perintah
Penghentian Penyidikan (SP3) untuk Program Silet yang dibuat oleh Mabes Polri.

Pada 1 Agustus 2011 PT.TUN menolak memori banding yang diajukan KPI Pusat
dan menguatkan putusan PTUN Jakarta. Kemudian pada 13 September 2011 Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan KPI Pusat atas pencabutan Surat Perintah
Penghentian Penyidikan (SP3) yang dibuat oleh Mabes Polri dan menyatakan bahwa
SP3 tersebut sah menurut hukum.

Pada 26 September 2011 KPI Pusat mengajukan memori kasasi atas Putusan
PT. TUN Jakarta ke Mahkamah Agung yang berisi agar MA membatalkan putusan
PT.TUN Jakarta dengan register perkara No. 127/B/2011/PT.TUN.JKT. Sementara itu
pada November 2011 KPI Pusat telah mengajukan memori banding ke Pengadilan
Tinggi (PT) Jakarta yang isinya agar PT membatalkan putusan PN Jakarta Selatan yang
menguatkan SP3 Mabes Polri atas Program Silet.Sampai akhir tahun 2011 KPI Pusat
menunggu Putusan Mahkamah Agung atas Kasasi Program Silet atas sengketa Tata
Usaha Negara dan menunggu putusan banding Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta atas
sengketa gugatan Pra Peradilan SP3 Mabes Polri untuk Program Silet. Atas langkah
hukum KPI Pusat ini, kasus Program Silet pada tahun 2011 secara hukum belum selesai
karena belum berkekuatan hukum tetap (kracht van gewisde).

Pada tanggal 17 Januari 2012, Mahkamah Agung akhirnya mengeluarkan
Putusan No. 398 K/TUN/ 2011 Perkara Kasasi Tata Usaha Negara antara Komisi Penyiaran
Indonesia Pusat melawan PT. Rajawali Citra Televisi Indonesia yang berisi mengabulkan
permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Komisi Penyiaran Indonesia Pusat) dan
membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 127/B/2011/
PT.TUNJKT, tanggal 1 Agustus 2011 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta No. 174/G/2010/PTUNJKT, tanggal 23 Maret 2011. Dalam putusan
tersebut juga menghukum Termohon Kasasi (PT. RCTI) untuk membayar biaya perkara
dalam semua tingkat peradilan,yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000 (lima
ratus ribu rupiah).

Majelis Hakim yang diketuai Hakim Agung Marina Sidabutar, SH., MH dengan
anggota Hakim Agung H. Yulius, SH., MH dan Hakim Agung Prof. Dr. Ahmad Sukardja,
SH., MA dalam amar putusan tersebut menyatakan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara Jakarta) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai
berikut:
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- bahwa objek sengketa telah berakhir, yaitu dengan diterbitkannya Surat KPI
Pusat tanggal 7 Januari 2011, No. 4/K/KPI1/01/11, tentang Berakhirnya Sanksi
Administratif Penghentian Sementara Program Silet, sedangkan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta memutus sengketa a quo pada tanggal 13 Maret
2011,

- bahwa Judex Facti yang tetap melakukan pengujian keabsahan objek sengketa
telah salah dalam penerapan hukum, sebab yang digugat oleh Penggugat
sebenarnya sudah dipenuhi, dengan keluarnya Surat Tergugat tanggal 7 Januari
2011 tersebut sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat
diterima.

Putusan permohonan kasasi yang diputuskan oleh Majelis Hakim Mahkamah
Agung di atas membuktikan bahwa langkah hukum yang dilakukan oleh Komisi
Penyiaran Indonesia Pusat dalam penyelesaian kasus “Silet” adalah pilihan yang
tepat. Putusan ini membuktikan kepada publik bahwa KPI dalam penanganan kasus
“Silet” telah bertindak sesuai dengan kewenangan, fungsi, tugas, dan kewajibannya
sebagaimana diatur dalam UU Penyiaran dan P3 dan SPS tahun 2009.
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Bab 3

Belajar dari Penyiaran Australia

Pasca reformasi salah satu topik yang hangat dibicarakan oleh publik terkait
dunia penyiaran terutama pertelevisian. Informasi yang kini terbuka juga hiburan yang
makin bervariasi membuat televisi menjadi primadona hampir di semua rumah. Meski
mempunyai UU Penyiaran non 32 tahun 2002 yang demokratis dan transparan namun
perkembangan karakter masyarakat yang main kritis terhadap segala persoalan dan
pesatnya kemajuan teknologi,tak pelak membuat kita harus melirik berbagai peraturan
negara tetangga agar penyiaran makin baik. Australia menjadi pilihan Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) untuk mempelajari segala aturan dan melihat perkembangan teknologi
penyiaran terutama televisi. Fokus kedatangan tim KPI untuk berdiskusi mengenai
segala aturan penyiaran secara umum dengan ACMA (Australian Communications and
Media Authority) ,regulator penyiaran Australia. Juga tidak kalah penting mempelajari
sistem dari lembaga penyiaran publik dan komunitas. KPl menganggap penting untuk
mendorong kedua lembaga penyiaran ini di Indonesia sebagai penyeimbang lembaga
penyiaran swasta. KPl akan menggunakan hasil kunjungan dari Australia untuk
memperbaiki berbagai aturan yang menjadi kewenangan KPI. KPI juga berharap bahwa
hasil kunjungan dan diskusi dengan berbagai pemangku kepentingan dapat turut
memperkaya isi dari rancangan UU Penyiaran yang tengah diproses di DPR.

Pertemuan dengan ABC dan SBS

Pada Februari 2012 radio publik ABC (Australian Broadcasting Corporation )
Australia mengundang Komisioner KPI Pusat untuk mengunjungi sekaligus berbagi
pengalaman terkait isu-isu penyiaran. Ezki Suyanto Wakil ketua KPI Pusat sekaligus
Komisioner Bidang Isi Siaran baru dapat memenuhi undangan pada Juni 2012. Selain
Ezki yang memenuhi undangan, dalam kunjungan tersebut ikut serta tiga orang
Komisioner KPID DKI Jakarta, yakni Ramli Darmo Sirait, Noor Saadah, dan Wahyudin.

Selama 5 hari di Sydney dan Melbourne, kunjungan ini difasilitas oleh Konsulat
Jenderal RI di Sydney dan Melbourne dan didampingi oleh ABC. Kegiatan berlangsung
sangat padat karena banyaknya topik yang dibahas dengan para pemangku kepentingan
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penyiaran di dua kota tersebut. (jadwal acara terlampir).

Hari pertama di Melbourne kegiatan diisi dengan mengunjungi studio ABC.
Berada di pusat kota, studio terdiri dari satu studio besar yang dapat menampung
ratusan penonton dan beberapa studio kecil untuk program rutin. Studio terbesar sering
digunakan untuk mempertemukan pejabat publik seperti Perdana Menteri dengan
berbagai kelompok masyarakat.

Saat bertemu dengan narasumber dari ABC dan SBS (Special Broadcasting
Service), topik yang paling menarik didiskusikan terkait dengan kepemilikan media
elektronik terutama televisi dan radio. Materi diskusi terutama adalah bagaimana pemilik
yang berafiliasi dengan kelompok politik tertentu mempengaruhi atau mempergunakan
ruang tersebut untuk melakukan black campaign atau pencitraan.

Menurut ABC dan SBS masa pemilihan umum terutama saat kampanye selalu
diawasi dengan ketat. ABC dan SBS sebagai lembaga penyiaran publik membentuk grup
pengawas yang memastikan adanya keadilan pada semua peserta pemilu. ABC dan SBS
menerapkan syarat dan peraturan ketat terkait pesta demokrasi di negara Kanguru ini,
seperti:

e Menyediakan free time (waktu gratis) kepada setiap partai politik untuk
menyampaikan kebijaksanaan dan pernyataan mereka di televisi dan radio.

e Partai manapun yang memiliki kursi di pemerintahan berhak mendapatkan
waktu gratis.

e Bagi partai politik baru yang dapat menunjukkan paling tidak 5% memiliki
dukungan publik situs portal, maka mereka layak untuk mendapatkan free time.
Jadwal setiap free time pun bermacam-macam, parpol besar mendapatkan free
time yang sama, yaitu 4 kali siaran setiap masa kampanye dan partai-partai
kecil mendapatkan 1 - 2 kali siaran setiap masa kampanye. Durasi free time
kurang lebih 3 menit setiap tayang. Parpol dapat menambah jadwal kampanye
dan sosialisasi melalui iklan. Namun iklan tersebut hanya dapat dilakukan oleh
partai politik yang terdaftar. Free time ini hanya dapat dilakukan oleh media
publik.
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-

Ramli, Ezki, dan Saadah sedang mencoba perangkat radio digital di ABC Radio, Melbourne

Partai independen tidak mendapatkan waktu tayang gratis dalam sistem ABC
dan SBS, Partai independen dapat melakukan kampanye di media online dan dapat
dilakukan setiap saat karena waktunya tidak terbatas seperti TV dan radio.

Free time ini hanya berlaku pada masa kampanye dan dijadwalkan untuk
mengudara di waktu utama (prime time), 18:00 - 22:00, tanpa menyebutkan partai
mana yang akan disiarkan. Secara teknis pengaturan urutan partai yang mendapatkan
waktu gratis adalah dengan melakukan undian, sehingga tidak ada parpol yang merasa
dirugikan. Ini merupakan cara ABC dan SBS menjaga kredibilitasnya.

Selain menampilkan parpol,kandidat parpol juga mendapatkan kesempatan asal
disebutkan secara jelas nama dan semua keterangan yang melekat pada calon tersebut.
Para kandidat seperti parpol bisa mendapatkan hak untuk free time. ABC dan SBS dapat
memproduksinya dengan merekam, tidak boleh langsung dan menampilkan keterangan
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dari partai mana kandidat tersebut berasal. Tetapi jika partai atau kandidat tersebut
ingin hal yang lebih menarik, mereka bisa melakukan produksi sendiri. Namun, sebelum
ditayangkan, ABC dan SBS melihat isi kampanye yang diproduksi tersebut. Kandidat
dapat mengatakan apapun kecuali menjatuhkan kandidat lain. Untuk mengantisipasi
protes dari publik dan kandidat lain sebelum tayangan tersebut mengudara, ABC dan
SBS meminta mereka untuk menandatangani perjanjian yang menyatakan bahwa
mereka bertanggungjawab atas isi tayangan tersebut. Jadi, ketika ada yang menuntut,
maka parpol atau kandidat yang bertanggungjawab atas hal tersebut.

Bila ada tuntutan dari publik atau parpol pesaing, ABC dan SBS menanggapi
tuntutan tersebut, terutama bila menyangkut isi. Menurut aturan, ABC dan SBS harus
menanggapi dalam jangka waktu 20 hari. Jika tuntuntan tersebut terjadi pada masa
pemilihan, maka akan menanggapi dalam jangka waktu 24 jam.

Meskipun parpol dapat membeli waktu untuk iklan, namun dilarang melakukan
transaksi untuk pemberitaan. ABC dan SBS menegaskan bahwa parpol dapat membeli
waktu iklan selama 30 detik, sebanyak apa pun selama mereka mampu, tetapi harus
tetap adil serta menyediakan kesempatan yang sama kepada partai-partai lainnya.

Menurut ABC dan SBS, Australia pun belajar dari berbagai kebijakan negara
lain karena setiap negara mempunyai peraturan yang berbeda-beda. Misalnya, Inggris
melarang semua bentuk iklan di media manapun selama masa kampanye. Amerika tidak
memiliki free time, kampanye harus berupa iklan. Namun, parpol atau kandidat harus
mengumumkan dan menyatakan siapa atau pihak mana yang membiayai iklan parpol.
Pemasangan iklan tidak dapat bersifat rahasia dan harus dinyatakan dalam waktu 24
jam setelah penayangan atau publikasi di media cetak dan online. Amerika memberikan
pembatasan dana dari perseorangan atau institusi kepada setiap orang atau parpol.
Keterbukaan mengenai dana sangat penting diketahui publik untuk akuntabilitas parpol.
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Mengunjungi studio terbesar di ABC TV didampingi Dian Islamiati (Produser Bahasa Indonesia, ABC Radio)

ABC dan SBS memiliki sebuah dewan yang ditunjuk oleh pemerintah yang
mengatur di bidang keuangan kemudian memastikan bahwa ABC dan SBS memenuhi
kewajiban.Juga, mengawasi keuangan agar tidak ada campur politik di dalamnya karena
menggunakan dana pemerintah. Dewan tidak dapat mengatur program dan isi siaran.
ABC dan SBS sebagai lembaga penyiaran publik tidak dapat menerima iklan seperti
lembaga penyiaran swasta.

ABC dan SBS harus memproduksi programnya secara internal. Paket produksi
dari ABC antara lain drama, acara anak, dan dokumenter. ABC memiliki anggaran
100.000.000 AUD/tahun.

Meski berbentuk lembaga penyiaran publik, namun tidak ada yang bisa
mengintervensi keduanya. ABC dan SBS sangat independen. Menurut keterangan pihak
ABC, mereka menjaga skill dan profesionalisme pekerjanya untuk membuat program
dengan jujur dan sesuai dengan keinginan masyarakat.

ABC mengalami perubahan sejak 1990-an. Awalnya, lembaga ini hanya sebuah
organisasi yang melayani publik saja namun kini ditambah dengan modernisasi. ABC
tidak meninggalkan kewajibannya sebagai pelayan publik. Atas kerja keras tersebut
ABC menjadi lembaga penyiaran yang dipercaya dan dihormati di Australia. Ada
sebuah program di mana ABC mengundang masyarakat untuk mengkritisi pemerintah.
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Misalnya dialog antara perdana menteri dengan kelompok masyarakat secara
bergantian. Pemerintah juga tidak dapat memotong begitu saja anggaran karena
persetujuan dilakukan setiap tiga tahun sekali sesuai dengan masa jabatan perdana
menteri. Kemudian, pemerintah tidak dapat mengurangi anggaran tanpa masukan dari
masyarakat.

Sejak memutuskan menjadi lembaga penyiaran publik yang modern ABC belum
pernah mengalami penurunan anggaran. ABC dinilai telah menjalankan kewajibannya
dengan tepat sehingga dalam beberapa programnya dapat mengubah pandangan
masyarakat akan isu-isu yang relevan terhadap kemajuan Australia.

ABC tidak begitu saja menyandang status independen. Mereka
memperjuangkannya puluhan tahun karena ada tanggung jawab besar kepada publik.
Oleh sebab itu ABC secara
terus-menerus memperbaiki keahlian dan kinerja karyawannya. Kepercayaan masyarakat
Australia terhadap ABC mencapai 90% terutama terkait isi program yang berkualitas
yang mencermikan budaya Australia. Lembaga penyiaran swasta kewalahan menghadapi
masyarakat Australia yang lebih percaya kepada ABC.

Berdasarkan pengalaman ABC dan SBS tidak mudah mengubah lembaga
penyiaran publik menjadi modern dan independen. Paling tidak dibutuhkan waktu
sekitar lima (5) tahun.

Menurut ABC dan SBS, Indonesia mempunyai keberagaman budaya yang dapat
dijadikan modal membuat variasi program. Keberagaman budaya di dalam media
mencerminkan betapa kayanya Indonesia. Keberagaman menjadi aset Indonesia dalam
globalisasi.

Lembaga penyiaran publik seharusnya menjadi motor untuk generasi muda
mencintai keberagaman budaya. Paling substansial bila mulai dari program untuk
anak-anak. Kalau TV swasta mempengaruhi anak untuk membeli permen dan hal-hal
konsumtif lainnya, maka media publik menjadi penyimbang yang aman bagi anak-anak,
tentunya jika dilakukan dengan benar. Konten pendidikan menjadi penting dan dibuat
program menarik untuk anak-anak dan remaja.

Pengalaman di Australia, TV swasta kurang memberi perhatian pada siaran
untuk anak-anak, khususnya program yang mendidik. Kebanyakan program siarannya
tidak mendidik.

Banyak aspek yang bisa ditampilkan di media publik. Kunci untuk membuat
lembaga penyiaran publik agar diminati adalah adanya persamaan persepsi internal
yang harus disampaikan secara jelas kepada karyawan. Alangkah bagusnya bila TVRI
menampilkan tayangan yang berkualitas untuk segmen anak, menyediakan tayangan
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drama dan/atau dokumenter tentang Indonesia untuk masyarakat Indonesia. Bila hal
ini dapat terwujud maka TVRI sudah terbuka dan siap menjadi independen.

ABC dan SBS adalah media publik yang harus mengakomodir segala lapisan
dan golongan masyarakat di mana pun mereka berada tanpa terkecuali. Meskipun
dalam implementasinya hal ini menelan biaya yang tidak sedikit. Media publik harus
fokus pada masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan memberikan kesempatan
mereka agar masyarakat di wilayah mengetahui keadaan di sana.

Bilaingin menggabungkan TVRI dan RRI,maka hal pertama apa yang diharapkan
dari merger ini. Harus ada dasar dan pijakan yang terperinci dalam sebuah peraturan
seperti UU untuk mengaturnya. Kedua lembaga ini harus independen dan dijamin
oleh UU. Jangan mengambil yang sudah dicapai oleh RRI dan TVRI tetapi bagaimana
menambah kekuatan bagi keduanya.

Untuk mencapai keberhasilan, pemerintah dan lembaga penyiaran publik tidak
dapat berjalan sendiri. Masyarakat Indonesia harus terlibat. Terutama pemerintah dan
lembaga penyiaran publik harus tahu apa yang diinginkan serta dibutuhkan masyarakat.
Kemudian membuat perencanaan atas masukan masyarakat. Perencanaan tersebut
harus seperti rencana bisnis agar program yang dibuat tidak membosankan publik.
Kemudian, lembaga penyiaran publik harus konsisten mengikuti rencana tersebut.

Australia, sama seperti di Indonesia, memiliki lembaga sensor yang
mengharuskan semua media harus mengklasifikasikan tayangannya sebelum disiarkan.
Lembaga sensor Australia adalah lembaga independen, yang dibiayai oleh pemerintah.

Jika melihat suatu tayangan yang tidak seharusnya atau tidak layak maka publik
dapat melakukan pengaduan. Biasanya pengaduan terkait tentang munculnya tayangan
dewasa pada jam anak-anak. Dan jika ada tayangan atau berita yang mengandung
kekerasan, maka sebelum menayangkan berita tersebut, maka akan diberikan
peringatan bahwa tayangan tersebut mengandung unsur kekerasan. Tetapi lembaga
penyiaran Australia tidak akan menampilkan dalam bentuk gambar apabila seseorang
telah dibunuh. Mereka hanya menampilkan apabila seseorang mengalami luka-luka,
namun tidak akan pernah menampilkan proses terjadinya.

Pertemuan dengan ACMA (Australian Communications and Media Authority)

Peraturan kampanye di Australia memiliki persamaan dengan di Amerika. Setiap
partai politik mempunyai kesempatan gratis untuk muncul di TV atau radio publik.
Namun bila tayang di TV atau radio komersial akan dikenakan biaya. Kemudian parpol
harus menyatakan identitas penyumbang dana tersebut dan harus segera dilaporkan
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kepada badan penanggung jawab pemilu.

Peraturan ini juga berlalu bila Jika seseorang dari partai politik memilik
stasiun TV, dan pemilik tersebut muncul dalam iklan partai, maka di iklan tersebut
harus terdapat pernyataan siapa yang membiayai. Kalau yang membiayai adalah dia
sendiri, maka harus ada penyataan “iklan ini disponsori oleh ..” Tetapi, tantangan
yang sebenarnya untuk pemilik tersebut adalah apakah dia menyediakan kesempatan
yang sama untuk partai-partai lawan untuk membeli waktu untuk iklan di stasiun TV
miliknya? Jika partai lain mencoba membeli waktu untuk iklan lalu pemilik tersebut
menghambat atau melarang maka hal tersebut melanggar aturan. Kalau ada informasi
yang tidak benar, maka tanggung jawab ada pada media karena memberikan informasi
yang salah dan regulator akan meminta penjelasan, dan tentunya partai politik pun
juga harus bertanggung jawab. Semua aturan-aturan tersebut berlaku tidak hanya pada
masa kampanye, namun berlaku setiap saat.

Kalau di Indonesia ada politisi yang memiliki stasiun TV berita dan melakukan
iklan atau berita yang hanya meliputi berita tentang mereka saja itu tetap harus
dilakukan jujur dan adil. Namun untuk berita, harus tetap menerapkan prinsip jurnalistik,
yaitu secara imbang dari dua sisi. Tidak dapat hanya dari satu sisi (partai tersebut) saja.

Prinsip ini berlaku di semua negara sebagai kode etik berita. Hal yang paling
penting sebenarnya kalau pemilik stasiun TV melakukan iklan untuk partai politiknya, ia
tetap harus menyatakan bahwa ia membiayai iklan tersebut.

Hal yang harus diperhatikan dalam proses digitalisasi adalah institusi mana
yang memutuskan frekuensi yang tersedia serta lembaga yang mendapatkan frekuensi.
Australia memisahkan lembaga penyiaran yang mendapatkan kanal dan penyedia isi.
Semua izin dikeluarkan oleh ACMA.

Australia memulai proses digitalisasi pada tahun 2001. Pemerintah memutuskan
untuk memberikan saluran digital untuk setiap media siar TV analog. Proses digitalisasi
berlangsung dari tahun 2001-2012. Australia mematikan analog per wilayah pada
2011. Saat pemerintah mematikan sistem analog, disediakan layanan bagi yang belum
memiliki sistem digital di wilayahnya. Selain itu pemerintah juga menyediakan satelit
supaya yang belum mempunyai TV digital tetap bisa menonton TV.

Proses digitalisasi dilakukan oleh ACMA dan pemerintah, tetapi keputusan
penting tetap berasal dari pemerintah. Proses digitalisasi berlangsung dua tahap. Pada
tahun 2000, pemerintah memutuskan untuk mulai memproses perpindahan TV analog
ke digital. Pada awal proses digitalisasi, banyak masyarakat yang berpikir bahwa mereka
tidak butuh teknologi tersebut. Namun pada tahun 2005 hal ini mulai berubah. Layar TV
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baru mulai muncul, dan banyak masyarakat yang membeli TV flat screen, bukan set top
box. Hal inilah yang membuat proses digitalisasi jadi lebih mudah.

Pada awalnya ACMA dan pemerintah Australia menduga hal yang paling sulit
dari proses digitalisasi adalah caranya mematikan sistem analog, Namun ternyata hal
yang paling krusial adalah apa keuntungan dari digitalisasi. Ternyata timbul banyak
pertanyaan saat proses digitalisasi. Salah satunya adalah bagaimana dan apakah
digitalisasi dapat memperbaiki dunia penyiaran terutama terkait isi siaran?

Ketika proses digitalisasi dimulai, pemerintah mengumpulkan semua penyiar
dan menyatakan diperbolehkan menayangkan atau menyajikan content yang sama
seperti analog. Bahkan disajikan dalam bentuk high definition sehingga gambar maupun
suaran berkualitas tinggi. Masyarakat menilai karena tidak ada perubahan signifikan
dalam program maka tidak perlu membeli perangkat digital.

Pemerintah selama 10 tahun berupaya keras meyakinkan masyarakat bahwa
digital merupakan keniscayaan yang tidak terelakkan. Bukan hanya kepada masyarakat
saja, pemerintah juga harus meyakinkan broadcasters terutama para penyiar bahwa
mereka dapat bersiaran di beberapa channel. Kesimpulannya, biarkan pasar yang
menentukan sedangkan tugas ACMA dan pemerintah memastikan bahwa produk digital
dapat menghasilkan hasil yang
lebih baik daripada analog. Bahkan digital memacu praktisi penyiaran untuk membuat
produksi yang menjual dan bermutu.

Salah satu aturan untuk pemilihan umum (Pemilu) di Australia adalah masa
yang dinamakan cooling off period (waktu tenang). Pada masa itu tidak ada seorang pun
yang boleh memasang iklan di TV sampai perhitungan selesai. Pada masa tenang itu
tidak ada yang boleh memasangkan iklan dari partai politik mana pun.

Di Australia tidak ada seorang pun politisi atau yang berafiliasi kepada partai
politik memiliki radio maupun televisi, karena masyarakat Australia memandang bahwa
media itu tidak independen dan politikus menggunakan medianya untuk kepentingan
pribadi dan kelompoknya. Dengan demikian politisi itu akan mengalami rugi berkali-
kali, tidak ada yang menonton atau mendengar radionya dan tidak memilihnya saat
pemilu.

Australia juga mengantisipasi hal yang sulit diidentifikasi, seperti acara amal
atau iklan yang dilakukan pemilik yang berpolitik. Apakah itu murni aktivitas amal
dan iklan? Karena kegiatan amal dapat diliput dalam pemberitaan, ACMA melarang
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tagging apabila yang disiarkan dan berhubungan dengan politik kecuali diungkapkan
sejak awal. Australia mempunyai pengalaman dalam hal ini. Sekitar 7 tahun lalu mantan
perdana menteri Australia melakukan siaran selama 15 menit. Kemudian terungkap
bahwa perdana menteri dan timnya tidak pernah memberitahukan kepada penyiar dan
produser apa yang mereka katakan kepada pemirsa. ACMA memberikan teguran kepada
lembaga penyiaran juga kepada perdana menteri.

Dialog tim KPI dengan Paul Chadwick, ahli hukum penyiaran Australia

Pertemuan dengan Pengelola TV dan Radio Komunitas

TV komunitas di Australia telah beroperasi hampir 20 tahun. Izin tetap untuk
pengoperasian baru disetujui pada tahun 2004. Jadi selama 9 tahun, TV komunitas di
Australia telah berjuang untuk mendapatkan izin satu kesatuan dengan TV dan radio.

Kesulitan yang dialami oleh TV komunitas untuk beroperasi di negara ini adalah
tentang pengaturan. Pertelevisian disamakan dengan radio. Sementara kita tahu bahwa
TV dan radio sangat berbeda dari segi konsep maupun operasional. Jadi penyesuaian
dari aturan-aturan tersebut tidak begitu bekerja dengan baik dengan TV komunitas.
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Kemudianpadatahun2010LPharus menyesuaikandenganperaturandigitalisasi.
Khusus untuk TV dan radio komunitas telah dimulai tahun lalu, Namun, meski digital
suatu keharusan, karena secara teknologi sebagian audience masih menggunakan
perangkat analog, maka masih ada layanan analog, Pemerintah mengizinkan khusus
untuk TV dan radio komunitas tidak mematikan saluran analog karena terkait biaya.

Di Australia, ada lima TV komunitas, yaitu di Brisbane, Sydney, Melbourne,
Adelaide, dan Perth. Sedangkan untuk daerah lain seperti di New South Wales, Australia
bagian barat disediakan transmisi penghubung yang disebut Link Alliance. Link Alliance
ini masih memakai sistem analog dan belum dihentikan karena belum tersedianya
biaya yang dibutuhkan untuk pengadaan infrastruktur.

Persoalan TV dan radio komunitas yang paling besar adalah biaya operasional.
Perhitungan operasional sama dengan lembaga penyiaran komersial, jadi kira-kira
4,5 juta orang dalam satu wilayah untuk mendapatkan dukungan finansial. Paling
aman seperti Sydney memilik 4,8 juta populasi; Brisbane kurang lebih 2 juta populasi;
Adelaide 1,8 juta populasi; Perth 1,5 populasi. Wilayah-wilayah itu harus berjuang
untuk mendapatkan dana yang memadai.

TV dan radio komunitas tidak mendapatkan biaya sedikit pun dari federal
manapun. Harus mandiri dan mengusahakan dari komunitas.

Untuk mendapatkan dana, maka pilihan program menjadi hal utama. Lembaga
penyiaran komunitas harus dapat memilih program yang menguntungkan, seperti
TV dan radio komersial. Isi siaran harus erat berkaitan dengan kebutuhan penonton
sehingga dapat mengundang donatur, karena hanya dengan cara itulah mendapatkan
dana.

Lembaga penyiaran komunitas harus mengandung muatan lokal dan harus
diproduksi masyarakat setempat. Misalnya, warga Melbourne memproduksi khusus
untuk Melbourne. Namun, untuk berita lembaga penyiaran merelay dari wilayah lainnya.

Lembaga penyiaran komunitas juga diperbolehkan untuk mendapatkan iklan
selama 7 menit per jam. Tapi, lembaga penyiaran komunitas tidak menyebutnya sebagai
iklan seperti media komersial lainnya. Lembaga penyiaran komunitas menyebutnya
sebagai bentuk sokongan. Iklan yang ditayangkan atau diperdengarkan harus berpatokan
pada peraturan yang berlaku termasuk untuk program-program yang akan disiarkan.
Salah satunya terkait dengan klasifikasi, seperti iklan minuman keras. Iklan minuman
keras tidak boleh ditayangkan sebelum jam 20:30 waktu setempat. Sedangkan untuk
iklan rokok dilarang sama sekali.

Pemancar lembaga penyiaran komunitas berada kurang lebih 25 km dari
wilayah siaran. Lembaga penyiaran komunitas mengirimkan sinyal melalui fiber optic.
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Ketika mendapat izin untuk saluran digital, lembaga penyiaran komunitas diberikan
subsidi dari pemerintah sebesar 600.000 AUD. Dana tersebut cukup untuk melakukan
negosiasi dengan salah satu pemasok transmisi di Australia. Lembaga penyiaran
komunitas memutuskan bekerja sama dengan TX Australia, kontrak berlangsung sampai
dengan Desember 2013.

Lembaga penyiaran komunitas juga memiliki in field translator yang bertugas
untuk menangani blank spots (daerah yang tidak ada sinyal frekuensi). Mereka memiliki
kurang lebih 7 yang untuk mengakomodir 80.000 populasi yang memiliki masalah
penerimaan sinyal. Akibat mengakomodir daerah yang penerimaan sinyalnya lemah,
maka dibutuhkan biaya ekstra 5.000 AUD/tahun.

Lembaga penyiaran komunitas ini tidak membeli content dari pihak ketiga.
Menurut peraturan boleh saja lembaga penyiaran komunitas membayar isi atau
program dari pihak lain, namun tidak dilakukan karena tidak mempunyai biaya. Untuk
mendapatkan keberagaman isi maka anggota komunitas membuka forum dialog
sekaligus menyampaikan permintaan program untuk mengisi genre tertentu. Jadi
lembaga penyiaran membuka pintu untuk warga setempat. Warga dapat menawarkan
program, dan jika sesuai dengan kriteria teknis dan isi serta sesuai dengan standar
produksi, maka program tersebut akan diproduksi. Lembaga penyiaran menghindari
tayangkan yang bersifat editorial terkecuali dalam siatuasi penting.

Lembaga penyiaran komunitas menyebut TV dan radionya Channel 31. Mereka
terdiri dari 27 anggota organisasi, dan gabungan beberapa organisasi lokal lainnya
dengan berbagai bahasa serta budaya. Organisasi-organisasi tersebut membuat content
untuk Channel 31.

Mereka sudah mengetahui peraturan dalam memperoduksi sebuah program.
Kemudian, mereka membuat kriteria meliputi teknis dan isi.

Sampai saat ini lembaga penyiaran komunitas di Melbourne menggunakan
nama Channel 31. Di Australia ada 5 TV komunitas dengan organisasi berbeda namun
semua menyebut sebagai Channel 31. Alasannya, masih menunggu kebijakan dan
keputusan pemerintah status frekuensi khusus komunitas.Jadi, bila nanti pemerintah
sudah memutuskan frekuensi yang mana saja yang dapat digunakan lembaga penyiaran
komunitas, maka mereka akan mengganti sesuai aturan baru.

Australia menerapkan sistem federal sehingga ada perbedaan dalam hal
konstitusi, administrasi pemerintahan, dan finansial. Jadi, pemerintah harus membuat
satu peraturan saja untuk lembaga penyiaran komunitas. Sekarang setiap wilayah
mempunyai peraturan berbeda. Selain itu harus ada peraturan yang lebih ketat karena
menyangkut frekuensi termasuk kejelasan mengenai perizinan.
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Pengelolaan lembaga penyiaran komunitas yang cocok adalah perpaduan
antara pemerintah dan masyarakat. Contohnya, SBS dibiayai oleh pemerintah tetapi
isinya sesuai dengan keinginan masyarakat agak sedikit komersil.

Channel 31 Melbourne dikelola oleh 40 anggota dari lapisan masyarakat yang
mempunyai latar belakang nasionalisme dan budaya berbeda. Pengelola memilih
komite setiap dua tahun sekali untuk menjalankan lembaga penyiaran ini. Komite ini
bertugas untuk memilih sekitar 120 personil dari 460 crew yang tersedia. Bahkan tugas
komite juga melatih agar para personil mengoperasikan serta membuat program sesuai
aturan yang berlaku. Misalnya, broadcasters pada lembaga penyiaran harus memahami
teknis dalam pembuatan program. Karena berdasarkan pengalaman, hal paling sulit
adalah mereka hanya tahu bersiaran dan tergantung dengan produser. Apalagi siaran
dilakukan dalam 40 bahasa yang berbeda. Hanya 5 - 10 % siaran berbahasa Inggris
seperti Irlandia dan Skotlandia. Bahkan mereka menyisihkan waktu untuk menyiarkan
isi siaran dengan bahasa lokal selain Inggris, Sebab, tujuan lembaga penyiaran
komunitas ini untuk mendukung pemeliharaan budaya, terutama melestarikan bahasa
dari berbagai negara yang tinggal di Australia. Lembaga penyiaran ini tetap menyiarkan
informasi yang terjadi di Australia dengan tetap mengutamakan bahasa dan budaya
tetap hidup.

Untuk pendanaan, TV komunitas mendapatkan sokongan dari pemerintah
1.000.000 AUD/tahun. Total semua anggaran: 20% dari pemerintah, 25% dari sponsor,
dan iuran anggota yaitu 10 - 15 AUD/tahun. Radio mendapatkan sekitar 160.000 AUD/
tahun.
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Martin Wright, pimpinan 92.3 zzz, radio komunitas, menjelaskan program radio dari berbagai bangsa
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Sekilas ABC

ABC dibentuk pada tahun 1929 oleh Perusahaan Penyiaran Australia, namun
baru diresmikan pada 1 Juli 1932,dan dikenal sebagai Komisi Penyiaran Australia. Badan
Gabungan Penyiaran Australia 1983 mengubah nama organisasi tersebut menjadi
Badan Penyiaran Australia, terhitung 1 Juli 1983. Walaupun dibiayai dan dimiliki oleh
pemerintah, ABC tetap bebas dan mandiri sebagaimana telah dijamin oleh Badan
Gabungan Penyiaran Australia 1983.

Dewan ABC bertanggung jawab atas pengoperasian ABC. Kewajiban dari dewan
adalah memastikan bahwa fungsi dari lembaga ini dilaksanakan secara efektif dengan
manfaat yang sebesar-besarnya untuk warga Australia, dan memelihara kemandirian
dan keutuhan lembaga ini. Dewan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa
pengumpulan dan penyampaian berita dan informasi adalah akurat dan netral, menurut
standar jurnalistik, dan bahwa ABC memenuhi persyaratan legal dan hukum.

Diskusi tim KPI dengan pimpinan ABC TV dan Radio
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Sekilas ACMA

Media Kewenangan dan Komunikasi Australia (ACMA) adalah instansi pemerintah
yang bertanggung jawab atas pengaturan penyiaran, internet, komunikasi radio,
dan telekomunikasi. ACMA didirikan pada 1 Juli 2005 merupakan gabungan otoritas
penyiaran Australia dan otoritas komunikasi Australia.

Salah satu tugas ACMA wajib membuat peraturan yang harus ditaati oleh
industri penyiaran, termasuk memastikan ketaatan industri terhadap kondisi, kode
etik, dan standar etika penyiaran. ACMA juga mengawasi industri penyiaran termasuk
memberikan sanksi bila ada pelanggaran.

Tanggung jawab ACMA meliputi:

e mempromosikan peraturan dan kompetisi dalam industri komunikasi, namun
juga melindungi konsumen dan para pengguna lainnya.

e membina lingkungan di mana media elektronik menghargai standar komunitas
dan merespon para pemirsa dan kebutuhannya.

e mengelola akses untuk frekuensi radio.

e mewakili minat komunikasi warga Australia secara internasional.

e pengatur komunikasi terkemuka di dunia; dan
e organisasi yang memandang ke depan dan efisien yang mendukung, dan
e menggalakkan sektor komunikasi yang dinamis.

e untuk mengelola sebuah lingkungan efektif yang teratur,yang mana mendukung
sektor komunikasi yang efektif; dan

e menyanggupi industri untuk mewujudkan kebutuhkan masyarakat dalam hal
pelayanan komunikasi dan produk.

e menjadi tenaga kerja yang profesional dan bertanggung jawab.

Pimpinan:

ACMA dipimpin oleh para otoritas yang terdiri dari ketua, wakil ketua, satu
anggota full time, empat anggota part time dan satu anggota asosiasi part time.

Belajar dari Penyiaran Australia | ITT

/8



DEMI MILIK PUBLIK

Struktur Organisasi:

Kegiatan sehari-hari ACMA diatur oleh tim eksekutif yang terdiri dari ketua,
wakil ketua, anggota full time, enam manajer umum, dan 15 manajer eksekutif

Lampiran 1
Jadwal kegiatan Komisioner KPI Pusat & DKI Jakarta

No Hari Tanggal Jam Kegiatan Kota

1 Senin 11 Juni 09.30 Mendarat di Sydney Sydney
2012

2 Selasa 12 Juni 09.00 Cek out dari hotel Sydney
2012

10.00 ABC tur
12.00 Bertemu ACMA
14.00 Bertemu SBS

19.00 Terbang ke Melbourne

20.35 Tiba di Melbourne Melbourne

3 Rabu 13 Juni | 10.00 Bertemu dengan Radio Melbourne
2012 Australia

4 Kamis 14 Juni | 10.00 Bertemu dengan Paul Melbourne
2012 Chadwick

Bertemu dengan Paul
14.00 Green

5 Jumat 15 Juni | 10.00 Bertemu dengan radio Melbourne
2012 dan tv komunitas

6 Sabtu 16  Juni 09.50 Terbang kembali ke Melbourne
2012 Jakarta
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Bab 4

Anugerah KPI 2012:
Penghargaan bagi Karya Penyiaran Terbaik

Anugerah KPIl adalah program tahunan KPI, merupakan bentuk apresiasi
terhadap karya-karya terbaik penyiaran. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong
industri penyiaran untuk terus berkarya dalam menghasilkan program-program terbaik,
bukan hanya program siaran yang menarik jumlah khalayak yang banyak; melainkan
juga program siaran yang berkualitas dan membawa manfaat bagi publik.

Program ini dijalankan oleh Bagian Isi Siaran KPI Pusat. Tahun ini, kepanitiaan
diketuai oleh Koordinator Bidang Isi Siaran, Nina Mutmainnah Armando.

Acara Anugerah KPI 2012 diselenggarakan pada hari Selasa, 11 Desember 2012
bertempat di Auditorium TVRI, Jakarta. Acara disiarkan langsung oleh TVRI.
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Nanan Sukarna (Wakapolri), salah seorang tamu pada Malam Anugerah KPIl 2012, sedang berbincang
dengan Mochammad Riyanto, Ketua KPI Pusat (kanan) dan Nina Mutmainnah Armando, Komisioner KPI
Pusat, disaksikan Zainul Ikhwan, ketua KPID Riau (kiri)
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Melalui acara ini KPI dapat menunjukkan bahwa KPI tidak melulu menjalankan
kewenangannya dengan memberikan peringatan atau sanksi administratif bagi isi
siaran yang bermasalah atau melanggar. Sebaliknya, kewenangan tersebut dijalankan
dengan memberikan apresiasi bagi acara yang bersih dari pelanggaran dan membawa
manfaat bagi publik. Manfaat itu bisa berupa muatan informasi, edukasi atau hiburan
yang sehat.

Melalui kesempatan ini KPI juga dapat menunjukkan kepada publik tentang sisi
cerah lembaga penyiaran (terutama televisi). Dilihat dari jenis pengaduan publik yang
diterima KPI Pusat selama ini, pengaduan tertinggi adalah berbentuk kritik terhadap
acara televisi. Melalui acara Anugerah KPI, masyarakat dapat melihat bahwa televisi
juga memiliki sejumlah acara bagus yang sangat patut diapreasi. Inilah wajah positif
televisi.

Wajah positif lembaga penyiaran inilah yang berusaha diangkat KPI dengan
menyempurnakan penyelenggaraan Anugerah KPI dari tahun ke tahun. Penyempurnaan
terutama dilakukan KPI dengan menambah jumlah kategori program yang
dikompetisikan. Dengan menambah jumlah kategori ini, KPI berharap bahwa makin
banyak isi siaran yang mendapat apresiasi.

Mochammad Riyanto, Ketua KPI Pusat menjelaskan acara Anugerah KPI 2012

kepada wartawan
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Untuk semua program yang dikirimkan untuk mengikuti kompetisi ini, sebelum
dinilai oleh Juri, langkah pertama yang kami lakukan adalah penyeleksian program
berdasarkan ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Isi Siaran (SPS)
KPI 2012. Walaupun lembaga penyiaran mengirimkan program terbaiknya, masih ada
sebagian kecil program acara yang melanggar P3 dan SPS 2012. Akibatnya, program-
program tersebut tidak dapat diteruskan ke tahap selanjutnya, yakni tahap penilaian
Juri.

Anugerah KPI 2012 diberikan bagi dua kelompok kategori, yakni kategori
Program dan Kategori Khusus.

Kategori Program

KPlI mengundang televisi berjaringan untuk mengikuti Anugerah KPI 2012
dengan mengirimkan program terbaik yang disiarkan pada periode 1 September 2011
hingga 31 Agustus 2012. Untuk masing-masing kategori yang diikuti, setiap stasiun
televisi diminta mengirimkan maksimal dua judul.

Anugerah KPI 2012 diberikan bagi delapan kategori program televisi, yakni:

1. ProgramAnak:Tayangantelevisi yang khusus dibuat untuk anak,dapat berbentuk:
(1) program cerita anak-anak (film kartun, dongeng, sinetron, sandiwara, dll); dan
(2) program non-cerita (permainan, boneka, tarian, lagu, dll). Program anak yang
dimaksud harus produksi lokal (Indonesia), bukan merupakan hasil produksi
asing/impor dan ditujukan pada penonton anak berusia antara 0-18 tahun.

2. Program Sinetron Lepas/Film Televisi (FTV): Film televisi yang berupa sinema
elektronik mengandung drama yang mendidik dan menghibur, bersih dari unsur
kekerasan, seks, eksploitasi anak dan perempuan, dan merupakan produksi lokal
(Indonesia).

3. Program Musik: Program TV berbasis musik yang dapat dikemas dalam beragam
format, seperti: siaran langsung atau tunda dari panggung terbuka atau dari
konser di ruang tertutup (studio, gedung, auditorium, dll), program rekaman
gabungan dari berbagai video klip dan informasi pendek (music magazine),
rekaman atau live konser tunggal, dan pentas musik tradisional.

4. Program Buletin Berita: Format program berita di TV yang memiliki keragaman
isi dan cara penyajian dalam satu slot siaran. Keragaman isi dimaksud seperti:
(1) keragaman topik (olahraga, ekonomi, politik, dll), (2) jenis berita (hard news
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dan softnews, talk show, dsb), dan (3) keragaman penyajian (dapat berupa siaran
langsung, siaran tunda, gabungan antara siaran langsung dan tunda, dsb).

5. Program Dokumenter: Program TV yang mendokumentasikan kenyataan yang
mengandung unsur pengetahuan, wawasan kebangsaan dan budaya Indonesia
yang memberikan inspirasi.

6. Program Features: Program TV yang mengangkat sebuah peristiwa atau objek
dari beragam sudut pandang. Program siaran ini dapat bertendensi untuk
memberikan inspirasi, edukasi, bahkan advokasi.

7. Program Investigasi: Program berita TV yang mengungkap kebenaran dari
sebuah fakta secara mendalam dan komprehensif demi kepentingan publik.

8. Program Talkshow: Program bincang-bincang TV mengenai suatu topik atau isu
yang berkaitan kepentingan publik dengan berbagai narasumber.

Dibandingkan tahun lalu, pada Anugerah KPI 2012 terdapat dua kategori
Program baru yang dinilai, yakni Program Buletin Berita TV dan Program Musik TV.

Penilaian dalam Anugerah ini berpedoman pada UU No. 32/2002 tentang
Penyiaran serta Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS)
KPI Tahun 2012. Khusus untuk program siaran jurnalistik yang masuk dalam kategori
yang dinilai dalam Anugerah ini, selain berpedoman pada UU Penyiaran serta P3 dan
SPS, penilaian juga berpedoman pada UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Untuk kategori Program, program yang masuk seluruhnya yang dinilai oleh Juri
berjumlah 113 program, sebagai berikut:

Program Anak: 9 program

Program Sinetron Lepas/Film Televisi (FTV): 12 program
Program Musik: 10 program

Program Buletin Berita: 13 program

Program Dokumenter: 19 program

Program Features: 21 program

Program Investigasi: 14 program

Program Talkshow: 15 program

© N Uk WN e
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Salah satu rapat Panitia Anugerah KPI 2012

Dewan Juri

Program-program tersebut dinilai oleh para juri yang independen, memiliki
kredibilitas dan ahli dalam bidangnya. Para juri tersebut adalah:

Program Anak TV:

1. Apong Herlina: Komisioner KPAI, Advocat

2. B. Guntarto: Ketua Yayasan Pengembangan Media Anak (YPMA), Dosen Ilmu
Komunikasi Universitas Paramadina dan Universitas Indonesia

3. Rahmawati Alida Bahaweres: Koordinator Divisi Perempuan AJl Indonesia,
Jurnalis Majalah Gatra
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Program Sinetron Lepas/FTV:

1. Helvy Tiana Rosa: Penulis, Dosen Fakultas Bahasa dan Seni UNJ
2. Hadi Artomo: Pembuat film, Pengajar IKJ dan Ul
3. Ngatawi Al Zastrouw: Peneliti dan Penggiat Seni Tradisi Nusantara

Program Musik TV

1. Bens Leo: Pengamat Musik
2. Dwiki Dharmawan: Musisi
3. Panca Laksana: Pengamat Musik

Program Buletin Berita TV

1. Imam Wahyudi: Ketua Dewan Pertimbangan lkatan Jurnalis Televisi Indonesia
(T

2. Masmimar Mangiang: Wartawan Senior, Pengajar Jurnalistik Departemen Ilmu
Komunikasi FISIP Ul

3. Rizal Mustari: Konsultan dan Penggiat Konten Media

Program Talkshow TV

1. Ardinanda: Koordinator Indonesia Media Watch (IMW)

2. Rudi Sukandar: Akademisi, Dosen STIKOM London School of Public Relations-
Jakarta

3. Teguh Usis: Pemerhati Media

Program Investigasi TV

1. Budi Setyarso: Jurnalis Majalah Tempo
Eko Maryadi: Jurnalis multi-platform, Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen
(A)N)

3. Sahala Tua Saragih: Dosen Departemen Jurnalistik Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Padjadjaran
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Program Dokumenter TV

1. Dandhy D. Laksono: Jurnalis
2. Diki Umbara: Akademisi
3. Gerzon R. Ayawaila: Sutradara, Produser, Dosen Film Dokumenter

Program Feature TV

1. Anis llahi Wahdati: Dosen Penyiaran Vokasi Komunikasi Ul, Direktur NU Online
PBNU
2. Hanif Suranto: Anggota Dewan Pengurus Mochtar Lubis Award, Mantan Direktur

Eksekutif LSPP, Mengajar di Program Studi Komunikasi Universitas Multimedia
Nusantara

3. Iwan Setiawan: Dokumentarian, Konsultan Media, Pendiri Festival (Dokumenter)
Screen Below The Wind

Rapat Dewan Juri Program Dokumenter. Tampak Dandhy D. Laksono (kiri), Gerzon R. Ayawaila (tengah), dan
Diki Umbara (kanan)
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Nomine dan Peraih Anugerah

Dewan Juri menetapkan 24 program acara televisi Kategori Program yang
menjadi nomine Anugerah KPI 2012, yaitu:

Program Anak TV

1. Program AKSI DIDI TIKUS Episode “Temanku Si Ulat”, Stasiun MNC TV
2. Program BINTANG LAUT, Stasiun TVR/
3. Program HAND MADE Episode “Tas Gaul Anak Menteng”, Stasiun Global TV

Program Musik TV

1. Program HARMONI Episode “Adi Karya Titiek Puspa”, Stasiun SCTV
2. Program MUSIKLOPEDIA Episode”Sheila on 77, Stasiun Trans 7
3. Program “Satu Jam Bersama Opick”, Stasiun Indosiar

Program Sinetron Lepas/FTV

1. Program SINEMA WAJAH INDONESIA Episode “Bintang Film”, Stasiun SCTV

2. Program FTV “Kebaya Hilang Cinta pun Datang”, Stasiun RCT/

3. Program SINEMA WAJAH INDONESIA Episode “Maaf, Lebaran Ini Kami Tidak
Pulang”, Stasiun SCTV

Program Buletin Berita TV

1. Program LIPUTAN 6 PETANG 10 Mei 2012, Stasiun SCTV
2. Program SEPUTAR INDONESIA SORE 28 April 2012, Stasiun RCT/
3. Program TOPIK PETANG 2 Juni 2012,Stasiun ANTV

Program Dokumenter TV

1. Program LESTARI Episode "Reba Ini untuk Leluhur”, Stasiun MetroTV
2. Program MANUSIA INDONESIA Episode “Biarawati Ende Flores”, Stasiun TVOne
3. Program SWARA LIYAN Episode “Cerita Muram dari Balik Tembok”, Stasiun TVR/
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Program Feature TV

1. Program DELIK Episode “Pembantaian Orang Utan”, Stasiun RCT/
2. Program SIGI Episode “Tragedi Jembatan Kutai Kertanegara”, Stasiun SCTV
3. Program SWARA LIYAN Episode “Suara Anak Pesisir”, Stasiun TVR/

Program Investigasi TV

1. Program DELIK Episode “Derita TKI Arab Saudi”, Stasiun RCTI
2. Program DELIK Episode “Menghapus Jejak Sijunjung”, Stasiun RCTI
3. Program TELUSUR Episode “Tipu-Tipu Langit Biru”, Stasiun TV ONE

Program Talkshow TV

1. Program HITAM PUTIH Episode “Yuki Kato” Stasiun TRANS 7
2. Program KICK ANDY Episode “Perempuan-Perempuan Perkasa”, Stasiun Metro TV
3. Program MATA NAJWA Episode “Lakon Sang Penegak’, Stasiun Metro TV

Peraih Anugerah KPI 2012 untuk Kategori Program adalah:

1. Program Anak TV: Program BINTANG LAUT, Stasiun TVRI

2. Program Musik TV: Program HARMONI Episode “Adi Karya Titiek Puspa” Stasiun
SCTV

3. Program Sinetron Lepas/FTV: Program SINEMA WAJAH INDONESIA Episode
“Maaf, Lebaran Ini Kami Tidak Pulang”, Stasiun SCTV

4. Program Buletin Berita TV: Program SEPUTAR INDONESIA SORE 28 April 2012,
Stasiun RCTI

5. Program Dokumenter TV: Program SWARA LIYAN Episode “Cerita Muram dari
Balik Tembok” Stasiun TVRI

6. Program Feature TV: Program SWARA LIYAN Episode “Suara Anak Pesisir”, Stasiun

TVRI
7. Program Investigasi TV: Program DELIK Episode “Derita TKI Arab Saudi’,
Stasiun RCTI

8. Program Talkshow TV: Program KICK ANDY Episode “Perempuan-Perempuan
Perkasa” Stasiun Metro TV
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Catatan Juri

Dewan Juri memberikan catatan juri atas penilaian karya-karya yang
dikompetisikan, baik berupa catatan atas karya pemenang, peraih nomine maupun atas
karya peserta secara umum. Berikut adalah catatan juri masing-masing program.

Catatan Tim Juri atas peraih Anugerah KPI 2012 Program Anak TV:

1. Secara keseluruhan, dewan juri menilai tayangan anak di televisi semakin
bervariasi. Ini menandakan bahwa televisi semakin memberikan ruang untuk
tayangan anak. Dewan juri memberikan apresiasi kepada stasiun televisi yang
memberikan tayangan edukatif kepada anak.

2. Dewan juri memutuskan Peraih Anugerah KPI 2012 kategori tayangan anak
adalah “Program Bintang Laut dari Stasiun TVRI”. Tayangan ini menceritakan
kehidupan anak di Kampung Laut, Gorontalo, Sulawesi Tenggara. Dewan
juri menilai, tayangan tersebut menonjolkan pentingnya sekolah bagi anak.
Tayangan ini mampu memotret kondisi yang masih dialami anak di beberapa
daerah di Indonesia. Disana, masih banyak anak, yang tidak dapat bersekolah
karena harus membantu orangtua. Namun, tokoh anak dalam tayangan ini,
mengajarkan kerja keras, rajin belajar dan kasih sayang. Tokoh utamanya tampil
apa adanya. Namun di sisi lain, masih ada kelemahan. Misalnya, akting beberapa
tokoh yang dinilai berlebihan. Jalan ceritanya pun, menguras emosi.

3. Dewan juri berharap, anugerah ini semakin memperbanyak tayangan anak yang
bervariasi dan mendidik. Karena, anak adalah masa depan.

Catatan Tim Juri atas peraih Anugerah KPI 2012 Program Sinetron/FTV:

1. Dewan Juri memilih dan menetapkan yang terbaik dari film televisi berupa
drama. Film-film tersebut haruslah film yang mendidik, menghibur, bersih dari
unsur kekerasan, pornografi, eksploitasi anak dan perempuan, serta merupakan
produk lokal Indonesia.
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2. Dewan Juri menilai berdasarkan kriteria penilaian: (1) Cerita yang di dalamnya
terdapat unsur-unsur tema, plot, skenario, karakterisasi tokoh, pengungkapan
dramatisasi dan aspek sosial (merujuk UU Penyiaran dan P3SPS, dan (2) Kemasan
dan Tingkat kesulitan, menyangkut tampilan keseluruhan, penyutradaraan,
sinematografi, (kamera, pencahayaan, artistik, blocking, editing, tata suara) dan
sebagainya.

3. Peraih Anugerah, yakni “Maaf, Lebaran Ini Kami Tidak Pulang” merupakan sajian
yang bermutu tinggi, dinilai dari semua aspek sinematografi yang ada. “Maaf,
Lebaran Ini Kami Tidak Pulang” merupakan cerita yang memenuhi semua kaidah
etik, estetik, sangat menginspirasi, menyentuh, memaparkan aspek-aspek sosial,
aktual secara wajar dan sesuai dengan konteks keindonesiaan.

Catatan Tim Juri atas penilaian Program Musik TV Anugerah KPI Tahun 2012:

1. Banyak program secara artistik dan kualitas musik sangat memadai dan unggul
karena digarap secara serius dan live.

2. Di tengah keringnya esensi lirik lagu yang mengemuka dalam program musik
akhir-akhir ini, dalam program-program peraih nomine ditemukan Llirik dan
aransemen yang secara edukasi maupun artistik bagus.

3. Program musik yang menjadi peserta Anugerah menampilkan program yang
tidak sekedar hiburan, tetapi juga mengandung pesan moral, sosial, dan edukasi
yang bermanfaat bagi publik.

4. Program-program peraih nominasi ini dapat menjadi inspirasi bagi pengelola
TV untuk membuat program sejenis, dengan mengedepankan visi membangun
karakter bangsa.

Catatan Tim Juri atas peraih Anugerah KPI1 2012 Program Buletin Berita TV:
1. Memiliki kekuatan terutama dalam hal pemilihan headline.

2. Penggarapan dan pengemasan berita baik secara item maupun segmen
(keseluruhan) dilakukan dengan baik.

3. Elaborasi dan pemilihan angle berita kuat dan secara keseluruhan memiliki
keterkaitan dan alur konten yang mampu memberikan pemahaman yang luas
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bagi pemirsa.

4. Variasi dan format berita dilakukan dengan maksimal sehingga pemirsa betah
menyaksikan hingga akhir program.

5. Jika diikuti, keseluruhan show memiliki benang merah yang mengesankan
pandangan dan sikap redaksi yang jelas dan terarah.

Catatan Tim Juri atas penilaian Program Dokumenter TV Anugerah KPIl Tahun 2012:

1. Peraih Anugerah memiliki kekuatan tema atau topik, memiliki dimensi advokasi
sosial terhadap komunitas melampaui batas-batas individual, dan sanggup
menampilkan sisi lain dari dampak pembangunan.

2. Peraih nomine memiliki kekuatan dalam tema, mengangkat kearifan lokal, dan
berpotensi memberikan insipirasi bagi publik.

Catatan Tim Juri atas peraih Anugerah KPI 2012 Program Feature TV:

1. Karya tersebut terkuat dalam mewakili kepentingan publik dalam hal ini hak
atas pendidikan dasar yang merupakan hak yang belum dinikmati oleh seluruh
warga negara.

2. Karya tersebut memiliki keunikan yang melebihi dua karya lainnya yang untuk
mendapatkannya membutuhkan kejelian dan kepekaan jurnalisnya.

3. Karya tersebut menginspirasi publik untuk lebih peduli terhadap aneka masalah
dalam dunia pendidikan di Indonesia.

4. Sebagai sebuah produk audio visual karya tersebut memiliki penataan
audiovisual yang rapi, logis, dan artistik.

5. Narasi dan audio visual karya tersebut seimbang dan saling mendukung.

6. Karya tersebut memenuhi prinsip-prinsip jurnalisme dan tidak bertentangan
dengan kode etik jurnalistik dan P3SPS.

Catatan Tim Juri atas peraih Anugerah KPI1 2012 Program Investigasi TV:

1. Liputan investigasi dilakukan pada objek yang berkaitan dengan kepentingan
masyarakat. Idealnya, liputan ini membongkar fakta yang tersembunyi, dan bukan
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hasil investigasi dari lembaga lain (aparat hukum atau lembaga non pemerintah).
Karya jurnalistik investigatif setidaknya mengandung unsur kegawatan dan tingkat
kedalaman masalah, serta faktor risiko yang dihadapi jurnalis.

2. Dewan juri berpendapat belum ada karya jurnalistik TV yang memenuhi kriteria
liputan investigasi. Namun kami melihat upaya para jurnalis untuk menggunakan
teknik liputan yang mendalam.

3. Program “Delik” (RCTI) pada episode “Nasib TKI Arab Saudi” paling mendekati liputan
investigasi. Episode ini disusun menggunakan beberapa teknik peliputan investigatif,
antara lain mengamati proses kedatangan tenaga kerja, membandingkannya dengan
peraturan, mengikuti perjalanan tenaga kerja ke kampung halaman, dengan tetap
menjaga keberimbangan dan kompetensi narasumber.

4. Untuk ke depan, liputan investigasi TV harus diperkuat dengan program peningkatan
kapasitas investigasi jurnalis, baik oleh perusahaan media, organisasi wartawan,
atau Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Sumber daya jurnalis yang mumpuni akan
menghasilkan karya investigatif. Pada akhirnya halitu akan meningkatkan kredibilitas
KPI yang memiliki mandat meningkatkan mutu konten penyiaran Indonesia.

Catatan Tim Juri atas peraih Anugerah KPI 2012 Program Talkshow TV adalah sebagai
berikut:

Dari ketiga kriteria penilaian (host, packaging, dan content), Program KICK ANDY
“Perempuan-perempuan Perkasa” sangat memenuhi ketiga unsur tersebut. Menurut
Dewan Juri, KICK ANDY sebaiknya menjadi rujukan sebuah program talkshow yang
informatif, edukatif, inspiratif, dan tak lupa memuat pula unsur menghibur penonton.

Kategori Khusus

Dibandingkan tahun lalu, pada Anugerah KPI 2012 terdapat kategori baru
untuk Kategori Khusus yang dinilai, yakni Kategori Khusus Lembaga Penyiaran Peduli
Perbatasan (Radio dan Televisi) dan Kategori Khusus Program Ramadhan TV Terbaik.
Tahun lalu, hanya ada satu Kategori Khusus yang dinilai, yaitu Lifetime Achievement.
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Anugerah KPI 2012 memberikan penghargaan bagi tiga kategori khusus, yakni:

1. Lembaga Penyiaran Peduli Perbatasan: Lembaga Penyiaran TV dan Radio yang
menyiarkan materi yang membawa nilai-nilai informatif dan edukatif bagi
khalayak wilayah perbatasan, menampilkan materi siaran yang membawa
nilai-nilai budaya Indonesia, dan secara umum berisi materi yang memperkuat
identitas keindonesiaan dan nasionalisme.

2. Acara Ramadhan Televisi: Acara TV yang secara umum berisi materi yang
membawa nilai-nilai universal Ramadhan, berisi nilai-nilai positif yang
mengandung manfaat bagi khalayak.

3. Lifetime Achievement: Individu yang mempunyai peran besar dalam sejarah
dan penyiaran di Indonesia, memiliki visi memajukan penyiaran di Indonesia,
dan memberi teladan serta inspirasi bagi insan penyiaran.

Metode kepesertaan bagi Lembaga Penyiaran Peduli Perbatasan adalah
berdasarkan rekomendasi oleh KPID di wilayah perbatasan. KPI Pusat telah meminta
dua belas KPID wilayah perbatasan untuk merekomendasikan lembaga penyiaran radio
dan televisi yang telah memenuhi persayaratan administratif tertentu yang bersiaran di
wilayah perbatasan dan isi siarannya membawa manfaat bagi masyarakat perbatasan.

Adapun penjaringan peserta Program Ramadhan Terbaik didasarkan atas hasil
pemantauan KPIl Pusat. KPI Pusat telah mengumumkan kepada lembaga penyiaran,
publik, dan para pemangku kepentingan penyiaran lainnya tentang acara-acara
Ramadhan 2012 yang mendapatkan apresiasi dari KPI Pusat karena menyiarkan muatan
yang positif sesuai nilai-nilai Ramadhan. Dari sinilah tim Isi Siaran KPI menyeleksi
sejumlah program untuk dinilai Juri.

Jumlah program yang dinilai dalam Kategori Khusus ini seluruhnya berjumlah
84 program siaran.

Dewan Juri

Penilaian bagi Kategori Khusus Lembaga Penyiaran Peduli Perbatasan dan
Acara Ramadhan Televisi Terbaik dilakukan melalui penjurian dengan Dewan Juri
beranggotakan lima orang Juri yang independen dan ahli. Kelima juri Kategori Khusus
ini dipilih oleh para Komisioner KPI Pusat dengan pertimbangan dapat mewakili publik
untuk menilai program terutama dari aspek kemanfaatan isi siaran bagi masyarakat.
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Lima juri kategori Khusus adalah:

1. Amir Effendi Siregar: Wartawan Senior, Dosen, Ketua Dewan Serikat Perusahaan
Pers (SPS) Pusat, Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2ZMEDIA),
anggota Dewan Pers (2003-2006)

2. ParniHadi:Wartawan Senior, Direktur Utama LPPRRI(2005-2010) dan Pemimpin
Umum LKBN Antara (1998-2001)

3. Pinckey Triputra: Akademisi, Ketua Program Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP
ul

4. Riza Primadi: Wartawan Senior, Dosen Penyiaran Vokasi Komunikasi Ul

5. Tarman Azzam: Wartawan Senior, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat

Rapat Dewan Juri Kategori Khusus. Tampak Amir Effendi Siregar, Parni Hadi, dan Riza Primadi
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Nomine dan Peraih Anugerah

Adapun nomine untuk Kategori Penghargaan Khusus adalah:

Kategori Khusus: Radio Peduli Perbatasan

1. Batam FM (Kepulauan Riau)
Indra FM (Riau)

RRI Atambua (NTT)

RRI Batam (Kepulauan Riau)

RRI Entikong (Kalimantan Barat)

Ul N NN

Kategori Khusus: Televisi Peduli Perbatasan

1. Batam Multimedia Televisi (Kepulauan Riau)
2. Belu TV (Nusa Tenggara Timur)

3. Top TV (Papua)

4. TVRI Stasiun Kalimantan Barat

Kategori Khusus: Program Ramadhan TV Terbaik

1. JALAN-JALAN ISLAMI, stasiun TVR/

JEJAK KEBESARAN-MU, stasiun Global TV
MUHIBAH PESANTREN, stasiun Indosiar
PARA PENCARI TUHAN, stasiun SCTV
TAFSIR AL-MISBAH, stasiun Metro TV

vk wnN

Peraih Anugerah KPI 2012 untuk Kategori Khusus adalah:

1. Radio Peduli Perbatasan: RRI Entikong (Kalimantan Barat)
2. Televisi Peduli Perbatasan: Belu TV (Nusa Tenggara Timur)
3. Program Ramadhan TV Terbaik: PARA PENCARI TUHAN, Stasiun SCTV
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Catatan Juri

Catatan Tim Juri atas penilaian Kategori Khusus Radio Peduli Perbatasan Anugerah
KPI Tahun 2012:

1. Peraih penghargaan unggul dalam program-program siaran yang didedikasikan
untuk masyarakat perbatasan

2. Peraih penghargaan berisi muatan yang menampilkan kearifan lokal, yang bisa
diterima bukan saja oleh penduduk Indonesia tetapi juga pendengar negara
tetangga

3. Peraih penghargaan berisi muatan yang komprehensif, informatif dan edukatif

4. Peraih penghargaan berpotensi untuk menginspirasi lembaga penyiaran lain di
daerah perbatasan dalam meningkatkan profesionalisme dan kontinuitas siaran.

Catatan Tim Juri atas penilaian Kategori Khusus Televisi Peduli Perbatasan Anugerah
KPI Tahun 2012:

1. Keunggulan peraih penghargaan terutama dalam hal kontinuitas dan kekhususan
program-program perbatasan

2. Peraih penghargaan telah melakukan siaran yang bervariasi dalam hal
kepentingan di daerah perbatasan (meliputi antara lain informasi, edukasi, dan
hiburan) yang komprehensif

3. Peraih penghargaan berpotensi untuk menginspirasi lembaga penyiaran lain di
daerah perbatasan dalam meningkatkan profesionalisme dan kontinuitas siaran.

Catatan Tim Juri atas penilaian Program Ramadhan TV Terbaik Anugerah KPI Tahun
2012:

1. Pesan dalam program yang meraih penghargaan sesuai dengan konteks
Ramadhan

2. Program ini diunggulkan karena merupakan tayangan yang mendidik dan
menghibur tanpa harus terjebak dalam bentuk banyolan murahan

3. Program ini membuktikan bahwa acara yang berkualitas sekaligus populer
dapat dibuat.
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Anugerah Lifetime Achievement

Untuk peraih Lifetime Achievement Anugerah KPI 2012, sama seperti tahun
sebelumnya, penjaringan dan penetapan dilakukan oleh Komisioner KPI Pusat. Peraih
Anugerah ditetapkan melalui rapat pleno Komisioner KPI Pusat. KPI Pusat memberikan
Anugerah Lifetime Achievement bagi Muhammad Jusuf Ronodipuro.

Muhammad Jusuf Ronodipuro

Jusuf Ronodipuro (1919 - 2008) adalah broadcaster sekaligus pejuang yang
gigih dan berani serta salah seorang yang paling berperan mewartakan kemerdekaan
Indonesia ke seluruh dunia.Jusuf adalah orang yang menyiarkan teks proklamasi melalui
radio ke seluruh dunia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu Jusuf bekerja sebagai
penyiar di Hoso Kyoku Jakarta (Radio Militer Jepang di Jakarta). la menerima secarik
kertas berisi teks Proklamasi Kemerdekaan dari Syahruddin, seorang wartawan muda
Domei yang berhasil menerobos blokade Jepang. Jusuf menyiarkan teks proklamasi itu
sesuai dengan pesan Adam Malik.

Jusuf adalah salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia (RRI) pada tanggal
11 September 1945.Sebelumnya,bersamateman-temannyaia terlibat dalam perebutan
stasiun radio di seluruh Jawa dari tangan Jepang.

Saat menjadi Kepala Stasiun RRI Jakarta pada 1950, Jusuf merekam suara Bung
Karno untuk membaca kembali teks proklamasi setelah sebelumnya membujuk Bung
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Karno. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia.

Pria kelahiran Salatiga, Jawa Tengah, pada 30 September 1919 ini adalah orang
pertama yang menggemakan semboyan RRI: “Sekali di Udara Tetap di Udara!”. la juga
berkarir sebagai diplomat dengan jabatan antara lain Penasihat Perwakilan RI di PBB
dan Duta Besar di beberapa negara kawasan Amerika Latin. Jusuf meraih penghargaan
Bintang Mahaputra tahun 2002.

Muhammad Jusuf Ronodipuro tutup usia pada hari Minggu 27 Januari 2008
dalam usia 88 tahun setelah dirawat di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. la dimakamkan di
Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.

Penyerahan Anugerah Life Time Achievement kepada keluarga Jusuf Ronodipuro dalam acara
Anugerah KPI 2012
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Lampiran 1
Kegiatan Komisioner Bidang Isi Siaran Tahun 2012

Ezki Suyanto

1 Rapat Pleno KPI KPI 3-Jan-12
2 |Pertemuan dengan Indigo KPI 18-Jan-12
3 |Rapat Pleno KPI KPI 19-Jan-12
Pertemuan dengan
MetroTV tentang
4 tayangan talkshow obat KPI 24-Jan-12
kuat
Sidang Permohonan Judicial Mahkamah
> | Review UU Penyiaran Konstitusi 24-Jan-12
6 |Briefing Awal calon analis KPI 25-Jan-12
7 | Briefing Akhir calon analis KPI 31-Jan-12
8 |Rapat Pleno KPI KPI 31-Jan-12
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FEBRUARI 2012

9 Rapat dengan KPID DKI KPI 2-Feb-12

Rapat penyusunan
Laporan Akhir Tahun 2011

10 dan program kerja KPI KPI 6-Feb-12
2012

11 RDP DPR RI 7-Feb-12

12 | Rapat Pleno KPI KPI 7-Feb-12

Undangan diskusi
mengenai tayangan .
s yanga Sekretaris PB
pengobatan tradisional
. IDI. JI.Dr.G.S.S.Y
13 | dan talkshow mengenai . 8-Feb-12
Ratulangi no 29
kesehatan yang banyak
: Jakarta Pusat
menimbulkan pro dan
kontra

Rapat Konsolidasi

14| Kesekretariatan KPI 8-Feb-12
15 Pertemuan dengan Trans Trans Corp 13-Feb-12
Corp
16 | Rapat Pleno KPI KPI 14-Feb-12
17 | Audiensi dengan KPI Jabar KPI 14-Feb-12
18 | Sosialisasi P3 dan SPS Hotel Trio 15-16-Feb-12
Magelang
19 | Rapat Pleno KPI KPI 21-Feb-12
20 | Raker KPI Bogor 21-23-feb-12
Rapat Implementasi
Kebijakan Pemerintah Ruang Rapat
21 | tentang Penyelenggaraan It 7 Gd Utama 22-Feb-12
Penyiaran TV Digital Kominfo

Terestrial Free To Air
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Undangan menjadi peserta
22 konferensi tahunan media | Hotel Le-Meridien 23-Feb-12
online

Menerima pengaduan
dari Partai Demokrat soal

23 pemberitaan MetroTV dan KPI 23-Feb-12
TVOne

24 | Wawancara mahasiswa KPI 24-Feb-12

25 Wawancara Berita satu. KP 24-Feb-12
com

26 | FGD P3 dan SPS KPI 27-28-Feb-12
Pertemuan klarifikasi

27 Metro TV KPI 27-Feb-12
Pertemuan dengan BIG

28 DADY KPI 27-Feb-12

29 | Pertemuan dengan CASSBA KPI 28-Feb-12

30 | Undangan CASBAA Hotel Mulia 29-Feb-12

Undangan Rapat
Penjelasan Teknis Kantor KPID
Penjurian Anugerah Jateng

Penyiaran Jateng

31 1-Mar-12

32 Pelatihan dan '.I'at'a Cara KP 5-Mar-12
Pemantauan Isi Siaran

Pertemuan dengan ANTV

33 mengenai “Pesbukers” KPI >-Mar-12
Pertemuan dengan

34 | Indosiar mengenai “Tutur KPI 5-Mar-12
Tinular”
Pertemuan klarifikasi

35 | Trans TV tentang film KPI 6-Mar-12
“Ghost Rider”

36 | Rapat Pleno KPI KPI 6-Mar-12
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37

Pertemuan membahas
pengaduan Partai
Demokrat dengan Metro
TV dan TVOne

KPI

6-Mar-12

38

Pertemuan dengan

DPRD Aceh: Konsultasi
Perpanjangan Masa
Jabatan Keanggotaan KPID
Aceh

KPI

8-Mar-12

39

Rapat Pleno KPI

KPI

12-Mar-12

40

Rapat dengan Tim Kajian

KPI

12-Mar-12

1

FGD Pra Rakornas

KPI

13-14-Mar-12

42

Pertemuan klarifikasi
SCTV tentang “Uya Emang
Kuya”

KPI

14-Mar-12

43

Pertemuan klarifikasi TVRI
tentang “Indonesia Sehat”

KPI

14-Mar-12

44

Evaluasi KPID Jawa barat

Bandung

15-Mar-12

45

Undangan menjadi
narasumber dalam
seminar “Isu-isu Aktual
dan Peranan KPI Pusat
dalam Pengembangan
KPID Prov Jambi”

KPID Jambi

18-20-Mar-12

46

Rapat Pleno KPI

KPI

20-Mar-12

47

Konsinyering isi siaran

Bogor

21-23-Mar-12

48

Undangan menjadi
narasumber dalam
“Literasi, Fasilitasi, dan
Partisipasi Publik”

Pontianak/Kalbar

21-22-Mar-12

49

Monitoring Hari Raya
Nyepi

Bali

22-24-Mar-12
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109

Undangan penjurian dari

50 KPID Jatim Surabaya 28-29-Mar-12
51 | Rakornas KPI Surabaya 30-31-Mar-12
APRIL 2012
52 | Rakornas KPI Surabaya 1-2Apr-12
53 | Rapat Pleno KPI KPI 3-Apr-12
Undangan Rapat
54 | Pembahasan Masalah Jasa Kemendag 4-Apr-12
Periklanan Indonesia
Undangan dari AJI sebagai Komunitas
55 | narasumber “Merebut Langsat 4-Apr-12
Kembali TV Kita” s
Undangan klarifikasi atas
Pelanggaran Program . e
26 siaran ATV yangg tidak KPID Bali >-Apr-12
sesuai dgn dokumen resmi
57 Wawanqara dgn Media KPI 9-Apr-12
Indonesia
58 | Rapat Dengar Pendapat DPR RI 10-Apr-12
59 | Sosialisasi P3 dan SPS 2012 | Gedung Kompas 11-Apr-12
60 | EUCS Kalbar Pontianak/Kalbar 16-17-Apr-12
Pertemuan internal
61 | dengan Dewan Pers Dewan Pers 17-Apr-12
mengenai P3 dan SPS
Undangan sebagai
narasumber pada
Pelatihan Jurnalistik Hotel Park
62 | “Pemberitahuan Media . 19-Apr-12
Jakarta Timur
tentang Isu Anak dan
Perempuan dalam
Pemantauan KPI”
63 | Undangan penjurian dari KPID Jateng 24-28-Apr-12

KPID Jateng
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64

Sosialisasi P3 dan SPS 2012

KPID DIY

29-30-Apr-12

65 | Rapat Pleno KPI KPI 1-Mei-12
66 | Sosialisasi P3 dan sps 2012 | KPID Jatim, Hotel | 4 o 5
Inna Simpang
Dialog mengenai Aduan
67 Our Vmceﬂtentang ‘ i} KP 7-Mei-12
tayangan “Indonesia Idol
di RCTI
68 | Rapat Pleno KPI KPI 8-Mei-12
69 | Undangan menghadiri HUT | g ooren it 8 8-Mei-12
Bapeten
Undangan IJTI Menjadi
Peserta dalam Workshop Hotel Akmani
70 | Uji Kompetensi Wartawan: Jakarta ’ 9-Mei-12
Pendalaman untuk Media
Penyiaran
Undangan mendengarkan .
71 | paparan ABC Australia dari | Ot€! Santika 5/10/2012
Jakarta
TVRI
EDP dan undangan
menjadi narasumber
dalam media gathering Pontianak/Kalbar- Al M
2 dari KPID Kalbar dan Ketapang 14-16-Mei-12
sosialisasi P3 dan SPS di
Ketapang
. . . Ruang Fraksi
73 | Kunjungan Silaturahmike | oo i Gerindra 21-Mei-12
Fraksi Partai Gerindra lt 17
Pertemuan dengan KPID .
74 dan DPRD Sumut KPI 22-Mei-12
75 | Rapat Pleno KPI KPI 22-Mei-12
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111

Trans TV tentang tayangan
“Kakek-Kakek Narsis”

JUNI 2012

Kunjungan ACMAA, ABC,

76 | RDP dengan Komisi | DPR DPR RI 23-Mei-12
Pertemuan dengan

77 | asosiasi dalam Dialog P3 28-Mei-12
dan SPS

78 Dialog P3 dan SPS dengan KP| Pusat 29-Mei-12
TVRI

79 | Menerima KPID Jawa Barat KPI Pusat 30-Mei-12
Pertemuan dgn Remotivi,

go | Komnas Perempuan dan KPI Pusat 31-Mei-12

81 dan SBS Australia 10-16-Juni-12
82 |Rapat Pleno KPI KPI 19-Juni-12
83 |Kunjungan ke DPR Gedung DPR RI 19-Juni-12
Undangan KPID NTT
84 | “Workshop Penyiaran Kupang dan mAlor 20-24-Juni-12
Perbatasan”
Pertemuan klarifikasi “ .
85 Bioskop Trans TV” KPI 25-Juni-12
86 |Rapat Pra Rapimnas Hotel Treva 25-Juni-12
Narasumber dalam
seminar “Peran KPI dalam
87 |Mencegah/Menanggulangi UGM/Magelang 27-Juni-12
Kekerasan Massal yang
Berkembang di Masyarakat”
AGUSTUS 2012
Pertemuan KPI Pusat
dengan Indosiar, KPID Bali, ) )
88 dan DPRD Bali tentang KPI Pusat 7-Agustus-12
sinetron “Sembilan Wali”
89 |Konsinyering isi siaran Bogor 9-11-Agustus-12
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Buka Puasa Bersama
90 dengan SCTV 14-Agustus-12

91 |Pertemuan dengan Trans7 KPI 15-Agustus-12
gy |Pertemuan dengan KPI 15-Agustus-12
Kemenkes
93 |Rapat Pleno KPI KPI Pusat 28-Agustus-12
94 |Dialog Publik Tayangan KPI Pusat 28-Agustus-12
Ramadhan
SEPTEMBER 2012
Audiensi dengan lkatan
95 Dokter Indonesia KPI Pusat 4-Sept-12
96 | FGD Bogor/Cisarua 4-5 Sept-12

Audiensi dengan
97 | Kementrian Pariwisata dan KPI Pusat 6-Sept-12
Industri Kreatif

Evaluasi Pemberitaan
98 | “Berita Sampang” Sampang Madura 7-9-Sept-12
bersama KPID Jatim

Penandatanganan MoU

99 dengan Polri Mabes Polri 12-Sept-12

100 | Wawancara dengan Sindo KPI 12-Sept-12
Menerima konsultasi

101 | Anggota DPRD Bali dan KPI Pusat 14-Sept-12

KPID Bali

Gedung Indonesia

102 | Undangan AJI Indonesia Menggugat

14-16-sept-12

Pertemuan klarifikasi
103 | Trans7 mengenai KPI Pusat 17-Sept-12
“Reportase Sore”

Pertemuan klarifikasi
104 | Metro TV tentang “MHI” KPI Pusat 17-Sept-12
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Narasumber diskusi publik
“Politik Pemberitaan
Media Penyiaran: Universitas
Perspektif Peran dan Posisi Gadjah Mada
Media Penyiaran dalam
Politik di indonesia

105 18-Sept-12

106 | Undangan KPID Bali Award Bali 21-23-Sept-12

Dialog mengenai
pengaduan IROJA, MUI,
FSLDK, IMW dengan Metro
TV mengenai kasus Rohis

107 KPI Pusat 24-Sept-12

Pertemuan dengan MNCTV
108 | mengenai penayangan KPI Pusat 25-Sept-12
satwa

109 | Rapat Pleno KPI KPI Pusat 25-Sept-12

Pertemuan dengan Global

110 TV mengenai “Obsesi”

KPI Pusat 25-Sept-12

Pertemuan klarifikasi
111 | TVRI “Tayangan Penjara KPI Pusat 27-Sept-12
Guantanamao”

OKTOBER 2012

Pertemuan dengan Trans
112 | 7 mengenai penjatuhan KPI Pusat 1-Okt-12
sanksi “Reportase Sore”

113 | Rapat Pleno KPI KPI Pusat 2-0Okt-12

Rapat Pokja mengenai
isu kesehatan dengan

114 Kemenkes, IDI, Polri, dan KPI Pusat 5-Okt-12
MUI

115 | RDP dengan Komisi | DPR DPR RI 8-Okt-12

116 | EUCS Kaltim Balikpapan 10-12-Okt-12

Sosialisasi P3 dan SPS 2012
M7 | bagi Global TV KPI Pusat 13-Okt-12
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118 | Sosialisasi P3 dan SPS 2012 | Padang, Sumbar 17-18-0Okt-12
Menghadiri undangan KPID

119 | Jatim “KPID Jatim Award Surabaya 23-0Okt-12
20127

Menghadir undangan Erasmus Huis

120 | Indonesia Radio Award . 24-0Okt-12
Kuningan
2012
121 _Alf\snghadlrl undangan MNC Jakarta Theatre 24-0Okt-12
122 | Sosialisasi P3 dan SPS Mataram, NTB 29-Okt-12

Pertemuan dengan

123 Kedubed Perancis

KPI 02-Nov-12

Dialog mengenai netralitas
isi siaran dengan

MetroTV dan TV One dan
stakeholder

124 KPI 05-Nov-12

Pertemuan dengan
125 TransTV d.a“n Remotl\{1 KPI 05-Nov-12
mengenai “Reportasi

Investigasi”

126 | Rapat Pleno KPI KPI 06-Nov-12

Rapat Koordinasi dengan

127 Sekretariat KPI

KPI 06-Nov-12

128 | Rapat Juri Pertamina 07-Nov-12

Dialog mengenai netralitas
129 | isi siaran dengan MNC KPI 09-Nov-12
Group dan stakeholder

Penandatanganan MoU
130 | dengan 11 Lembaga Hotel Aryaduta 12-Nov-12
Negara

Menerima delegasi Komisi

131 Penyiaran Korea

KPI 14-Nov-12
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115

Kunjungan ke stasiun TV . N,

132 0’Channel Senayan City 14-Nov-12
Menghadiri undangan KPID

133 | Jatim “KPID Jabar Award | bandung /Hotel 16-Nov-12

» Panghegar

2012

134 | Rapat dengan Tim KPI 19-Nov-12
Penyusunan Buku
Evaluasi Dengar Pendapat N,

135 KPID Lampung Bandar Lampung 21-Nov-12
Bimbingan Teknis (Bimtek)

136 | Lembaga Penyiaran di Ciamis 22-Nov-12
Jawa Barat

137 | Rapat Pleno KPI KPI 27-Nov-12
Pertemuan dengan Trans

138 | TV tentang “Supertrap KPI 28-Nov-12
Minggu”

139 | Rapat Juri UNDP Bappenas 28-Nov-12

DESEMBER 2012

139 | Rapat Juri KPID Kalsel KPID Kalsel 3-Des-12

140 | Workshop P3 dan SPS Banten 4-Des-12
Wawancara untuk

141 | pembuatan film KPI 5-Des-12
dokumenter

142 | Rapat Anugerah KPI 2012 KPI 5-Des-12

143 | Rapat Pleno KPI KPI 10-Des-12

144 | KPI Awards 2012 TVRI 11-Des-12

145 | Konsinyering Perizinan Bandung 12-13-Des-12
Workshop P3 dan SPS

146 dengan O Channel KPI 14-Des-12
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Rapat koordinasi
mengenai rencana

147 | Rakornas KPI 2013 dengan KPI 17-Des-12
KPID Bali dan KPID Jambi

148 Xj‘lda”ga" Migrant Care, Hotel Acacia 18-Des-12

149 | Undangan Rapat KPID Aceh 20-Des-12

Konsultasi dan Sinkronisasi

Dialog Publik Refleksi
150 | Akhir Tahun ‘Potret KPI 28-Des-12
Penyiaran Indonesia 2012’

Nina Mutmainnah Armando

JANUARI 2012

1 Rapat Pleno KPI KPI 3-Jan-12
2 Penjurian IBF Award IKAPI Jakarta 5-Jan-12
Sidang Permohonan
3 Judicial Review UU Mahkamah 10-Jan-12
Konstitusi

Penyiaran
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4 Rapat Pleno KPI KPI 10-Jan-12

5 Rapat dengan Sekretariat KPI 10-Jan-12
Pertemuan KPI dengan

6 DKT KPI 11-Jan-12
Pertemuan antara KPI,

7 Remotivi, PDHI, ProFauna KP 13-Jan-12
dengan Lembaga
Penyiaran

8 Rapat Pleno KPI KPI 17-Jan-12

Pertemuan KPI dengan
9 Indigo Community 18-Jan-12
Indonesia dan Trans TV

10 | Rapat Pleno KPI KPI 19-Jan-12
Pertemuan KPI dengan
11 DPRD Bali KPI 19-Jan-12
Sidang Permohonan
12 | Judicial Review UU Mahkamah 19-Jan-12
Konstitusi

Penyiaran

Pertemuan dengan
13 | Litbang Kemendag KPI 19-Jan-12
membahas tentang iklan

Narasumber seminar Sekolah al-Amin,

14 Literasi Media Bogor

21-Jan-12

Pertemuan dengan
15 | MetroTV tentang tayangan KPI 24-Jan-12
talkshow obat kuat

16 | Rapat Pleno KPI KPI 24-Jan-12

17 Rgpgt Monitoring dengan KP 24-Jan-12
Isi Siaran

18 | Briefing awal calon analis KPI 25-Jan-12
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19 Wawancara administrasi KPI 26-Jan-12
pemantauan
20 | Wawancara Tim KPI 30-Jan-12
Monitoring
21 Briefing Akhir calon analis KPI 31-Jan-12
22 | Rapat Pleno KPI KPI 31-Jan-12
FEBRUARI 2012
Sidang Permohonan
23 | Judicial Review UU Mahkamah 2-Feb-12
. Konstitusi
Penyiaran
Rapat penyusunan Laporan
24 | Akhir Tahun 2011 dan KPI 6-Feb-12
program kerja KP1 2012
Undangan diskusi
mengenai tayangan Sekretaris PB
pengobatan tradisional
. IDI. JI.Dr.G.S.S.Y
25 | dan talkshow mengenai . 8-Feb-12
Ratulangi no 29
kesehatan yang banyak
. Jakarta Pusat
menimbulkan pro dan
kontra
2% Rapat KonsplldaSI KPI 8-Feb-12
Kesekretariatan
Fakultas Ilmu
Narasumber seminar Pendidikan Univ
27 | Literasi Media di PAUD Muhammadiyah 11-Feb-12
Jakarta
28 Pertemuan dengan Trans Trans Corp 13-Feb-12
Corp
29 | Rapat Pleno KPI KPI 14-Feb-12
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119

Pertemuan dengan

38

Dialog dengan LSM
Masyarakat Rumah
Peradaban tentang aspek
perlindungan anak dalam
isi siaran

KPI

30 | Profauna dan Global TV KPI 15-Feb-12
soal penayangan satwa

31 | Penjurian IBF Award IKAPI 15 & 17 -Feb-12
Narasumber Workshop _

32 | Televisi: Dampak TV Bagi SekOISZ A;)l;(ﬁkn, 18-Feb-12
Perkembangan Anak P

33 | Rapat Pleno KPI KPI 21-Feb-12

34 Raker KPI pembahasan Bogor 21-23-Feb-12
anggaran
Rapat Implementasi
Kebijakan Pemerintah Ruang Rapat

35 | tentang Penyelenggaraan t 7 Gd Utama 22-Feb-12
Penyiaran TV Digital Kominfo
Terestrial Free To Air
Narasumber pada Evaluasi
Literasi Media dan

36 | piskusi mengenai Aturan Kupang, NTT 23-25-Feb-12
Penyiaran Pilkada

37 | FGD P3 dan SPS KPI 27-28-Feb-12

MARET 2012

1-Mar-12

39

Pertemuan membahas
pemantauan dengan KPID
Kepri

KPI

5-Mar-12

40

Pertemuan dengan ANTV
mengenai “Pesbukers”

KPI

5-Mar-12

41

Pertemuan dengan
Indosiar mengenai “Tutur
Tinular”

KPI

5-Mar-12

42

Pertemuan klarifikasi Trans
TV tentang film “Ghost
Rider”

KPI

06-Mar-

Lampiran
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Rapat Pleno KPI

KPI

6-Mar-12

44

Pertemuan membahas
pengaduan Partai
Demokrat dengan Metro
TV dan TVOne

KPI

6-Mar-12

45

Narasumber Seminar
Departemen Ilmu
Komunikasi Ul “Masih
Adakah Kreativitas Industri
TV di Indonesia?”

Perpustakaan
Pusat Ul, Depok

8-Mar-12

46

Undangan Pengumuman
Penerima IBF Award

Senayan, Jakarta

9-Mar-12

47

Rapat Pleno KPI

KPI

12-Mar-12

48

FGD Pra Rakornas

KPI

13-14-Mar-12

49

Pertemuan klarifikasi SCTV
tentang “Uya Emang Kuya”

KPI

14-Mar-12

50

Pertemuan klarifikasi TVRI
tentang “Indonesia Sehat”

KPI

14-Mar-12

51

Narasumber Seminar
Departemen Kriminologi Ul
“Online Child Pornography:
Aspek Hukum, Sosial, dan
Perspektif Perlindungan
Anak dalam Menjawab
perkembangan Teknologi
Komunikasi”

FISIP Ul, Depok

15-Mar-12

52

Undangan menjadi
narasumber dalam seminar
“Isu-isu Aktual dan
Peranan KPI Pusat dalam
Pengembangan KPID Prov
Jambi”

KPID Jambi

18-20-Mar-12

53

Rapat Pleno KPI

KPI

20-Mar-12

54

Konsinyering isi siaran

Bogor

21-23-Mar-12

Lampiran
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Pertemuan dengan SCTV

55 | tentang penjatuhan sanksi KPI 22-Mar-12
“Uya Emang Kuya”
Pertemuan dengan TransTV

56 | tentang penjatuhan sanksi KPI 22-Mar-12
“Bioskop TransTV”
Pertemuan dengan TVRI

57 | tentang penjatuhan sanksi KPI 22-Mar-12
“Indonesia Sehat”

58 | Rakornas dan Hasiarnas Surabaya 26-Mar hingga 02-

Apr-12
APRIL 2012

59 | Rapat Pleno KPI KPI 3-Apr-12
Pertemuan KPI dengan

60 Presiden Rl Istana Negara 3-Apr-12

61 | Dosen tamu Umvers1.tas 3-Apr-12

Paramadiana

Undangan pada FGD
“Optimalisasi Peran Universitas Riau

62 | Media Massa dalam Pekanbaru Riau’ 4-Apr-12
Menjembatani Kebijakan
Pusat dan Daerah”

63 | Rapat Dengar Pendapat DPR R 10-Apr-12
dengan Komisi 1

64 | Sosialisasi P3 dan SPs 2012 | ©€dung Kompas, 11-Apr-12

Jakarta

65 | Narasumber talkshow RRI Jakarta 12-Apr-12

66 | Rapat Pleno KPI KPI 13-Apr-12
Pertemuan internal

67 | dengan Dewan Pers Dewan Pers 17-Apr-12
mengenai P3 dan SPS

68 | Rapat Pleno KPI KPI 17-Apr-12

Lampiran
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Narasumber pada
Sosialisasi Panduan

dana dalam media
penyiaran

69 | Pemberitaan tentang Bogor 17-Apr-12
Kesehatan Jiwa
(Kemenkes)
Narasumber pada
Diskusi “Mengawal Komnas
70 | Program Penyiaran untuk 18-Apr-12
Perempuan
Menghapus Kekerasan
terhadap Perempuan”
Narasumber Workshop Tambolaka,
71 | Penyiaran “SSJ: Peluang Sumba Barat 23- 27 Apr-12
dan Tantangannya di NTT” Daya, NTT
Pertemuan dengan PIRAC
membahas tentang aturan
72 | mengenai pengumpulan KPI 30-Apr-12

MEI 2012

73 | Rapat Pleno KPI KPI 01-Mei-12
Undangan Diskusi Terbatas .
74 | Etika Periklanan Produk Ritz Carlton 02-Mei-12
Jakarta
Pangan (P3l)
Pertemuan antara KPI dan
75 | ATVSI membahas P3 dan Jakarta 02-Mei-12
SPS 2012
Narasumber Sosialisasi P3 .
76 dan SPS 2012 Surabaya 03-Mei-12
Universitas
77 | Dosen tamu Paramadina, 05-Mei-12
Jakarta
Pertemuan dengan RCTI
78 dan Our Voice tent'ang KPI 07-Mei-12
pengaduan Our Voice
mengenai “Indonesia Idol”
79 | Rapat Pleno KPI KPI 08-Mei-12
Lampiran
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Moderator pada diskusi

Departemen Ilmu

80 | buku karya Dedy N. Komunikasi, FISIP 09-Mei-12
Hidayat Ul, Depok

81 | Rapat Pleno KPI KPI 15-Mei-12
Narasumber dalam ToT

82 | Literasi Media (peserta: Lampung 15-Mei-12
KPID)
Rapat pembahasan .

83 | penyusunan buku panduan KPID Jatim, 15-16 Mei-12

) . . Surabaya

Literasi Media
Konsultasi Kementrian

84 Koordinator Bidang Politik, KPI Pusat 21-Mei-12
Hukum, dan Keamanan RI
tentang pemberitaan TV

85 | Rapat Pleno KPI KPI 22-Mei-12
Penanggap dalam
Diskusi Publik CSR dan Hotel The Acacia, .

86 | |ntervensi Rokok (Komnas Jakarta 22-Mei-12
Perlindungan Anak)

87 | RDP dengan Komisi | DPR DPR RI 23-Mei-12

gg | Interview dengan KP| 24-Mei-12
mahasiswa Paramadina
Pertemuan klarifikasi

89 | Trans7 tentang “Bukan KPI 24-Mei-12
Empat Mata”

90 | Undangan KPID NTB Award Mataram, NTB 24-25 Mei-12
Pertemuan dengan asosiasi

91 | dan stakeholder dalam KPI 28-Mei-12

Dialog P3 dan SPS
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Pembicara pada acara
“Jakarta Moslem Executive

Forum” dengan tema Universitas
g2 | Lorum densan Paramadina, 28-Mei-12
Reviving Islamic Values: Jakarta
Media, The Fourth Estate
or Controversy Hotplate?”
93 Dialog P3 dan SPS dengan KPI Pusat 29-Mei-12
TVRI
Pertemuan dgn Remotivi,
Komnas Perempuan dan .
94 | Trans TV tentang tayangan KPI Pusat 31-Mei-12
“Kakek-Kakek Narsis”
95 Pertemuan dengan Tim KPI Pusat 31-Mei-12

Monitoring

JUNI 2012

Kupang, Desa
Silawan, Dusun

Workshop Penyiaran Nanaeklot,

96 Kecamatan 04 - 09 - Juni- 2012
Perbatasan . .
Tasifeto Timur,
Kabupaten Belu
(NTT)
g7 | Undangan dialog tentang | o )0 vo Riau | 10 - 11- Juni- 2012

daerah perbatasan

Menghadiri rapat Badan Hotel Kawanua,

98 | POM RI tentang Monitoring Cempaka Putih 13- Juni- 2012
Pengawasan Rokok

99 | EUCS Pekanbaru, Riau 13 - 15- Juni- 2012

100 | EDP Pendampingan Pekanbaru, Riau 15 - 17- Juni- 2012

101 | Interview dengan KPI 18 - Juni- 2012
Mahasiswa Ul

102 | Rapat Pleno KPI KPI 19 - Juni- 2012

Pertemuan dengan Trans7
103 | untuk penjatuhan sanksi KPI 20 - Juni- 2012
“Bukan Empat Mata”

Lampiran
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Pertemuan dengan MUI
104 | tentang pemantauan MUI 20 - Juni- 2012
tayangan Ramadhan

Workshop Penyiaran

105 NTT 20 - 23 Juni- 2012
Perbatasan
Pertemuan klarifikasi ANTV Hotel Treva, .
106 tentang “Pesbukers” Jakarta 26 Juni- 2012
107 | FGD Pra-Rakornas Hotel Treva, 26 Juni- 2012

Jakarta

108 | Narasumber seminar Mataram, NTB 27- 28 Juni- 2012
Literasi Media

Rapat Advokasi masalah

109 Batam, Kepri 28 - 30 Juni- 2012
perbatasan
JULI 2012
Narasumber pada Diklat
110 | Jurnalistik tentang “P3 BIN, Jakarta 3 - Juli- 2012

dan SPS”

111 Pertemu‘a‘n klar1ﬁlf’as1 RCTI KP 3 - Juli- 2012
tentang “Dahsyat

112 | Rapimnas Semarang 4 -7 Juli- 2012

Narasumber wawancara '
13 Kompas TV (via telpon) Semarang 6-Juli- 2012

Audiensi dengan anggota

114 DPR R DPRRI 10-Juli- 2012

115 | EUCS Kupang 11-13-Juli- 2012
Narasumber Seminar Purwodadi Jawa

116 | Nasional Pengaruh Media 14-15-Juli- 2012

. Tengah

Teknologi

117 | Rapat Pleno KPI KPI 17-Juli- 2012
Rapat penjurian Anugerah
Budaya Kementrian Kantor .

18 | pendidikan dan Kemendikbud 19-Juli- 2012
Kebudayaan

119 Rapat Internal dengan Tim KP 23-Juli- 2012

Monitoring

Lampiran
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Rapat Timnas Pelatihan
Penanggulangan Bencana
untuk Media Nasional
(LIPI)

Gedung LIPI,
Raden Saleh

23-Juli- 2012

121

122

Pertemuan dengan

TVRI untuk meneruskan
masukan dari MUI terkait
visualisasi Nabi dalam
tayangan “Kisah-Kisah
Islami”

KPI

AGUSTUS 2012

Pertemuan KPI Pusat
dengan Indosiar, KPID Bali,
dan DPRD Bali tentang
sinetron “Sembilan Wali”

KPI

27-Juli- 2012

07-Ags- 2012

123

Briefing dengan tim
pemantauan langsung
dalam buka puasa bersama

KPI

07-Ags- 2012

124

Narasumber dalam
talksow “Dialog Aktual”
TVRI tentang tayangan
Ramadhan

TVRI

08-Ags- 2012

125

Pertemuan dengan KPMG
Sidharta mengenai Early
Childhood

KPI

09-Ags- 2012

126

Narasumber dalam talksow
Berita Satu “Program
Jurnal Siang” tentang iklan
klinik kesehatan

Berita Satu

14-Ags- 2012

127

Pertemuan Trans7 tentang
“Bukan 4 Mata”

KPI

15-Ags- 2012

128

Pertemuan dengan
Kemenkes

KPI

15-Agustus-12

129

Rapat Pleno KPI

KPI Pusat

28-Agustus-12

130

Narasumber dalam Dialog
Publik Tayangan Ramadhan

KPI Pusat

28-Agustus-12

131

Narasumber dalam
Workshop Literasi Media

Pascasarjana
Komunikasi Ul,
Jakarta

30-Ags- 2012
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SEPTEMBER 2012

132

Audiensi dengan lkatan
Dokter Indonesia

KPI Pusat

4-Sep-12

133

FGD

Bogor/Cisarua

4-5 Sept-12

134

Narasumber dalam diskusi
“Trauma dan Pemberitaan
Media” (Yayasan Pulih)

Galeri Saddha,
Gedung FX lt.
7 JL. Jend.
Sudirman

7-Sep-12

135

Narasumber dalam diskusi
dengan para dokter
mengenai peraturan
penyiaran tentang acara
kesehatan

RSCM, Jakarta

11-Sep-12

136

Sosialisasi P3 dan SPS
dalam Diklat TVRI

TVRI

11-Sep-12

137

Konsultasi KPID Papua
Barat tentang isi siaran

KPI

14-Sep-12

138

Pertemuan klarifikasi
Trans7 “Redaksi Sore”

KPI

17-Sep-12

139

Klarifikasi Metro TV “Metro
Hari Ini” kasus Rohis

KPI

17-Sep-12

140

Narasumber Rakor
Penyiaran se-NTT dan
Workshop Penyiaran
“Pemerataan Informasi
Melalui Penyiaran untuk
Memperkokoh NKRI”

Mbay, Kab.
Nagekeo, NTT

19 - 21 Sept-12

141

Menghadiri KPID Bali
Award

Denpasar

21-Sep-12

142

Dialog antara Metro TV
dengan MUI, Indonesia
Media Watch, Forum
Silaturahmi Lembaga
Dakwah Kampus, Ikatan
Rohis se-Jabodetabek
tentang kasus Rohis

KPI

24-Sep-12

127
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Dialog tentang penayangan
satwa yang dilindungi
dengan MNC TV terkait
tayangan “Aladdin”

143 KPI 25-Sep-12

Pertemuan dengan Global
144 | TV membahas tentang KPI 25-Sep-12
“Obsesi”

Pertemuan klarifikasi TVRI
“Laporan Internasional”
mengenai memelihara
kekerasan di Guantanamo

OKTOBER 2012

Pertemuan dengan TransTV
146 | tentang penjatuhan sanksi KPI 01-Okt-12
“Redaksi Kontroversi”

145 KPI 27-Sep-12

Pertemuan Pokja

147 | Kesehatan “KPI-Kemenkes- KPI 05-Okt-12
Polri-IDI-MUI”
148 | Rapat Anugerah KPI KPI 09-Okt-12

Padang, Sumatra

149 | Sosialisasi P3 dan SPS 2012 05-07-Okt-12
Barat
150 | Rapat Anugerah KPI KPI 19-Okt-12
151 | Konsultasi KPID Papua KPI 19-Okt-12
Barat tentang isi siaran
Narasumber Workshop .
152 | Peningkatan SDM LP (kpip | otetKartika- i o5 4 oke-12
Pontianak
Kalbar)
153 Konsultasi KPID Kaltim KPI 25-0kt-12

tentang isi siaran

Konsultasi KPID Riau
154 tentang KPID Award KPI 25-Okt-12

155 | Sosialisasi P3 dan SPS 2012 Mataram, NTB 28 - 30 Okt-12
Narasumber dalam
156 ;Zﬁal:tiﬂahna% (KPID e | 31 0KE- 1 Nov- 12
Kalbar)
Lampiran
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157 | Rapat Anugerah KPI KPI 2-Nov-12
dengan juri musik
Rapat Anugerah KPI Neu.
158 dengan TVRI TVRI 2-Nov-12
Dialog dengan TV One
159 | dan Metro TV tentang KPI 5-Nov-12
netralitas isi siaran
Dialog dengan Trans TV
160 | dan Remotivi mengenai KPI 5-Nov-12
“Reportase Investigasi”
Narasumber worksho Hotel Harmoni
161 ) . . P One Batam 5- 7 Nov- 12
literasi media (KPID Kepri)
Center, Batam
162 | Rapat Workshop P3 SPS KPI 8-Nov-12
Dialog tentang penayangan
163 | iklan partai antara MNC KPI 9-Nov-12
Group dengan stakeholder
164 Dialog de.n‘g‘,an TransTV” KPI 9-Nov-12
mengenai “Sexophone
Narasumber Sosialisasi
P3 dan SPS 2012
dengan tema: “ Dengan .
Kota Sungai
165 | Pemahaman P3SPS Penuh, Kerinci, 11- 13 Nov- 12
Membentuk Sinergi Jambi
Masyarakat Cerdas
Bermedia Menuju Jambi
Emas 2015”
166 | Kunjungan ke O’Channel O’Channel 14-Nov-12
167 | Rapat juri Anugerah KPI KPI 14-Nov-12

129
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168 | Rapat Anugerah KPI TVRI 14-Nov-12

Narasumber dalam
169 | Perkemahan Puteri Jambi 18-Nov-12
Nasional (Perkempinas)

Workshop P3 dan SPS 2012
bagi TVRI

170 KPI 20-Nov-12

Narasumber dalam
171 “Pembentukan Forum BEPETEN 21-Nov-12
Masyarakat Peduli Siaran”

172 | Rapat Anugerah KPI KPI 22-Nov-12

173 | Rapat Anugerah KPI TVRI 22-Nov-12

Narasumber dalam
174 | Seminar Literasi Media Serang, Banten 23-Nov-12
(KPID Banten)

Penjurian dan menghadiri

175 KPID Lampung Award Bandar Lampung 24- 25 Nov- 12
176 | Rapat isi siaran KPI 26-Nov-12
177 | Rapat Anugerah KPI KPI 26-Nov-12
178 | Rapat Pleno KPI KPI 28-Nov-12
179 | Rapat di Ul Kampus Ul Depok 29-Nov-12

Narasumber seminar .
180 Literasi Media UKI, jakarta 30-Nov-12

DESEMBER 2012
Rapat Juri Anugerah KPI

181 Kategori Khusus KPI 3 - Des-12
182 | Rapat isi siaran KPI 3 - Des- 12
183 | Rapat Juri IBF Award Ke“;e”te”a” 3 - Des- 12
gama
Lampiran
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184 | Rapat Anugerah KPI TVRI 4 - Des- 12

185 Rapgt Anugerah KPI Juri KPI 4 - Des- 12
Musik

186 Rapat Anugerah KPI Juri KPI 4 - Des- 12
Dokumenter

187 | Rapat Anugerah KPI TVRI 6 - Des- 12

188 | Rapat Anugerah KPI KPI 10 - Des- 12

189 | Malam Anugerah KPI TVRI 11- Des- 12
Narasumber dalam

190 | Seminar Literasi Media Banten 12- Des- 12
(KPID Banten)
Konsinyering penguatan 44 i

191 pemantauan KPID Bandung 12- 14- Des- 12
Sosialisasi peraturan

192 | penyiaran tentang Maumere, NTT 14-16 Des- 12
Pemilukada

193 | Rapat Juri KPID Award Riau | Pekanbaru, Riau 17-19 Des -12

194 Egrat Evaluasi Anugerah KPI 20 - Des- 12

Studio Perspektif

195 Narasumber Qalam Baru, Fatmawati, 21 - Des- 12

talkshow radio
Jaksel

196 g‘i‘;zghad‘” KPID Award Pekanbaru, Riau |  22-23- Des -12
Narasumber dalam

197 | Seminar Literasi Media Banten 27- Des -12
(KPID Banten)

198 Narasumber dalam Dialog KPI 28 - Des -12

Refleksi Akhir Tahun
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Lampiran lll
Pemantauan Langsung

ALUR KERJA PEMANTAUAN LANGSUNG

Alur Kerja Pemantauan Langsung 2012

Hasil Analisa Awal Real Time Oleh Tim Analis

(Temuan Pe ran De io al)

Dropping, Verifikasi, Permintaan Tayangan Oleh Tim Tenaga Ahli
(Droping, P 3 1] ukti pelanggaran,

LEMBAR KODING PEMANTAUAN LANGSUNG

1. Haritanggsl
2. Stasun !
3. Coder
=
No | Jam Tayang Programiidul Acara Time Cade Desiripsi Audio Visusl “Passl
) Pay i coan Tenaga £ -
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Lampiran IV
Kumpulan Berita

KPI Dukung Uji Materi UU Penyiaran
Senin, 09 Januari 2012 00:00

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPl) menyatakan dukungannya terhadap
uji materi (judicial review) terhadap Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU No.32
tahun 2002 tentang Penyiaran.

Menurut Anggota KPI Pusat, Ezki Suyanto, keluarnya keputusan tafsir tersebut
dapat membantu mengatasi perbedaan persepsi terhadap regulasi tentang penyiaran
yang terjadi belakangan ini.

“Kalau fatwa MK keluar nanti bisa kita sepakati apa yang akan kita lakukan;
kata Ezky, Minggu, 8 Januari 2011. Menurutnya, yang terjadi selama ini justru perbedaan
pendapat di antara pengelola regulasi penyiaran.

Ezky mencontohkan ketika pihaknya memberikan larangan terhadap pemusatan
kepemilikan usaha berdasarkan ketentuan UU Penyiaran, pihak lain pemerintah, yakni
Kemeninfo, justru mengizinkannya dengan dasar Peraturan Menteri (Permen). Multitafsir
inilah yang perlu diperjelas.

Tak hanya itu, Ezky pun mengharapkan agar UU Penyiaran dapat menjadi satu-
satunya regulasi yang menjadi acuan (lex specialis) untuk menyelesaikan persoalan
penyiaran. “Kami mengharap UU Penyiaran itu menjadi sesuatu yg lex specialis;
tandasnya.

Seperti diketahui, pekan depan (10/1) Mahkamah Kosntitusi (MK) akan mulai
menggelar persidangan judicial review Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (4) UU No
32 tahun 2002 tentang Penyiaran terhadap terhadap Pasal 28 F dan Pasal 33 Undang-
Undang Dasar 45.

Uji materi ini diajukan oleh Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran
(KIDP) untuk memberikan kejelasan tafsir atas penguasaan atau pemusatan kepemilikan
usaha.
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KPI: “Indigo” Trans TV Harus Dibuat Rasional
Rabu, 18 Januari 2012 15:54

Jakarta - Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Bidang Isi Siaran,
Ezki Suyanto meminta kepada pihak Trans TV untuk merasionalisasikan program siaran
“Indigo” Trans TV. Ezki menyarankan agar program “Indigo” Trans TV menggunakan
pendamping untuk menjelaskan secara logis fenomena yang ada dalam acara tersebut.

“Indigo harus dibuat rasional dengan menggunakan pendamping yang bisa
menjelaskan secara logis, jika ada mistik ya sebut saja acaranya mistik. Penggunaan
illustrasi jika memang harus ada maka harus hati-hati, jangan sampai ilustrasi justru
mengarahkan acara tersebut menjadi berbau mistik dan horor; ujar Ezki.

Dalam dialog antara komunitas indigo (Indigo Community) dengan Trans TV
yang difasilitasi oleh KPI Rabu, 18 Januari 2012 di Kantor KPI Pusat, Dicky Zaenal Arifin
dari Indigo Community menyampaikan bahwa sebelumnya ia terlibat dalam program
siaran “Indigo” Trans TV dan menjadi co-pilot namun ujungnya program menjadi berbau
mistik dan tidak ada penjelasan logis, kebanyakan yang sering ditampilkan adalah
horornya, bukan dari sisi prestasi dari anak-anak Indigo.

“Musik dan suasananya dibuat horor, kami khawatir Indigo ter-branding
menjadi sesuatu yang horor; ungkap Aditya dari Indigo Community. Awalnya, Aditya
berharap program ini dapat mengangkat komunitas anak-anak dengan indigo sehingga
masyarakat mengenal apakah indigo tersebut.

Dicky Zaenal menyarankan agar dalam penyajiannya harus ada unsur
pendidikannya sekaligus menghibur. Menurut Dicky, yang harus diperhatikan juga
adalah dampaknya kepada masyarakat, Dicky khawatir anak-anak dengan indigo yang
menjadi sorotan masyarakat.

Di sisi lain, Satrio Arismunandar Produser Eksekutif Trans TV sejak awal Trans
TV tidak memasukkan program ini ke dalam program mistik. Menurut Satrio, Trans TV
sangat terbuka dengan berbagai masukan dan berharap juga ada bimbingan yang lebih
jelas lagi tentang indigo.

Wakil Ketua KPI Pusat Nina Mutmainnah berharap ada perbaikan dari program
“Indigo” Trans TV dan masukan dari Indigo Community agar diperhatikan oleh Trans TV
sehingga masyarakat dapat gambaran yang tepat dan utuh terhadap Indigo.
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P3SPS Perlu Sisipkan Etika Siaran Kesehatan
Rabu, 08 Pebruari 2012 23:55

Jakarta - Para dokter yang tergabung lkatan Dokter Indonesia (IDI) menilai
tayangan mengenai pengobatan tradisional, iklan herbal, dan talkshow mengenai
kesehatan, banyak yang tidak sejalan dengan etika kedokteran. Penggunaan atribut
kedokteran dalam tayangan tersebut dianggap melanggar aturan dan bisa dikenakan
sanksi hukum.

Prof. F.A Muluk, salah satu dewan pembina IDI, menyatakan UU Kesehatan
tahun 2009 melarang praktek-praktek pengobatan yang menggunakan rambu-rambu
kedokteran jika profesinya bukan seorang dokter. “Penggunaan alat-alat kedokteran
seperti stetoskop dan membawa alat USG dan yang lainnya, jika dibawakan oleh orang
yang bukan dokter sifatnya kriminal, jelasnya di depan para peserta diskusi mengenai
tayangan pengobatan tradisional dan talkshow mengenai kesehatan yang banyak
menimbulkan pro kontra di kantor IDI, kawasan Menteng, Jakarta, Rabu, 08 Februari
2012.

Hal senada juga diungkapkan salah satu anggota IDI, Dokter Aldrin. Menurutnya,
praktek pengobatan yang memakai atribut dokter padahal mereka bukan dokter bisa
dijerat hukuman 5 tahun penjara. Sanksi yang diberikan tujuannya untuk memberikan
perlindungan masyarakat. ‘Apalagi ini banyak berhubungan dengan dunia periklanan.
Dalam UU Kesehatan, melarang iklan yang belum ada bukti kebenarannya. Ini sangat
penting bagi media yang menyiarkannya karena media itu berfungsi memberikan
pembelajaran bukan sebaliknya; katanya.

Sementara itu, Sekjen IDI, Slamet Budiharjo, menilai perlu adanya kesepakatan
antara KPI, IDI dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (P31) mengenai tata
cara penayangan acara yang berhubungan dengan pengobatan, iklan dan talkshow
mengenai kesehatan dengan cara tradisonal atau alternatif. “Upaya ini untuk
memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kami punya kewajiban menyampaikan
sesuatu yang kurang pas yang selama ini ditayangkan televisi dan radio. Kami juga
berharap diskusi ini dapat berkesinambungan dan nantinya bisa dikonkritkan dalam
bentuk MoU," pintanya.

Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto, menyambut baik keinginan IDI menjalin
kerjasama dengan pihaknya. KPI, kata komisioner bidang Isi Siaran ini, siap membantu
dan memberikan informasi yang dibutuhkan IDI. Sebaliknya, KPI juga mengharapkan
masukan IDI mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tata cara dan etika profesi
kedokteran dalam sebuah siaran. “Masukan-masukan yang diberikan IDI dapat menjadi
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pertimbangan kami dalam revisi P3SPS yang akan masuk tahap finalisasi dalam waktu
dekat; jelasnya.

KPI akan menjadwalkan adanya forum pertemuan antara IDI dengan lembaga
penyiaran. “Pertemuan itu diharapkan bisa menjadi ajang penyampaian keresahan yang
dirasakan IDI] tambah Ezki.

Anggota KPI Pusat lainnya, Nina Mutmainnah, turut hadir dalam diskusi
tersebut, menjelaskan bahwa P3SPS KPI merupakan aturan wajib bagi LP untuk
dipatuhi. Sayangnya,dalam P3SPS KPI tahun 2009 tidak ada aturan tentang pengobatan
tradisional dan iklan obat-obatnya. “Karena itu kami menunggu masukan dari IDI
mengenai hal ini; tuturnya.

Acara diskusi yang berlangsung hingga sore hari, juga dihadiri perwakilan dari
P31, lembaga penyiaran, dan stakeholder terkait.

KPI dan BKKBN Rintis Kerjasama

Jumat, 10 Pebruari 2012 15:16

Jakarta - Komisi
Penyiaran  Indonesia  (KPI)
bersama Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) membahas
rencana MoU (Memorandum of
Understanding). MoU ini dalam
upaya melindungi kepentingan
keluarga sertamengembangkan
kembali  program  keluarga
berencana yang akhir-akhir ini
terlupakan.

Direktur Hubungan
Antar Lembaga BKKBN, Yunus
Patriawan Noya mengatakan,
keinginan BKKBN melakukan kerjasama dengan KPI karena pihaknya butuh mitra
dan dukungan terutama dalam upayanya mengembangkan serta menyosialisasikan
program kependudukan dan keluarga berencana.

“Kampanye mengenai keluarga kecil dalam iklan atau program siaran di media
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tidak sejalan dengan tujuan kami. Misalnya, dalam salah satu iklan di televisi tidak
menggambarkan atau menceritakan sebuah keluarga kecil yakni dua anak saja. Yang
diceritakan dalam iklan justru anaknya lebih banyak. Hal-hal seperti ini tak sejalan
dengan program kampanye kami. Tidak hanya iklan, dalam sinetron pun demikian,
jelas Yunus disela-sela membuka diskusi yang berlangsung di ruang rapat Direktorat
Hubungan Antar Lembaga, Jumat, 10 Februari 2012.

Menurut Yunus, kelembagaan KPI sebagai regulator penyiaran di Indonesia
memiliki kewenangan menyampaikan dan memberikan penjelasan kepada media
penyiaran untuk ikut menyukseskan program BKKBN. “Ini demi tercapainya tujuan dari
kami yakni keluarga kecil, bahagia dan sejahtera; katanya.

Terkait tawaran kerjasama itu, Anggota KPI Pusat bidang Isi Siaran, Nina
Mutmainnah, menyatakan menyambut dengan baik. Menurutnya, tujuan dan ide dari
BKKBN sejalan dengan pihaknya. ‘Ada hal-hal yang saya pikir klop yakni kita bisa
bersama-sama menyampaikan kampanye yang menjadi tujuan utama BKKBN. Ini demi
kepentingan publik; lanjut Nina.

KPI akan bantu BKKBN dengan bicara ke lembaga penyiaran dan mendorong
mereka supaya menyiarkan program-program siaran yang sesuai dengan tujuan BKKBN
yakni keluarga kecil bahagia dan sejahtera. “Saya juga menyarankan BKKBN melakukan
kerjasama dengan P3l untuk tayangan iklannya; jelas Nina.

Ditempat yang sama, Anggota KPI Pusat bidang Kelembagaan, Idy Muzayyad,
mengutarakan bahwa pihaknya selalu membuka pintu kerjasama dengan instansi atau
lembaga manapun. Kerjasama dengan BKKBN sesuai harapan. “Ini kredit poin bagi KPI.
Kita sudah mampu membuat benih kerjasama dan akan di konkritkan. Saya harap MoU
ini lebih cepat dilaksanakan; sambutnya.

Idy juga menyampaikan peluang bagi BKKBN menggunakan ruang iklan
layanan masyarakat (ILM) di lembaga penyiaran. UU Penyiaran memberikan peluang
beriklan komersil kepada lembaga penyiaran sebanyak 20% dari total siaran. Dari 20%
jatah iklan, sebanyak 10% mewajibkan disisipi ILM. “Sayangnya, ruang tersebut belum
dijalankan dan masih sedikit sekali,; ungkapnya.

Mengenai rencana BKKBN menjadikan dan meramaikan bulanJuni sebagai bulan
keluarga, KPl menyatakan setuju dan siap mendukung. “Ini juga bisa dibicarakan ke
lembaga penyiaran. Isi siaran di bulan Juni bisa seiring dengan pesan bulan keluarganya
seperti bulan Februari dengan bulan kasih sayang; timpal Nina.

Lampiran

138



DEMI MILIK PUBLIK

Diskusi KPI-Trans Corp: Hindari Tayangan Sensitif

Selasa, 14 Pebruari 2012
00:28

Jakarta - Lembaga
Penyiaran diminta lebih
teliti dan berhati-hati ketika
menayangkan program
acara seperti komedi, live
(siaran  langsung)  dan
infotainmen. Program-
program tersebut dinilai
sering bersinggungan hal
sensitif.

Hal-hal yang
dikhawatirkan muncul
dalam tayangan yakni
candaan dengan olok-olokan mengenai hal fisik, kejiwaan, isu traumatik seperti korban
perkosaan, wawancara anak dibawah umur mengenai persoalan di bawah umur dan
tidak etis, pelecehan terhadap profesi seperti guru, dan kostum artis yang digunakan
saat siaran langsung.

Ezki Suyanto, Wakil Ketua KPI Pusat mengatakan, satu hal yang perlu
diperhatikan lembaga penyiaran yakni keterlibatan anak-anak untuk urusan yang bukan
dunianya. Menurut Ezki, anak-anak tidak boleh dimintai pendapat atau diwawancara
untuk persoalan yang bukan urusan mereka seperti kasus perceraian kedua orangtua
dan obrolan soal hal-hal dewasa.

“Soal yang melibatkan anak-anak jangan lah. Ini sangat sensitif. Tolong hati-hati
kalau mau wawancara mereka jika mereka tidak punya kapasitas menjawab pertanyaan
tersebut. Kami tidak ingin hal ini terjadi lagi. Anak-anak patut mendapat perlindungan;
tegas Ezki dalam diskusi yang melibatkan semua elemen produksi dan redaksi Grup
Trans Corp (Trans TV dan Trans 7) di Gedung Trans Corp, Senin, 13 Februari 2012.

Nina Mutmainnah, Anggota KPI Pusat yang merangkap Koordinator Isi Siaran,
mengkhawatirkan umpatan-umpatan kejiwaan seperti orang gila oleh pengisi acara
lawakan atau acara apapun terutama saat siaran langsung. “Memang untuk program
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recorder ucapan-ucapan tersebut sudah di bib, tapi saya sangat khawatir jika itu siaran
langsung. Saya selalu deg-degan, katanya.

Selain itu, Nina meminta supaya pihak Trans lebih berhati-hati mempersiapkan
sebuah program live terutama mengenai cara berpakaian. “Jangan sampai kejadian
yang pernah kami keluhkan soal pakaian agnes saat manggung terulang kembali. Kami
juga mendapat banyak pengaduan masyarakat mengenai tampilan waria. Kami tidak
melarang waria atau banci tampil di TV, yang kami minta tolong jaga penampilannya.
Selain itu, kami mengkhawatirkan anak-anak jadi ikutan meniru, keluh Nina.

Wakil dari Lentera,menambahkan bahwa traumayang diderita korban kekerasaan
seksual tidak bisa diselesaikan dengan cara instant. Ini sangat sulit di lupakan merek.
Pemulihan itu bisa menjadi 15 tahun dan itu tidak membuat mereka baik-baik saja.“Saya
tidak pernah berani nanya kepada korban mengenai kronologis kejadian yang mereka
alami. Kami takutkan bisa menyakitkan mereka. Karena itu, kami merasa sangat sedih
dengan adanya bercandaan mengenai hal-hal yang sensitif mengenai ini; jelasnya.

Menurut Idy Muzayyad, Anggota KPI Pusat bidang Kelembagaan, internal self
sensorship yang dijalankan lembaga penyiaran dinilai dapat meminimalisir benturan
dengan persoalan sensitif tersebut. Meskipun terkadang ada hal-hal yang terlepas,
setidaknya internal sensor membuat banyak perubahan, lanjutnya.

Menyikapi keluhan soal surat teguran yang disampaikan KPID kepada pihak
Trans TV dan Trans 7. Dadang Rahmat Hidayat, Anggota KPI Pusat bidang Isi Siaran
menjelaskan, bahwa KPI Pusat dan KPID tidak memiliki hubungan struktural dan sifatnya
independen. Menurutnya, teguran yang disampaikan KPID itu diperuntukan bagi Trans
TV dan Trans 7 di daerahnya.

Azimah Soebagijo,Anggota KPI Pusat bidang Kelembagaan memandang, teguran
yang disampaikan KPID dasarnya adalah semangat kearifan lokal dari UU Penyiaran.
Setiap daerah itu memiliki standar yang berbeda dalam menyikapi setiap aspek dari
siaran yang masuk ke daerahnya. “Ini yang membuat mereka berbeda; jelasnya.

Sementara itu, Mochamad Riyanto, Ketua KPI Pusat, cukup senang dengan
pertemuan seperti ini. Selain sebagai ajang silahturahmi, hal ini dapat membentuk
kesamaan persepsi mengenai sebuah aturan penyiaran seperti P3SPS.“Model pertemuan
seperti ini sebaiknya juga diikuti oleh lembaga penyiaran lainnya; kata Riyanto saat
menutup jalannya pertemuan.

Dalam pertemuan itu, turut hadir Anggota KPI Pusat bidang Perizinan,
Judhariksawan dan perwakilan dari LSF. Jalannya pertemuan berlangsung akrab dan
serius hingga sore hari.
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KPI Akan Buat Konten Pay TV

Rabu, 29 Pebruari 2012 00:00

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menilai potensi pasar televisi
berlangganan atau Pay TV di Indonesia masih sangat terbuka. Namun seiring masih
leganya potensi tersebut, operator Pay TV diharapkan dapat memberikan kualitas dan
tontonan yang baik bagi pelanggan. Hal itu disampaikan Anggota KPI Pusat, Dadang
Rahmat Hidayat, ketika menjadi salah satu pembicara di acara CASBAA dengan tema
“Indonesia in View: Growing Pay TV” di Hotel Mulia Senayang, Rabu, 29 Februari 2012.

Meski pasar Pay TV Indonesia cukup terbuka, kondisinya tidak diiringi dengan
perkembangan regulasinya. Sampai saat ini, kata Dadang, tidak banyak perubahan
aturan mengenai Pay TV semenjak UU Penyiaran lahir. “Baik itu mengenai infrastruktur
maupun aturan soal kontennya, ungkapnya.

Bahkan, lanjut Dadang, KPI belum membuat aturan yang mengatur secara
khusus isi konten Pay TV. Aturan untuk Pay TV masih mengikuti Pedoman Perilaku
Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) KPI yang mengikat secara umum
lembaga penyiaran. Menurut Dadang, pihaknya dalam waktu dekat segera membuat
aturan mengenai konten Pay TV. “Kami sedang mengumpulkan dan membahas
mengenai hal ini; katanya.

Dalam kesempatan itu, Dadang meragukan rencana pemerintah yang
akan mengeluarkan moratorium perizinan lembaga penyiaran. Pasalnya, rencana
penghentian itu akan menjadikan persoalan penyiaran menjadi kompleks. Menurut

mantan Ketua KPID Jabar tersebut, di
beberapa daerah di tanah air masih
?ugbm =Y oxm=~ irdeto SES e X banyak yang belum mendapatkan siaran
i alias blank spot. Padahal kondisi itu
bisa diminimalisir dengan keberadaan
lembaga penyiaran baru.

Sementara itu, wakil dari
Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemen Kominfo), Syaharuddin,
menyampaikan jumlah operator Pay
TV yang sudah mendapatkan izin dari
Pemerintah sebanyak 13 lembaga penyiaran.Jumlah itu akan bertambah seiring makin
banyaknya pemohon yang mengajukan izin penyiaran.

“Kami juga sedang mengkaji mengenai berapa jumlah operator yang pantas
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dalam satu wilayah layanan siaran. Kita mencoba mengatur kompetisinya karena
terlalu banyak operator membuat tidak sehat persaingan atau kompetisinya. Kami akan
membicarakan hal ini dengan KPI karena KPI yang mengeluarkan rekomendasi bagi
pemohon izin LPB; jelas Syaharuddin.

Dalam kesempatan yang sama,John Medeiros, Deputy CEO CASBAA, menyatakan
sependapat dengan KPI jika Pay TV harus di atur berbeda dengan televisi Free to Air.
Pasalnya, penonton Pay TV lebih selektif dan ada parental lock. “Ini bisa mencegah anak-
anak menonton tayangan yang tidak pantas tadi, katanya.

Acara yang berlangsung hingga sore hari tersebut, turut dihadiri Wakil Ketua KPI
Pusat, Ezki Tri Rezeki Widianti dan Anggota KPI Pusat,Judhariksawan. Di awal pertemuan,
Ezki menyampaikan pidoto sambutan sebelum pembukaan acara tersebut.

LSM Rumah Peradaban Minta KPI Perjuangkan Hak Publik
Jumat, 02 Maret 2012 15:21

Jakarta-Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) diminta untuk terus berjuang membela
hak-hak atau kepentingan publik. Permintaan tersebut disampaikan LSM Rumah
Peradaban kepada Anggota KPI Pusat, Dadang Rahmat Hidayat dan Nina Mutmainnah,
di kantor KPI Pusat, Kamis, 1 Maret 2012.

“Mari kita bersama-sama berjuang dan kami akan menjadi mitra. Kita berjuang
untuk generasi Indonesia yang lebih baik. TV adalah salah satu media yang bisa
mencerdaskan bangsa. Kita bisa bekerjasama membangun Indonesia yang lebih baik
dan punya tayangan yang berkualitas. Ini ada dukungan dari kami, memang belum
banyak, 5600 dukungan, tutur Nila K, koordinator dari LSM Rumah Peradaban.

Selain meminta KPI untuk terus berjuang, LSM yang bergerak di bidang sosial,
lingkungan hidup, ekonomi dan pendidikan ini, menyampaikan berbagai keluhan
mengenai tayangan televisi. Menurut Nila, hampir semua muatan televisi kurang aman
dan tidak edukutif khususnya bagi anak. Padahal, televisi dibutuhkan publik sebagai alat
untuk mengedukasi dan penyampai informasi bagi mereka.

“Siaran televisi ini kan menggunakan ranah publik, harusnya siarannya baik
untuk publik. Seharusnya televisi menyalurkan hal-hal baru dan baik, tapi kok malah
jadi kebablasan,” keluh Nila yang mengatasnamakan perwakilan orang tua sekaligus
anak muda.

Keluhan yang sama juga disampaikan Nia, anggota dari Yayasan Kita dan Buah
Hati. Pihaknya, kata Nia, sering bertemu dengan anak-anak dan kebanyakan dari anak-
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anak tersebut sudah ada yang terkontaminasi pornografi dan itu sebagian besar melalui
televisi. “Terakhir tayangan iklan Torpedo dan XL. Bisa tidak iklan seperti XL tidak pakai
pelukan; sahutnya.

Sementara

itu, Dadang Rahmat
Hidayat, Anggota KPI
Pusat bidang Isi Siaran,
menyambut baik
dukungan dan tawaran
kerjasama dari LSM
Rumah Perbadaban.
Menurutnya, dukungan
dan  kerjasama  ini
sangat bermanfaat bagi
KPI dalam menjalankan
pekerjaannya.
Saya selalu
bersemangat kalau
ada  dukungan dari
masyarakat seperti ini.
Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kami. Untuk sekarang, gerakan dukungan ini
sangat bermanfaat bagi kami. Kami akan semaksimal mungkin menyehatkan media.
Kami mohon maaf jika kami belum maksimal melakukan tugas kami. Kritik kami untuk
lebih baik serta mendorong dan memperkuat KPI, pinta Dadang yang langsung diamini
Nina Mutmainnah, Anggota KPI Pusat bidang Isi Siaran lainnya.

Menurut Nina, KPI memang sangat membutuhkan dukungan dan bantuan
publik. Saat ini, jelas Nina, pihaknya sudah melakukan pemantauan 100%. “Tapi, kami
tetap membutuhkan pengaduan dari publik. Nanti pengaduan itu akan kami berikan
ke lembaga penyiaran; katanya di depan belasan orang perwakilan dari LSM Rumah
Peradaban.
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KPI: “Tutur Tinular” Melenceng Dari Cerita Asli
Selasa, 06 Maret 2012 10:00

Jakarta - Komisi Penyiaran
Indonesia  (KPl)  menyampaikan
aduan yang masuk tentang sinetron
“Tutur Tinular” kepada pihak Indosiar
pada hari Senin, 5 Maret 2012 di
kantor KPI Pusat, Jakarta. Anggota
KPI' Pusat Nina  Mutmainnah
menyampaikan, banyak aduan yang
menyatakan sinetron “Tutur Tinular”
Indosiar melenceng dari cerita asli.

Nina menambahkan, banyak
yang mengadu bahwa kebudayaan
yang ditampilkan dalam sinetron tersebut tidak sesuai dengan cerita asli seperti tokoh-
tokohnya, penampilan para pemeran dilihat dari pakaiannya dan adegan sensual.

Pihak Indosiar yang hadir menyatakan, sinetron “Tutur Tinular” hadir karena
permintaan penggemar dan diproduksi oleh Production House (PH), sinetron tersebut
adalah cerita fiksi bukan cerita yang berlatar belakang sejarah.

“Soal melenceng itu memang soal tafsiran, tetapi tolong aduan ini diperhatikan,
mungkin aduan ini juga berasal dari para pecinta Tutur Tinular; ujar Nina.

Wakil Ketua KPI Pusat Ezki Suyanto yang turut hadir mengatakan, jika dilihat
dari jam tayang, sinetron ini hadir pada saat banyak remaja masih menonton tv.
Menurut Ezki, sinetron tersebut tetap ada setting sejarah, hal ini harus diperhatikan.

“Walaupun fiksi tetap didalamnya ada setting-an sejarah, harus diperhatikan
karena agak sensitif; papar Ezki

Nina Mutmainnah meminta agar Indosiar memperhatikan pengaduan ini.
Pihak Indosiar menyatakan akan menyesuaikan tokoh-tokoh di dalamnya dan terkait
pakaian, pihak Indosiar akan bicara kepada PH.Red
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Dikusi Pekan Komunikasi Ul: Frekuensi Harus Dimanfaatkan Bagi Kepentingan Publik
Jumat, 09 Maret 2012 18:00

Jakarta - Frekuensi yang digunakan televisi merupakan ranah publik, karena itu
keberadaan televisi harus dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemaslahatan publik.
Pendapat tersebut disampaikan Roy Thaniago, perwakilan dari remote TV, di sela-sela
diskusi bertema “Masih Kreatifkah Industri Pertelevisian di Indonesia” meyambut Pekan
Komunikasi Universitas Indonesia (Ul) di Pusat Perpustakaan Ul, Kamis, 8 Maret 2012.

Sayangnya, kata Roy, 60% mahasiswa yang dimintai keterangan Remote
TV dalam penelitiannya tidak mengetahui jika frekuensi yang digunakan televisi
merupakan milik publik.

Roy juga menyoroti kondisi saat ini yang terjadi di masyarakat yang begitu
percaya kepada media. “Kondisi politik sekarang, publik sudah dipintarkan mengenai
hal ini oleh media. Media harusnya mengangkat hal-hal mengenai publik. Kebebasan
media juga harus diawasi oleh masyarakat; jelasnya.

Nurul Utami, mahasiswa fakultas komunikasi Ul, menyatakan sependapat
dengan Roy. Menurutnya, penonton itu hanya dijadikan objek oleh media. Perlu ada
satu solusi yang dipertimbangkan. “Memang kita tidak bisa mengandalkan TV sebagai
pembentuk karakter bangsa, tapi masih banyak masyarakat yang sangat tergantung
pada TV. Bagaimana TV bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat yang butuh hiburan
dan masyarakat yang butuh isi TV yang baik; tuturnya.

Nina Mutmainnah, anggota KPI Pusat bidang Isi Siaran yang menjadi salah
satu pembicara pada diskusi, menyatakan bahwa tidak semua fakta harus ditampilkan
dalam siaran televisi. Jika pun harus ditampilkan mesti nurut dengan aturan yang ada.
“Media penyiaran itu menggunakan highly regulated; tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Nina mendorong televisi untuk berperspektif gender.
Pasalnya, potret perempuan di tanah air terbilang menyedihkan. Menurut data, hanya
23% perempuan Indonesia yang menikmati dunia pendidikan tinggi. Bahkan, angka
kematian ibu menempati peringkat paling tinggi.

Nina pun berharap setiap orang yang masuk di industi penyiaran, dapat
membuat perubahan walau sekecil apapun dan menjadi virus yang baik. “Namun saya
khawatir, jika nanti anda anda masuk ke industry merasa tidak bisa mengubah dan
melakukan perubahan tersebut, keluhnya.

Sementara itu, Bambang Elfiantono, perwakilan Trans 7, menyatakan kreatifitas
itu bagaimana cara melihat sesuatu dari perspektif yang berbeda, mencari alternatif
unik, dan referensi tentang budaya serta pemikiran.“Saya melihat kreatifitas itu adalah
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sintesa dialektik. Untuk menjadi kreatif kita harus memiliki wawasan, katanya.

Menurut Bambang, permasalahan di TV itu tidak hanya soal kreatifitas. Kreatifitas
ini adalah salah satu unsur dalam kegiatan bisnis TV. “Industri TV itu membutuhkan duit
yang besar, tapi memang seharusnya karena menggunakan frekuensi publik harus ada
tanggungjawab sosial. Kreatifitas harus bisa dijual, disukai penonton, dan menampilkan
pengisi acara yang mampu menarik banyak penonton, jelasnya.

TVRI Penuhi Panggilan Klarifikasi
Rabu, 14 Maret 2012 20:00

Jakarta - TVRI memenuhi panggilan KPI Pusat untuk mengklarifikasi tayangan
program acara “Indonesia Sehat” edisi tanggal 8 Maret 2012 yang dinilai berpotensi
melanggar P3 dan SPS KPI, Rabu, 14 Maret 2012. KPI Pusat mendapati adanya
penayangan gambar yang tidak pantas disiarkan kepada publik pada tayangan acara di
edisi tersebut.

Dalam klarifikasi itu, TVRI diwakili langsung Direktur Program dan Pemberitaan
TVRI, Yon Anwar, dan Netty Herlina. Yon dan kesempatan itu, menyampaikan permintaan
maaf terkait penayangan gambar tersebut. “Kami berterimakasih telah diingatkan dan
ini menjadi intropeksi kita kedepannya, tuturnya kepada Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki
Suyanto dan Anggota KPI Pusat lainnya, Nina Mutmainnah.

Menurut Ezki Suyanto, program acara yang bertemakan talk show kesehatan
secara konten tidak bermasalah, yang bermasalah hanya pada tayangan gambarnya.

Hal itu langsung diiyakan Nina. Menurut Nina, menampilkan gambar yang
tidak pantas, seperti wilayah sensitif organ manusia, pada jam berapa pun tidak boleh.
Apalagi pada waktu itu banyak ditonton anak-anak. “Dalam konteks kesehatan kami
sangat mengerti. Tapi, ini ditayangkan di ruang publik dan ini tidak boleh; tegas Nina.

Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, disela-sela pertemuan itu, meminta
kepada TVRI untuk berhati-hati dan menghindari penayang hal-hal sensitif. “Jika tidak
ada visualisasi seperti itu tidak akan bermasalah. Isinya memang bagus, sayangnya
visualiasasinya bermasalah; jelasnya.

Sampai berakhirnya klartifikasi, KPI Pusat belum memutuskan menjatuhkan
sanksi kepada TVRI karena harus melalui mekanisme pleno. “Nanti kami akan panggil
kembali jika sanksi sudah diputuskan, kata Nina.

Menurut Mochamad Riyanto, penjatuhan sanksi jangan dipahami sebagai hal
yang menakutkan, tapi jadikan sebagai pembelajaran untuk lebih baik lagi.
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Orangtua Harus Selektif Pilih Tayangan Buat Anak
Senin, 19 Maret 2012 00:00

Jambi - Orangtua berperan besar memberikan pendidikan literasi media bagi
anak-anaknya. Salah satu peranan itu adalah memberikan tontonan atau siaran yang
baik dan mendidik kepada anak-anak.

“Orang tua dalam literasi media memiliki peranan amat penting dan dalam hal
ini orangtua dapat memilihkan tayangan yang bagus bagi anak-anaknya. Masyarakat
juga harus lebih cerdas dalam memilih tayangan yang bermanfaat, jelas Anggota KPI
Pusat, Nina Mutmainnah, ketika menjadi salah satu narasumber Sosialisasi P3 dan SPS
KPI di Hotel Abadi Suite, Jambi, Senin, 19 Maret 2012.

Tidak hanya memilih tayangan televisi yang menjadi tanggungjawab para
orangtua, internet, games, dan media lainpun harus menjadi perhatian. “Faktor-faktor
selain pengaruh dari tayang televisi juga mempengaruhi anak-anak. Ini harus menjadi
perhatian juga; kata Nina di depan para peserta yang sebagian besar merupakan
perwakilan Muspida dan Pemda Provinsi Jambi.

KPI, kata Nina menambahkan, bukan saja memberikan sanski kepada lembaga
penyiaran tapi juga memberikan edukasi. “Banyak juga tayangan yang jauh lebih baik
setelah dapat teguran dari KPI; tuturnya seperti yang dituliskan dinotulensi.

Nina juga menyampaikan bahwa UU Penyiaran baru muncul pada 2002,
sedangkan industri TV muncul dari pada awal 90-an. Industri ini berkembang maju
dan bisa dikatakan tanpa ada aturan sebelumnya sampai lahirnya UU No. 32 tahun
2002 tentang Penyiaran. “Di negara lain, aturan ada dulu baru industrinya, sedangkan
di Indonesia sebaliknya; kata anggota KPI Pusat bidang Isi Siaran ini.

Hindari Hal Buruk dengan Self Sensorship
Jumat, 23 Maret 2012 00:00

Jakarta - Sesuatu yang buruk dikhawatirkan terjadi jika lembaga penyiaran tidak
melakukan penyesoran atau filter. Karena itu, fungsi self sensorship pada setiap lembaga
penyiaran khususnya televisi menjadi keniscayaan.

Menurut Anggota KPI Pusat, Nina Mutmainnah, ketika menjadi narasumber
pada Rakernis Humas Polri Se-Indonesia di Hotel Golden Boutique Melawai, Kamis, 22
Maret 2012, fungsi self sensorship pada setiap stasiun televisi harus dijaga baik-baik
untuk menghindari munculnya hal-hal yang buruk pada tayangan.
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Untuk menghindari hal buruk tersebut, hal lain yang harus dilakukan lembaga
penyiaran adalah mengembalikan fungsi utamanya sebagai perekat sosial, pendidikan,
hiburan yang baik dan kontrol. Jika

fungsi ini dijalankan dengan baik, Nina
yakini kejadian yang tidak diinginkan
dan pelanggaran-pelanggaran
terhadap aturan penyiaran terutama
P3SPS KPI akan berkurang.

Nina menjelaskan betapa
media penyiaran harus diatur dengan
aturanyang saklek atau high regulated.
Pasalnya, lembaga penyiaran dalam
bersiaran menggunakan frekuensi
yang merupakan ranah publik dan
terbatas ketersediaannya.

Sayangnya kata Nina, regulasi
yang mestinya mengatur lembaga
penyiaran yang mestinya lahir diawal justru lahir belakang. TVRI sudah ada sejak tahun
60-an dan televisi-televisi swasta pada awal 90-an, sedangkan UU yang mengatur
tentang Penyiaran terbit pada 2002.

“Mereka pada saat sebelum lahirnya UU Penyiaran bersiaran tanpa ada aturan
penyiaran. Konteks ini penting saya jelaskan karena begitu banyak penolakan ketika
UU ini lahir. Pada akhirnya ketika regulasi ini muncul belakangan mengakibatkan
banyaknya friksi, jelas Nina di depan para peserta yang sebagian besar perwira polisi.

Ada beberapa hal yang bisa lakukan untuk mencegah dampak buruk dari
siaran yakni dengan literasi media. Melalui program literasi media, kata Dosen Fisip
Universitas Indonesia ini, masyarakat akan menjadi lebih cerdas dan bisa membedakan
tayangan mana yang baik dan bermanfaat serta sebaliknya bagi mereka.

Dalam kesempatan itu, Nina memastikan setiap pengaduan yang dilayangkan
masyarakat akan ditampung dan dianalisis KPI. Jika pengaduan tersebut benar,
walaupun yang mengadu hanya satu orang, aduan tersebut akan ditindaklanjuti.
“Kalau ada pelanggaran terhadap isi siaran, yang bertanggungjawab adalah lembaga
penyiaran yang menayangkannya, tuturnya.
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Tata Isi Siaran Lebih Baik, KPI Luncurkan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar
Progam Siaran (P3SPS) yang Baru

Minggu, 01 April 2012 17:12

(Surabaya) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tidak pernah melakukan
pencekalan terhadap artis. Karena menurut Undang-Undang, sanksi yang dikeluarkan
KPI hanya ditujukan pada lembaga penyiaran yang menghadirkan program siaran ke
ruang siar masyarakat. Jika ada artis yang “mendadak” tidak muncul di televisi atau
radio, itu adalah wewenang atau kebijakan dari lembaga penyiaran, bukan KPI. Hal
tersebut dijelaskan oleh Wakil Ketua KPI, Ezky Suyanto dalam konferensi pers Rapat
Koordinasi Nasional (Rakornas) KP1 2012 di Surabaya, siang tadi (1/4).

Dalam konferensi pers yang menyampaikan rekomendasi dari tiga bidang yang
ada di KPI, Ezky memaparkan selama tahun 2011 KPI telah mengeluarkan 55 sanksi,dan
terbanyak sanksi disebabkan program sinetron di televisi. Sanksi tersebut didominasi
akibat masih adanya tayangan kekerasan, seksual dan ketidaksesuaian peruntukan jam
tayang dengan program siaran.

Lebih jauh, bidang isi siaran KPI sendiri telah mengeluarkan Pedoman Perilaku
Penyiaran dan Standar Progam Siaran (P3SPS) yang baru. P3SPS ini diharapkan dapat
menjadi acuan para lembaga siaran dalam membuat program acara, karena telah
memuat aturan yang lebih detil dari P3SPS sebelumnya.

Dalam penjelasannya, Ezky mengatakan, P3SPS 2012 menegaskan kembali
tentang kerja jurnalistik. “Mana ruang publik dan mana ruang privat”, ujar Ezky. Dalam
P3SPS ini juga memberikan batasan ruang privat yang bisa diakses oleh pekerja
jurnalistik. Pada dasarnya semua kerja jurnalistik di bidang penyiaran, harus mengacu
pada P3SPS.

KPI juga menyoroti tentang Lembaga Penyiaran Lokal dalam P3SPS ini.
Demi mewujudkan demokratisasi siaran yang tidak saja dengan adanya diversifikasi
kepemilikan, namun juga diversifikasi isi, lembaga penyiaran lokal harus menyiarkan
program dengan muatan lokal. “Program ini bukan hanya isinya saja yang lokal, tapi
juga produksi dan SDM yang membuatnya adalah dari lokal’, terang Ezky. Hal ini tentu
saja bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah setempat. Karenanya siaran
lokal pun wajib diproduksi dan disiarkan dengan durasi paling sedikit 10% untuk TV &
60% untuk radio dari seluruh waktu siaran berjaringan per hari

Bidang isi siaran juga mengusulkan pelarangan iklan rokok di semua lembaga
penyiaran. Hal tersebut akan menjadi salah satu rekomendasi KPI ke Komisi 1 DPR-RI
yang tengah melakukan revisi Undang-Undang Penyiaran. Rokok sebagai barang yang
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mengandung zat aditif, beberapa regulasi yang ada saat ini ternyata telah menunjukkan
adanya pelarangan iklan tersebut. Diantaranya dalam Peraturan Menteri Kesehatan
dan Undang-Undang Penyiaran itu sendiri.

Rakornas ini berlangsung sejak 30 Maret hingga 1 April diselenggarakan dalam
rangkaian Hari Penyiaran Nasional (Harsiarnas) ke-79. Puncak acara Harsiarnas tahun
ini akan dilaksanakan malam hari (1/4) dengan Malam Ekspresi Penyiaran. Salah satu
mata acaranya adalah launching P3SPS terbaru dari KPI.

KPI akan Tindak Lanjuti Aduan AMPATI atas Indonesian Idol 2012
Rabu, 04 April 2012 16:22

(Jakarta) - Aduan atas tayangan Indonesian Idol 2012 yang dinilai melecehkan
identitas gender, akan segera ditindak lanjuti oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Pusat. Aduan ke KPI ini disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Peduli Acara Televisi
Indonesia (AMPATI) dengan juru bicara Hartoyo, yang diterima langsung oleh Wakil
Ketua KPI Ezki Suyanto dan komisioner KPI lainnya, Idy Muzayyad di kantor KPI (4/4).

Dalam aduan tersebut, Hartoyo menyesalkan sikap juri di Indonesian Idol
2012 yang melecehkan penampilan peserta laki-laki yang maskulin. Dalam catatan
AMPATI, setidaknya Anang Hermansyah dan Ahmad Dhani melontarkan pendapat yang
,menurut Hartoyo, melanggar hak asasi seseorang. Padahal, menurut Pedoman Perilaku
Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS), program siaran tidak boleh melecehkan,
menghina atau merendahkan kelompok masyarakat minoritas dan marginal, seperti:
kelompok yang kerap dianggap memiliki penyimpangan, seperti waria, laki-laki yang
keperempuanan atau perempuan yang kelelaki-lakian.

Hartoyo menerangkan, dalam tayangan25 Maret 2012 itu, Juri Indonesian Idol
memberi komentar yang negatif pada peserta laki-laki yang tampil feminin. Dirinya
menilai, seharusnya juri Indonesian Idol 2012 fokus pada kualitas suara para peserta,
bukan penampilan mereka. Selain itu Hartoyo juga menyayangkan pihak RCTI yang
menurutkan tidak peka atas tayang ini. “Padahal Indonesian Idol sendiri adalah
tayangan rekaman, bukan live”, ujar Hartoyo. Seharusnya dalam proses editing, RCTI
dapat lebih manusiawi dan mendidik publik.

Kepada KPI, AMPATI meminta pemberian peringatan kepada RCTI selaku
penanggungjawab Indonesian Idol untuk memperhatikan nilai-nilai hak asasi manusia.
Jika RCTI tidak mengindahkan teguran itu, ujar Hartoyo, KP| segera saja menghentikan
tayangan Indonesian Idol 2012.
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Aduan AMPATI ini sendiri menurut Ezki akan segera ditindaklanjuti oleh
KPI. Pihaknya akan menganalisa laporan dan AMPATI dan hasilnya akan dibawa ke
rapat pleno KPI untuk disikapi. “Pada dasarnya ada dua pilihan yang bisa ditempuh
atas aduan AMPATI ini”, ujar Ezki. Yang pertama, jika dikaji berdasarkan P3SPS 2012
ditemukan pelanggaran, maka stasiun televisi yang menayangkan program tersebut
akan diberikan sanksi. Yang kedua, tambah Ezki, KPI akan melakukan mediasi dengan
pihak yang diadukan, dalam hal ini RCTI. Dalam mediasi tersebut, AMPATI mendapat
kesempatan untuk men. diskusikan keberatannya langsung pada RCTIl. Namun untuk
“talent” nya sendiri, ujar Ezki, KPI tidak akan mengurusinya. Mengingat wewenang KP!I
justru pada lembaga penyiaran yang bertanggungjawab atas program siaran, pungkas
Ezki.

KPI Siap Mediasi Pelapor Indonesia Idol dan RCTI
Selasa, 17 April 2012 12:51

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan mempertemukan Aliansi
Masyarakat Peduli Acara Televisi Indonesia dengan pengelola acara stasiun televisi
swasta RCTI dalam waktu dekat ini. Pertemuan keduanya merupakan buntut dari protes
Aliansi terhadap tayangan Indonesia Idol 2012.

“Kami sedang mencari waktu yang pas untuk memediasi; kata Wakil Ketua
KPI, Ezki Suyanto, saat dihubungi Ahad
15 April 2012. Ezki belum menentukan
waktu pasti pertemuan karena padatnya
jadwal KPI. “Yang pasti setelah tanggal
18 April ini”

Ezki mengatakan KPlI masih
mendalami aduan Aliansi. Ada empat
tayangan progam pencarian bakat yang
diadukan Ampati selain tayangan 25
Maret 2012.Mereka menyoroti komentar
juri Indonesia Idol, terutama musisi
Ahmad Dhani dan Anang Hermansyah,
yang dianggap merendahkan dan
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melecehkan martabat para kontestan.

“Tim kami masih mempelajarinya. Apabila nanti ditemukan ada pelanggaran,
kami beri sanksi, kata Ezki. Namun, Ezki belum ingin berkomentar panjang soal
kemungkinan sanksi ini. Sebelum bicara sanksi, KPI lebih mengutamakan mediasi
antara Ampati dan RCTI dahulu.

Aliansi tersebut sebelumnya melaporkan tayangan Indonesia ldol ke KPI pada
4 April lalu. Mereka mengecam dan mengkritisi komentar Dhani dan Anang serta
Agnes Monica terhadap peserta audisi Idol. Mereka menyerahkan bukti tayangan 25
Maret 2012 dan tiga tayangan lain.

KPI Sosialisasikan P3 & SPS 2012 ke Kompas TV
Selasa, 17 April 2012 12:50

(Jakarta) - Sosialisasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Sistem Progran Siaran
(P3 & SPS)2012 mulaidilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat. Sosialisasi
pertama setelah Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi | DPR-RI (10/4) lalu,
adalah ke Kompas TV di Palmerah, Jakarta Pusat. Pada kesempatan tersebut (11/4), KPI
memenuhi permintaan dari Kompas TV untuk memberikan sosialisasi P3 & SPS 2012.

Dalam acara tersebut, hadir Mochamad Riyanto (Ketua KPI Pusat), Ezki Suyanto
(Wakil Ketua KPI Pusat) dan Nina Muthmainnah (Komisioner KPI Bidang Isi Siaran).
Proses sosialisasi tersebut berjalan lancar, mengingat Kompas TV mengikutsertakan
produser, juru kamera, penata kreatif, hingga manager produksi untuk turut mendalami
isi P3 & SPS yang baru saja diluncurkan oleh KPI tersebut.

Dalam kesempatan tersebut Nina Muthmainnah menyampaikan proses
penyusunan P3 & SPS 2012 yang memakan waktu hingga dua tahun. Termasuk dengan
pengikutsertaan para pemangku kepentingan dalam beberapa diskusi terbatas dan
uji publiknya. Lebih jauh Nina juga mengelaborasi materi P3 & SPS 2012 berikut
dengan latar belakang penetapan beberapa pasal. Nina memberikan contoh tentang
penghormatan terhadap etika profesi yang tertulis dalam Pasal 10 P3. KPI mendapatkan
masukan dari Persatuan Pengusaha Periklanan Indonesia (P31) untuk menghentikan
tayangan pengobatan alternatif yang tidak memiliki izin resmi. Menurut P31, banyak
isi materi pengobatan alternatif yang mereduksi peran dunia kedokteran, dan hal ini
dinilai telah melecehkan profesi dokter.

Masih soaliklan,Nina menjelaskan kewajiban pemasangan iklan yang maksimal
20 persen dari durasi tayang per hari itu adalah amanah dari peraturan pemerintah.
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“Jadi, KPI hanya memindahkan aturan tersebut ke dalam P3 & SPS”, papar Nina.

Diskusi juga kemudian berkembang mengenai iklan terselubung dalam sebuah
program siaran, termasuk iklan rokok dalam tayangan langsung sepak bola. Menurut
Nina, pada prinsipnya, iklan rokok dalam bentuk apapun, tidak boleh muncul sebelum
pukul 21.30.

Hal lain yang juga mengemuka adalah soal batasan eksploitasi anak dalam
tayangan televisi. Salah satu dasar pemikiran pelarangan menampilkan sosok anak-
anak telanjang di layar kaca adalah untuk melindungi masa depan anak-anak tersebut.
“Faktanya saat ini Indonesia adalah tempat tujuan utama wisata sex kaum pedophilia”,
tutur Nina. Karenanya lembaga siaran diharapkan lebih kreatif mengambil “angle”
gambar saat mengikutsertakan anak-anak. Misalnya menyiasati dengan pengambilan
gambar “long shot”, ujarnya.

Diskusi ini juga membahas tentang tampilnya kaum gay di televisi. Sudah
banyak kalangan, sebenarnya, yang meminta pada KPI untuk melarang kaum gay
tampil di televisi. Namun hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh KPI. “Bagaimanapun
kaum gay adalah manusia juga”, ujar Nina. Jalan tengah yang diambil adalah, kaum
gay tetap boleh tampil, tapi media televisi wajib memperhatikan nilai-nilai kepatutan
yang ada di masyarakat. “Jangan sampai juga, kaum gay tampil di televisi dengan
label yang negatif. Namun juga tidak boleh tampil dengan bentuk promosi gaya
hidup mereka”, tegas Nina.

P3SPS Lindungi Anak dan Remaja
Kamis, 19 April 2012 10:49

Jakarta - KPI sangat melindungi anak dan remaja dari dampak buruk siaran
televisi dan radio. Bentuk perlindungan itu termuat dalam Pedoman Perilaku Penyiaran
(P3) dan Standar Program Siaran (SPS) KPI 2012.

Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto menyatakan, P3 dan SPS yang dibuat KPI
terdapat ruang khusus bagi perlindungan anak dan remaja. Aturan itu dibuat atas
pertimbangan keseatan dan keberlangsungan masa depan mereka.

“Karena itu, KPl melarang adanya wawancara pada anak-anak terkait kasus
perceraian orangtuanya, kematian, perselingkuhan orangtua, kekerasan, konflik dan
bencana yang menimbulkan dampak traumatik; jelasnya di depan para wartawan
peserta pelatihan jurnalistik PPMN (Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara) di
Hotel The Park Cawang, Kamis, 19 April 2012.
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Bahkan, stasiun televisi wajib melakukan proses pemburaman atau penyamaran
identitas anak-anak dan remaja dalam suatu peristiwa seperti asusila baik sebagai
pelaku maupun korban. Meskipun begitu, kata Ezki, masih ada saja televisi yang sudah
menyamarkan nama dan wajah korbannya justru menyebut nama sekolah sekaligus
mewawancarai orangtua korban atau pelaku dengan identitas.

“Dimana identitasnya ditutupi. Seharusnya, semua yang berhubungan dengan
korban atau pelaku harus di tutupi dan disamarkan. Berita ini memang harus naik,
tetapi televisi harus berhati-hati dalam menayangkan si korban dan pelaku yang masih
anak-anak atau remaja; jelas Ezki.

Masih soal melindungi anak dan remaja, Ezki menjelaskan KPl melarang
penayangan reka ulang kasus pemerkosaan atau kejahatan seksual. “Ini tidak boleh
dilakukan. Ini seperti memindahkan blue film ke dalam televisi. Ini bahaya betul. Anak
dan remaja bisa nonton tayangan ini. Dampaknya yang tidak diinginkan, tegasnya.

Mengenai siaran jurnalistik, P3 dan SPS KPI 2012 meminta semua program
siaran jurnalistik memperhatikan prinsip-prinsip jurnalistik yakni akurat, adil,
berimbang, tidak berpihak, tidak beritikad buruk, tidak menghasut, dan menyesatkan,
tidak mencampurkanadukan fakta dan opini pribadi, tidak menonjolkan unsur
kekerasaan, dan tidak mempertentangkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Siaran program jurnalistik dilarang membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan
cabul. Program harus menerapkan prinsip praduga tak bersalah dalam peliputan dan
tidak melakukan penghakiman. Kewajiban ralat juga harus dilakukan televisi jika ada
informasi yang tidak akurat. “Ralat ini harus dilakukan lembaga penyiaran jika ada
kesalahan informasi seperti prosedur yang berlaku di media cetak dengan hak jawab
dan hak ralat; tutur Ezki.

Soal peliputan bencana, Ezki menyarankan agar jurnalis terlebih dahulu
melakukan observasi. Hal ini dilakukan untuk memperkaya bahan berita serta
menghindari ketidakjelasan informasi yang diterima masyarakat. “Akurasi berita wajib
dilakukan. Ini untuk memberi kepastian dan kejelasan informasi, katanya.

Ezki juga menyarankan setiap jurnalis untuk hati-hati dan tidak heroik
pada saat peliputan bencana. Selain itu, jurnalis diharapkan lebih mengutamakan
empatinya pada saat peliputan bencana alam.
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Our Voice Adukan Indonesian Idol Ke KPI
Selasa, 08 Mei 2012 00:00

Jakarta - Terkait aduan Our Voice mengenai tayangan “Indonesian Idol” di RCTI, pada
7 Mei 2012, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat mengundang Our Voice dan RCTI
untuk membahas masalah tersebut.
Our Voice yang merupakan bagian dari gabungan masyarakat sipil Aliansi Masyarakat
Peduli Acara Televisi Indonesia (AMPATI) mengatakan kedua juri Indonesian lIdol,
yaitu Anang Hermansyah dan Ahmad Dhani telah
menyerang tubuh dan identitas gender seseorang.
Dalam pertemuannya, Ketua Our Voice, Hartoyo
memaparkan bahwa pernyataan juri dinilai telah
melakukan pelanggaran hak asasi manusia.
“Banyak kata-kata yang melecehkan dari pihak
juri Idol. Sebagai masyarakat, sebagai pemilik
frekuensi publik mempunyai hak untuk keberatan’,
jelasnya. Pihak Our Voice mengharapkan
KPI' mempunyai sikap tegas. Selain itu, Our
Voice meminta RCTI untuk meminta maaf kepada publik atas tayangan tersebut.
Driantama selaku Corporate Secretary RCTI menerima seluruh aduan dari publik,
termasukapayangdisampaikan OurVoiceterkaitkomentarjuripadaacaralndonesialdol.
“Kami punya persepsi yang berbeda-beda, baginya harus ada penilaian terhadap sebuah
keberatan.Kamihargai komunikasiyang ada dan akan terus mengikutinya, ujarnya.RCT]
bukannyamenolakuntukmemintamaaf,tapimengenaipersepsiakandidiskusikankembali.
Nina Mutmainnah, Anggota Bidang Isi Siaran dan Ezki Suyanto, Wakil Ketua KPI Pusat
sebagai pihak yang memfasilitasi pertemuan tersebut akan membawa hal tersebut
ke pleno untuk ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai dengan kewenangan dan
peraturan perundangan yang berlaku
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DPRD Riau Sambangi KPI Pusat
Jumat, 25 Mei 2012 00:00

Jakarta - Anggota DPRD yang bersama KPID Provinsi Riau menyambangi kantor
KPI Pusat, Kamis, 24 Mei 2012. Kunjungan ini bagian dari rencana Komisi A DPRD Riau
membentuk Perda yang berkaitan dengan penyiaran dan pembentukan sekretariat
KPID. Anggota KPI Pusat, Nina Mutmainnah dan Kepala Sekretariat KPI Pusat, Oemar
Edhi Prabowo, berkenan menerima secara langsung kedatangan mereka.

Pimpinan rombongan yang juga Anggota DPRD Riau, Masnur mengungkapkan,
sampai saat ini KPID Riau belum didampingi sekretariat untuk membantuk kinerja.
Padahal, KPID Riau sudah terbentuk hampir tiga tahun dan tidak lama lagi akan
berganti periode. “Kami sepakat untuk membentuknya dan kedatangan kami ini bagian
dari rencana pembentukan perangkat tersebut, katanya.

Sementara itu, Komisioner KPI Pusat, Nina Mutmainnah, menyambut baik
rencana DPRD Riau yang akan membantu pembentukan sekretariat KPID Riau. Dia
berharap dengan terbentuknya sekretariat KPID bisa meningkatkan kinerja KPID Riau
yang terbilang banyak. “Kami harap pemerintah di Riau bisa memfasilitasi KPID Riau
supaya bisa lebih baik lagi, pintanya.

Adapun Kepala Sekretariat KPl Pusat, Oemar Edhi Prabowo, menjelaskan
susunan organisasi dalam sekretariat KPI Pusat. Menurutnya, sekretariat KPI Pusat
dibentuk atas dasar Peraturan Menteri Kominfo, sedangkan KPID berdasarkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri. “Sekretariat KPI Pusat dipimpin seorang eselon Il, sedangkan
KPID eselon Il jelasnya.

Dalam kesempatan itu, rombongan juga berkesempatan melihat fasilitas
monitoring 11 televisi yang bersiaran secara nasional di KPI Pusat.

Program Siaran LPB Dilarang Memuat Adegan Seksual dan Kekerasan
Sabtu, 26 Mei 2012 00:00

Manado - Anggota KPI Pusat, Dadang Rahmat Hidayat menegaskan, program
siaran televisi berlangganan yang dilarang menayangkan ketelanjangan dan/atau
menampakan alat kelamin, menampilkan adegan yang menggambarkan aktivitas seks
dan/atau persenggamaan, menayangkan kekerasan seksual, menampilkan suara yang
menggambarkan berlangsungnya aktivitas seks, dan menampilkan gerakan tubuh atau
tarian erotis.
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Hal itu disampaikannya dalam materinya bertemakan “Lembaga Penyiaran
Berlangganan yang Tertib, Sehat dan Mandiri untuk Membangun Informasi Masyarakat
Indonesia” pada acara seminar di hotel Grand Kawanua, Kamis, 24 Mei 2012.

Lembaga penyiaran berlangganan menurut UU No.32 tahun 2002 tentang
Penyiaran,merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum indonesia,
yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan yang
memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan
melalui radio, televisi, meltimedia, atau media informasi lainnya dan wajib terlebih
dahulu memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan.

Menurut Dadang, program siaran televisi berlangganan juga dilarang
menampilkan secara detail peristiwa kekerasan, seperti tawuran, pengeroyokan,
penyiksaan, perang, penusukan, penyembelihan, mutilasi, terorisme, pengrusakan
barang-barang secara kasar atau ganas, pembacokan, penembakan dan/atau bunuh
diri, serta menampilkan manusia atau bagian tubuh yang terpotong-potong atau
kondisi yang mengenaskan akibat dari peristiwa kekerasan, menampilkan peristiwa
dan tindakan sadis terhadap manusia, dan menampilkan adegan memakan hewan
dengan cara yang tidak lazim.

“LPB yang tertib dan sehat juga harus ada legalitas perizinan, konten harus
sesuai dengan P3SPS KPI. Selain itu, harus ada visi dan misinya, SDM, bisnis dan
teknis,” kata Dadang.

TVRI Hadiri Dialog P3SPS 2012

Selasa, 29 Mei 2012 20:00

Jakarta - KPI Pusat melakukan dialog dengan LPP TVRI mengenai Pedoman
Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) KPI tahun 2012. Dalam
kesempatan ini, hadir Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto, dan Anggota KPI| Pusat
bidang Isi Siaran, Nina Mutmainnah. Sementara itu, perwakilan TVRI diwakili Riyanto
BR, GM Programing TVRI, Pipit Irianto, Manajer Berita, Krisna, Manajer Produksi, dan
Tuty P bagian Produksi TVRI.

Ezki Suyanto, dalam sambutannya, memandang keberadaan TVRI sangat
penting khususnya di daerah perbatasan. Menurtunya, di perbatasan banyak siaran
ilegal dan masyarakat di sana banyak tergantung pada siaran dari luar.

“Mereka merindukan TVRI seperti dulu. Sebenarnya banyak sekali tayangan
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dari TVRI yang diminati. Kami selalu menyampaikan ke Komisi | tolong perhatikan
selalu TVRI. Kemarin ada info bahwa talkshow Sugeng Sarjadi itu adalah talkshow
paling bagus. Jadi sebenarnya banyak harapan dari masyarakat pada TVRI, tutur Ezki.

Sementara itu, Nina Mutmainnah, menyampaikan bahwa KPI Pusat akan
melakukan sosialisasi P3SPS 2012 di TVRI. “Kami sudah rencanakan pada 2012 ini
kami akan datang ke TVRI. Ada banyak perubahan pada 2012 ini, seperti siaran layanan
umum dan yang lainnya; jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, baik Nina maupun Ezki menjelaskan sejumlah
aturan yang ada dalam P3SPS KPI 2012. Jalannya dialog juga diselingi dengan
tanyajawab dan membahas persoalan-persoalan lain menyangkut siaran di TVRI.
Sosialisasi P3 & SPS Pada Mitra Kerja, KPI Terima Dukungan
Sabtu, 02 Juni 2012 05:32

Jakarta - Sosialisasi P3 & SPS terus dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI1) Pusat kepada berbagai asosiasi dan mitra kerjanya. Diantara mitra kerja yang ikut
hadir dalam acara sosialisasi P3 & SPS di kantor KPI Pusat (28/5) adalah Kementrian
Sosial, Kementrian Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak, Persatuan Guru
Republik Indonesia (PGRI), lkatan Dokter Indonesia (IDI), Muhammadiyah, Majelis
Ulama Indonesia (MUI), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN),
Lembaga Sensor Film (LSF), dan Komnas Perlindungan Anak. Sedangkan dari KPI
Pusat, yang menyampaikan paparan tentang P3 & SPS adalah Ezki Suyanto didampingi
Nina Mutmainah dan Iswandi Syahputra.

Ezki menyampaikan tentang proses pembuatan P3 & SPS 2012 yang mulai
disuarakan sejak Oktober 2010. “Semua itu bermula dari pemikiran bahwa P3 & SPS
2009 harus direvisi untuk dapat menampung keluhan dan aspirasi publik”, ujarnya. Hal
senada juga ditegaskan oleh Nina Mutmainah, bahwa penyusunan P3 & SPS dilakukan
secara terbuka. “DPR pun tahu bahwa KPl membuat P3 & SPS ini tidak sembunyi-
sembunyi’, tegasnya. Untuk itu, lanjut Nina, penolakan yang dilakukan industry televisi
atas P3 & SPS ini akan menjadi “Rapor” dalam perpanjangan izin lembaga penyiaran
yang bersangkutan.

Mitra KPI yang hadir pun mendukung peraturan yang dirumuskan KPI dalam
P3 & SPS. Dari kementrian sosial bahkan menyampaikan keresahannya atas tayangan
televisi yang seenaknya menyiarkan selebriti hamil 3 bulan di luar nikah’Dimana letak
perlindungan televisi pada anak’, ujar perwakilan Kementerian Sosial tersebut.

Apresiasi serupa juga disampaikan lkatan Dokter Indonesia (IDI). Menurutnya,
KPI harus jadi wasit dalam dunia penyiaran. “Kalau swasta bersalah, KPI harus tegas
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mengatakannya. Jangan sampai televsi menjadi corong kepentingan tertentu’, ujar
IDI. Lebih jauh IDI menyoroti banyaknya siaran kesehatan yang “misleading”. Juga
iklan produk kesehatan yang memberikan ‘efek seketika” yang secara sebenarnya
melanggar etika kedokteran. Untuk itu IDI mendorong KPI bekerja penuh, sekalipun
kerja penegakan aturan di dunia siaran ini akan sarat dengan konflik. Tapi IDI akan
back-up penuh KPI untuk jalankan kewenangannya.

Dukungan lain diberikan pula oleh Komnas Perlindungan Anak yang berharap
P3 & SPS ini dapat menata penyiaran negeri ini menjadi lebih baik. Karena memiliki
dampak pada perubahan sosial di bidang publik. Sedangkan dari Majelis Ulama
Indonesia (MUI), KPI berharap dapat segera duduk bersama untuk merumuskan aturan
penyiaran selama bulan Ramadhan. “Keluhan yang masuk dari masyarakat, tayangan
ramadhan di televisi terlalu banyak yang penuh senda gurau dan tidak berhubungan
langsung dengan ramadhan”, ujar Johan Tjasmadi dari MUI.

KPI juga menyosialisasikan adanya kewajiban lembaga penyiaran untuk
menyiarkan lklan Layanan Masyarakat (ILM) sebanyak 10% dari batasan 20% iklan
yang ditayangkan. “Bahkan instansi pemerintah dapat meminta potongan harga
hingga 50% untuk tayangan ILM ini”, ujar Ezki. Dalam penutup, komisoner bidang isi
siaran ini menegaskan kembali komitmen KPl membela kepentingan publik lewat P3
& SPS.“Sekalipun harus berhadapan dengan industry penyiaran, lantaran P3 & SPS ini
dianggap terlalu pro publik”, pungkas Ezki.

Workshop Penyiaran Perbatasan NTT 2012
Senin, 04 Juni 2012 00:00

Kupang - Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, serta Anggota KPI Pusat, Nina
Mutmainnah dan Judhariksawan melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur
(NTT). Kunjungan ini dalam rangka mengikuti kegiatan Workshop Penyiaran Perbatasan
yang diselenggarakan KPI Daerah NTT yang akan dimulai Selasa, 5 Juni 2012, hingga,
Jumat, 8 Juni 2012.

Rencananya, Selasa pagi, workshop akan dibuka oleh Gubernur NTT disertai
peluncuran Grand DesignPenyiaranNTT2012-2018.Selainitu,akanadapenandatangan
MoU KPID NTT dengan Universitas PGRI NTT tentang literasi media dan penyerahan
sejumlah izin penyelenggaraan penyiaran kepada lembaga penyiaran bersangkutan.
Selain itu, di hari yang sama, akan berlangsung dua seminar dengan narasumber KPI
Pusat, Pemda, Balmon dan Kementerian Kominfo. Keynotespeaker acara seminar oleh
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Ketua KPI Pusat.

Sejak kedatangan di Kupang, Senin siang, Ketua KPI Pusat berserta rombongan
langsung menuju kantor KPID NTT. Dalam kesempatan tersebut, rombongan secara
langsung diterima Ketua KPI Daerah NTT, Mutiara D.U Mauboi, serta anggota KPI
Daerah NTT, Imanuel Younce Blegur, Imelda Rahel Praso, Ernesta Uba Wohon, dan
Maria V.D.P Swan.

Usai pertemuan singkat dengan KPI Daerah NTT. Rombongan KPI Pusat
bersama-sama KPI Daerah NTT menyambangi kantor kepala dinas Humas NTT, Richard
Djami, yang kebetulan satu komplek dengan kantor KPI Daerah. Dalam pertemuan
tersebut dibahas secara khusus berbagai masalah menyangkut penyiaran perbatasan
sampai dengan kelembagaan KPI Daerah NTT.

Pada kesempatan itu, Richard Djami menyampaikan, masyarakat di NTT masih
banyak yang sulit mendapatkan siaran TV dan radio khususnya masyarakat di daerah
perbatasan dan tidak terjangkau siaran. Padahal mereka sangat butuh informasi dan
hiburan. ‘Ada sekitar 250 km wilayah perbatasan darat dengan Timor Leste yang belum
sepenuhnya terjangkau siaran. Kami harap ini bisa dijangkau. Kami juga mendukung
program dari KPID menyangkut siaran perbatasan, katanya.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, menyangkut kehadiran
siaran di wilayah perbatasan akan berupaya membantu dalam dua hal yaitu fasilitasi
pada sumber daya manusia (SDM) dan percepatan proses perizinan bagi lembaga
penyiarannya.

Usai pertemuan, malam harinya, Ketua KPI Pusat berikut rombongan serta KPI
Daerah NTT, melakukan pertemuan dengan panitia acara workshop. Pertemuan itu
juga diikuti perwakilan Balmon dan Komin

KPI, MUI, dan Kominfo Bahas Pemantauan Ramadhan
Kamis, 21 Juni 2012 19:00

Jakarta - KPI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Kementerian Komunikasi dan
Informatika (Kominfo) akan kembali bekerjasama melakukan pemantauan tayangan
televisi di bulan suci Ramadhan tahun 2012. Rencananya, hasil pantauan tersebut akan
diumumkan kepada publik di hari ke 12 bulan Ramadhan.

Ketua Infokom MUI Pusat, S. Sinansari ecip menyampaikan, kerjasama ini sudah
rutin dilakukan ketika bulan puasa. Karena sebentar lagi masuk Ramadhan, kata ecip
yang pernah menjadi Anggota KPI Pusat periode sebelumnya, perlu mengingatkan

Lampiran

160



DEMI MILIK PUBLIK

semua stasiun televisi hal-hal apa saja yang tidak boleh ketika Ramadhan.

Anggota KPI Pusat, Nina Mutmainnah, menyatakan, pihaknya akan selalu siap
bekerjasama. Apalagi, saat ini, KPI sudah bisa melakukan pemantauan acara televisi 24
jam penuh. “Tahun ini, kami sudah 100%. Jadi kemungkinan tidak akan ada tayangan
yang tidak lewat pantauan; jelasnya. Nina juga mengharapkan masukan MUl mengenai
persfektif Islam seperti apa yang pantas dalam tayangan Ramadhan.

Dalam pertemuan itu juga disampaikan, akan dilakukan pula pemantauan
terhadap media lain seperti media cetak dan online selama Ramadhan. Kegiatan
pantauan dilakuka Kominfo dan hasilnya akan diumumkan bersama-sama pantauan
terhadap tayangan televisi.

Jam Anak Menonton Televisi Lebih Tinggi Dari Jam Sekolah
Kamis, 28 Juni 2012 00:00

Magelang - Jumlah jam menonton siaran televisi bagi anak ternyata cukup
tinggi. Bahkan, dalam setahun jumlah tersebut lebih tinggi dari jam sekolah. Hal itu
disampaikan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Ezki Suyanto di
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Berdasarkan penelitian, kata Ezki, Rabu, kegiatan anak menonton siaran televisi
sehari sekitar empat hingga lima jam atau seminggu 30 hingga 35 jam, sehingga
dalam setahun mencapai 1.600 jam. “Sementara itu jam sekolah setahun hanya 740
jam, sehingga jam menonton siaran televisi mencapai dua kali lipat dari jam sekolah;
katanya.

Ezki mengatakan, jumlah jam menonton pada saat hari libur lebih tinggi lagi
daripada hari sekolah.

Ezki menuturkan, kegiatan anak menonton televisi diawali kebiasaan pada usia
dini karena pembiasaan oleh orangtua kalau anak menangis langsung diajak melihat
siaran televisi agar bisa diam. “Sebagian anak sepulang sekolah langsung mencari
siaran televisi yang menjadi kegemarannya, katanya.

la mengatakan, waktu luang diisi dengan menonton televisi, bahkan yang lebih
memprihatinkan, karena kesibukan orangtua, saat anak menonton tanpa pendampingan
orangtua. Padahal, katanya, dampak siaran televisi bisa positif atau negatif. Muatan
positif berupa informasi dan pendidikan, sedangkan muatan negatif antara lain seks,
kekerasan, bahasa kasar, konsumerisme, mistik, dan gosip.

“Bahkan tindak kekerasan juga tidak luput dari siaran televisi, antara lain, pada
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sinetron, kartun, dan berita; kata Ezki.

la mengatakan, akan mengusulkan kepada pemerintah pada masa liburan,
harga tiket di tempat objek wisata lebih murah dari hari biasa agar anak-anak lebih
memilih ke tempat hiburan ketimbang menonton televisi.

Selama Ramadan, KPI dan MUI Kerjasama Awasi Isi Siaran
Senin, 23 Juli 2012 00:00

Jakarta - Selama Ramadan ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) bekerja sama
dengan Majelis Ulama Indonesia (MUIl) mengawasi siaran televisi. “Kami mengerahkan
50 orang untuk mengawasi 11 televisi nasional secara real-time; kata Ketua KPI Pusat
Muhammad Riyanto kepada Tempo Ahad 22 Juli 2012.

Menurut Riyanto,pihak KPI selalu mengkonsultasikantayangan televisi bersama
MUI selama bulan puasa, terutama untuk tayangan saat sahur dan menjelang berbuka.
Pengawasan ketat pada dua waktu “prime-time” itu dilakukan untuk memastikan agar
tayangan yang banyak ditonton pemirsa tidak bertentangan dengan kaidah atau syariat
Islam. Selain mendasarkan pengawasan pada petunjuk MUI, KPI merujuk pada P3 dan
SPS KPI.

Ketua MUl Amidhan Saberah membenarkan bahwa pihaknya menjalin kerja
sama dengan KPI terkait dengan siaran televisi. Menurut dia, pada Ramadan ada
beberapa pengawasan yang berbeda dengan hari biasa, seperti tayangan kuis yang
tidak boleh mengarah pada perjudian. “Humor itu bagus, tapi jangan sampai terjebak
pada pelecehan agama dan pribadi,; ujar Amidhan.

Pada Ramadan kali ini, MUl dan KPI juga akan memberi pemeringkatan kepada
11 stasiun televisi. Stasiun televisi dengan peringkat tertinggi dalam memuliakan
Ramadan dengan konten siaran yang berkualitas akan mendapat penghargaan khusus.
“Ya, semacam award-lah; kata Amidhan. Namun ia tidak memerinci bentuk award yang
akan diberikan setelah puasa usai itu.

Pihak stasiun televisi mengaku siap diawasi KPI dan MUI, bahkan di luar
Ramadan sekalipun. Manajer Hubungan Masyarakat Trans TV, Hadiansyah Lubis,
menyatakan tak khawatir soal pengetatan pengawasan siaran televisi itu. “Kami selalu
mematuhi peraturan Standar Program Siaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dari
KPI; katanya.

KPI sendiri hingga saat ini belum menerima laporan pelanggaran dari para
pengawasnya. Demikian pula pengaduan dari masyarakat, belum ada yang masuk ke

Lampiran

162



DEMI MILIK PUBLIK

KPI. “Akan saya pastikan lagi hari Senin (ini),” kata Riyanto.
Konflik Sampang: Ditemukan Siaran Berbau Provokatif dan Tidak Berimbang

Minggu, 09 September 2012 00:00

Surabaya - tim KPI diwakili Anggota KPI Pusat, Ezki Suyanto, bersama beberapa
orang dari LSM melakukan kunjungan ke tempat pengungsian korban konflik yang
berada di GOR (Gedung Olah Raga) kota Sampang, kabupaten Sampang, Madura, Jawa
Timur, Sabtu, 8 September 2012. Dari hasil pantauan tim di lokasi, terdapat puluhan
kepala keluarga yang mengungsi yang terdiri dari orang tua, remaja dan anak-anak.

Di lokasi pengungsian, tim KPI Pusat berkesempatan menemui serta
mewawancari beberapa korban dan relawan yang bertugas di tempat pengungsian
yang juga ikut melakukan evakuasi dari tempat konflik ke pengungsian. Pertanyaan
yang diajukan kepada korban dan relawan mengenai isi siaran terkait konflik.

Menurut salah satu koordinator pengungsi, pihaknya mengeluhkan siaran dari
radio lokal di Sampang yang bernuasa provokatif. Radio tersebut menyiarkan lagu
berbahasa Madura dengan isi yang provokatif bernada anti Syiah dan anti Ahmadiyah.
Lagu ini diputar pasca konflik ketika para relawan melakukan evakuasi korban dari
desa ke tempat pengungsian.

Lagu tersebut diputar saat siang hari. Tanggal pemutarannya mereka tidak tahu
pasti, namun di perkirakan dua minggu yang lalu tepatnya hari Rabu. Badru dan Ustad
mengkhawatirkan lagu tersebut mengancam jiwa para pengungsi. Lagu tersebut sudah
bisa didengar sudah diada di youtube. Judul tidak diketahui. CD rekaman lagu sudah
juga diperjualbelikan secara umum, bahkan sebelum konflik terjadi.

Selain itu, pata pengungsi mengeluhkan pemberitaan media yang tidak sesuai
dengan yang terjadi di lapangan atau kejadian sesungguhnya dan hanya menjadikan
mereka sebagai objek korban. Tidak ada konfirmasi ataupun klarifikasi dari pihak
korban yang disampaikan media. Walaupun ada, porsinya sangat minim.

Dalam kesempatan itu, koordiator Kontras Jatim, Andi Irvan, menyoroti acara
talkshow menyoal Syiah di salah satu televisi lokal yang menghadiri perwakilan dari
Basra,NU Sapang, MUl Jatim, Formmabes, Kuasa Hukum Tajul Muluk, Ahlul Bait, Kontras,
Simas, DPRD Jatim, Humas Polda Jatim, dan hadir sejumlah perwakilan lainnya.

Menurutnya, secara umum porsi acara sudah berimbang karena mewakili
semua pihak. Pembawa acara di awal acara berusaha untuk memberikan keduabalah
pihak. Namun, situasi mulai memanas karena pernyataan yang keras dan provokatif
dari pihak yang kontra dengan Syiah (Basra dan MUI Jatim). Pembawa acara kurang
tegas mengarahkan acara sehingga memanas. Di dalam acara terdapat pernyataan
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yang tidak sesuai fakta di lapangan.

Kemudian, koordinator Kontras ini juga menyoroti salah satu televisi lokal
yang lain, pemberitaannya dianggap tidak proposional (tidak berimbang) dalam kasus
konflik di Sampang. Bahkan, acara-acara talkshow yang diadakan J-TV mengenai kasus
Sampang tidak pernah menampilkan saksi atau perwakilan dari pihak korban.

Sementara itu, Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto, akan mengumpulkan semua
laporan yang didapat di lapangan untuk kemudian dibahas di pusat. Laporan juga akan
diserahkan kepada KPID Jatim untuk bahan pertimbangan.

Hindari Efek Buruk Tayangan, Media Harus Lebih Berhati-hati dan Sensitif
Selasa, 11 September 2012 00:00

Jakarta - Lembaga penyiaran diharapkan bisa lebih berhati-hati dan sensitif
ketika menayangkan sebuah program terutama tayangan yang memiliki implikasi tidak
baik bagi penontonnya. Harapan ini disampaikan Anggota KPI Pusat, Nina Mutmainnah,
ketika menjadi narasumber pelatihan pimpinan di lingkungan manajemen RSCM,
Selasa, 11 September 2012.

Menurut Nina, sensitifitas menjadi sesuatu yang harus dimiliki setiap awak
media, baik itu dalam peliputan, pembuatan program serta sebelum penayangan.
“Sensitifitas bisa menghidari dan mempersempit tayangan-tayangan yang tidak pantas
untuk di tayangkan, katanya.

Beberapa tayangan yang pernah ditayangkan lembaga penyiaran yang menurut
KPI tidak sensitif dan terindikasi melanggar aturan P3SPS KPI harus mendapat sanksi
teguran atau peringatan. Sanksi yang diberikan KPI, menurut Nina, untuk menghidari
adanya pelanggaran ataupun kesalahan dikemudian hari. “KPl memiliki kewenangan
memberikan sanksi administratif bagi lembaga penyiaran yang melanggar aturan;
jelas Nina di depan hampir seratusan staf dan pimpinan RSCM.

Dalam kesempatan itu, Nina begitu berharap kepada lembaga penyiaran
khususnya televisi untuk memberikan dan terus menciptakan tayangan-tayangan yang
sehat dan mendidik. ‘Adanya tayangan yang sehat dan mendidik bisa menjadi tontonan
alternatif bagi masyarakat yang memang butuh tontonan layak, sehat dan mendidik;
katanya.

Pada saat presentasi, Nina menyampaikan permasalahan mengenai tayangan
pengobatan tradisional dan program sejenisnya. Menurut Nina, KPI bertanggungjawab
dan selalu mengawasi isi tayangan dari setiap program yang di siarkan televisi.
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KPI dan Polri Perpanjang MoU

Rabu, 12 September 2012 00:00

Jakarta - Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) dan Polisi Republik
Indonesia (Polri) perpanjang nota
kesepahaman (MoU) untuk kali kedua
sejak ditandatangani pertama kali
pada 2006 silam. Dalam kesempatan
itu, hadir Wakil Ketua KPI Pusat,
Ezki Suyanto, mewakili Ketua KPI
Pusat dan Kepala Divisi Humas Polri,
Anang lIskandar, yang bertindak atas
nama Kepala Kepolisian Republik
Indonesia (Kapolri). Perpanjangan MoU
berlangsung di kantor Divisi Humas

Polri, Rabu, 12 September 2012.

Dalam sambutannya, KPIl yang diwakili Anggota KPI Pusat, Idy Muzayyad
menyatakan, kerjasama MoU antara KPI dan Polri diperlukan karena adanya irisan-irisan
antara kedua belah pihak yang berhimpitan. Nota kesepahaman ini berisi kerjasama
penyelenggaraan penegakan hukum, bantuan teknis, pendidikan dan pelatihan bidang
penyiaran.

“Kerjasama ini dalam penegakan hukum penyiaran, KPI menjadi leading
sektornya, kata Idy di depan petinggi Divisi Humas Polri dan sejumlah wartawan.

Menurut Idy, dalam jangka waktu tiga bulan ke depan sejak MoU ini
ditandatangani, sudah harus dibuat pedoman kerja dan tim pelaksana. Kemudian, MoU
ini diharapkan dapat ditindaklanjuti oleh KPI Daerah dan Polda. “Kita berharap sinergi
dan kerjasama ke depan hal penegakan hukum penyiaran; tukasnya.

Sementara itu, diawal acara, Kadiv Humas Polri, Anang Iskandar berharap,
kerjasama dan penandatangan perpanjangan MoU dengan KPI bisa menjadikan dunia
penyiaran menjadi lebih bertanggungjawab, profesional dan menghormati nilai-nilai
hukum yang berlaku. “Upaya ini juga untuk melindungi hak-hak masyarakat; katanya.

MoU antara Polri dan KPI, menurut Anang, juga dalam upaya Polri
mendukung sepenuhnya langkah dan tugas KPI sebagai lembaga negara independen.
Adapun bantuan yang diberikan berupa hal-hal teknis, pelatihan, penyelenggaraan
pendidikan, sosialisasi dan tentunya penegakan hukum penyiaran.
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Publik Berhak Mendapatkan Siaran Baik dan Bermanfaat
Kamis, 13 September 2012 00:00

Jakarta - Sudah sepatutnya lembaga penyiaran memberikan kontribusi
yang bernilai baik dan bermanfaat serta bermaslahat bagi masyarakat melalui isi
siaran. Kenapa demikian, karena lembaga penyiaran menggunakan ranah publik
yakni frekuensi atau spektrum radio. Hal itu disampaikan Anggota KPI Pusat, Nina
Mutmainnah, di depan peserta Diklat dan Pelatihan TVRI di kantor TVRI Pusat Jakarta,
Rabu, 11 September 2012.

UU Penyiaran No.32 yang lahir pada 2002 telah menjadikan publik atau
masyarakat sebagai pemilik ranah frekuensi yang pengelolaannya dipegang negara
melalui lembaga negara independen yakni KPI. UU Penyiaran ini menggantikan UU
Penyiaran sebelumnya yakni UU No.24 tahun 1997 yang penguasaannya sepenuhnya
berada ditangan penguasa (pemerintah). “Ketika itu, TVRI dipergunakan untuk
kepentingan pemerintah; ujar Nina yang juga dosen di Fakultas Komunikasi Universitas
Indonesia (Ul).

Di negara demokrasi manapun, lanjut Nina, regulasi untuk dunia penyiaran
sangat ketat atau high regulated. Dan, regulasi tersebut sudah ada sebelum medianya
muncul. “Di Indonesia justru terbalik, media sudah ada terlebih dahulu sedangkan
regulasinya lahir belakangan, tambahnya.

Menurut Nina, aturan yang banyak dan ketat untuk dunia penyiaran selain
karena ranah publik juga dimaksudkan menjaga khalayak yang beragam dan rentan
seperti anak-anak. “Mereka itu disebut khalayak khusus dan sangat rentan dari
pengaruh isi siaran; jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Nina memberikan sejumlah contoh kasus yang terjadi
pada anak-anak akibat pengaruh buruk siaran televisi seperti kasus meninggalnya
seorang anak di Jawa Barat akibat meniru adegan tayangan Smack Down di televisi,
beberapa tahun yang lalu. “Sudah banyak kasus pada anak-anak yang meniru tayangan
televisi dan meninggal. Ini yang harus kita perhatikan; tegasnya.

Dalam UU Penyiaran tahun 2002, isinya menjamin adanya keberagaman konten
atau diversty of content. Sayangnya, keinginan keberagaman yang diamanahkan UU
tidak sejalan lurus. Isi siaran televisi masih banyak yang seragam. “Ini masalahnya.
Banyak tayangan televisi yang seragam dan itu-itu saja. Jadi saya anggap Diversty of
Content masih menyedihkan. Harusnya publik mendapatkan konten yang beragam,
tutur Nina berharap.
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KPI Pusat Undang Metro TV Sampaikan Klarifikasi
Selasa, 18 September 2012 00:00

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat telah mengundang stasiun
televisi Metro TV untuk memberikan klarifikasi atas banyaknya pengaduan secara
invidual, organisasi maupun lembaga terhadap program acara “Metro Hari Ini” pada
15 September 2012 pukul 18.00 WIB mengenai dialog ‘Awas, Generasi Baru Teroris!”.
Pertemuan berlangsung di kantor KPI Pusat, Senin siang, 17 September 2012.

Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, Wakil
Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto, Anggota KPI Pusat, Nina Mutmainnah dan Azimah
Soebagyo.

Menurut informasi yang disampaikan koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat,
Nina Mutamainnah, jumlah pengaduan yang masuk ke KPI Pusat hingga pukul 4 sore
WIB berjumlah kurang lebih 5500 aduan. Jumlah ini akan terus bertambah seiring
pengaduan yang terus masuk. “Pengaduan juga masuk melalui SMS, BBM dan twitter
teman-teman komisioner dan itu belum dihitung berapa jumlahnya; katanya.

Meskipun KPI Pusat sudah melakukan langkah-langkah prosedural terkait
banyaknya pengaduan yang masuk. Sampai dengan berita ini diturunkan, belum ada
keputusan secara kelembagaan karena akan dibahas terlebih dahulu dalam rapat pleno.

Rencananya, dalam waktu dekat, KPl Pusat akan mengadakan dialog yang
mempertemukan pihak Metro TV dengan para pengadu dari lembaga maupun
organisasi yang mempermasalahkan acara atau dialog tersebut.

Bahas Aduan Masyarakat, KPl Pertemukan Metro TV dengan Rohis, FSLDKN, IMW dan
MUI

Selasa, 25 September 2012 11:00

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menindaklanjuti aduan dari
masyarakat terkait pemberitaan di Metro TV dengan tajuk Awas Generasi Baru Teroris.
Setelah memanggil Metro TV pada 17/9 lalu, KPI mempertemukan Metro TV dengan
organisasi yang mengadukan siarannya ke KPI, di kantor KPI Pusat, pagi tadi (24/9).
Hadir dalam acara dialog tersebut Ketua MUl Bidang Informasi dan Komunikasi
Johan Tjasmadi, perwakilan Indonesian Media Watch, Forum Silaturahim Lembaga
Da'wah Kampus Nasional (FSLDKN), Ikatan Rohis Nusantara serta jajaran Metro TV
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sebagai pihak yang diadukan.
Sedangkan dari KPI Pusat
hadir pula Ezki Suyanto (Wakil
Ketua KPI), Nina Muthmainah
(Koordinator Pengawasan Isi
Siaran) dan Azimah Subagijo
(Koordinator Kelembagaan).

Menurut Nina,
pertemuan vyang difasilitasi
oleh KPI ini bertujuan untuk
mengetahui dengan  pasti
tuntutan yang disuarakan
oleh masyarakat, dalam hal
ini diwakili oleh Ikatan Rohis
Nusantara, FSLDKN, IMW dan
MUI. Selain itu, KPI juga memberikan ruang bagi Metro TV untuk menjelaskan maksud
penayangan dialog yang dinilai menyudutkan ekstra kurikuler di masjid sekolah, dalam
hal ini Kerohanian Islam.

Kesempatan pertama untuk mengutarakan pendapat diberikan pada IMW
yang pagi itu diwakili oleh Ardinanda Sinulingga dan Maman Suherman. Menurut
Ardinanda, pemberitaan Metro TV mengandung pelanggaran terhadap Pedoman
Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pemberitaan Metro yang
mengaitkan ekstra kurikuler di masjid sekolah dengan kegiatan teroris, dinilai
melanggar P3SPS pasal 7 tentang penghormatan terhadap nilai kesukuan, agama,
ras dan antargolongan, dan pasal 24 tentang peliputan terorisme. Bahkan tentang
peliputan terorisme tersebut, dalam poin B menyebutkan: tidak melakukan labelisasi
berdasarkan suku, agama, ras, dan/atau antargolongan terhadap pelaku, kerabat, dan/
atau kelompok yang diduga terlibat. Atas beberapa pelanggaran ini IMW meminta KPI
untuk bertindak tegas dengan menjatuhkan sanksi pada Metro TV. Apalagi tayangan
tersebut telah menyebabkan keresahan di masyarakat dengan ditandai maraknya
pengaduan serta aksi demonstrasi.

Sedangkan dari Ikatan Rohis Jakarta sendiri menyatakan sangat terganggu
dengan tayangan di Metro TV tersebut. Menurut Azri Hermawan, siswa SMA Negeri
3 Bekasi, dirinya sudah menerima laporan adanya orang tua yang melarang anaknya
ikut dalam aktivitas kerohanian islam di sekolah. Padahal, tegas Azri, aktivitas eskul di
masjid sekolah ini tidak sekedar bernuansa keagamaan, namun juga merupakan kajian
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intelektual yang sangat bermanfaat bagi pengembangan pribadi anak muda.

Hal senada juga disampaikan oleh perwakilan FSLDKN,Hanindito
Sarwotatwadhiko. Dirinya mengakui bahwa tidak ada kalimat yang tegas menyebutkan
Rohis terkait dengan teroris. Namun penampilan info grafis di layar Metro TV yang
menyebut rekruitmen teroris masuk melalui program ekstra kurikuler di masjid-masjid
sekolah,sangat menyudutkan Rohis sekolah.“Tidak ada lagi ekskul lain yang beraktivitas
di masjid sekolah selain Rohis”, tegas pria yang dipanggil Dito ini. Sedangkan dalam
layar yang sama pula, Metro TV memasang tajuk “Awas Generasi Baru Teroris”. Padahal
ujar Dito, aktivitas Kerohanian Islam baik di sekolah ataupun di kampus selalu di bawah
pengawasan Pembina OSIS dalam hal ini Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan atau
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.

PenjelasanDito pundiaminiolehArsyad Kadir,selakuPembinaRohis.Aktivitasnya
membina Rohis semata-mata bentuk panggilan jiwa untuk mempersiapkan generasi
yang selain cerdas tapi juga berkarakter. Lewat ekskul Rohis inilah, ujar Arifin, anak-
anak dapat tumbuh menjadi pribadi yang punya akhlakul karimah. Apalagi pelajaran
agama di sekolah sangat terbatas waktunya, tambahnya. Seluruh aktivitas Rohis ini
pun selalu dalam pengawasan guru baik Pembina OSIS ataupun Kepala Sekolah.

Secara tegas baik lkatan Rohis Nusantara ataupun FSLDKN menuntut Metro
TV menyampaikan klarifikasi lewat medium penyiaran yang sama. Bagi mereka, tidak
cukup klarifikasi dan permintaan maaf Metro TV lewat dunia maya saja, karena sudah
ada akibat yang dimunculkan atas tayangan yang merugikan aktivitas Kerohanian Islam
ini. Tuntutan ini pun dinilai sangat wajar oleh IMW. Menurut Maman Suherman, sudah
seharusnya Metro memberikan hak jawab yang proporsional pada aktivis Kerohanian
Islam yang dirugikan atas tayangan tersebut.

Sedangkan menurut Johan Tjasmadi dari MUl menilai, ada luka yang ditorehkan
oleh Metro TV lantaran tayangan tersebut. MUl sendiri mendorong adanya dialog
antara Metro TV dan aktivis Rohis agar masalah ini dapat dicarikan jalan keluarnya.
Dalam kacamata Johan, Metro TV harusnya bisa dan mampu mengobati luka akibat
pemberitaannya itu.

Dalam pertemuan sebelumnya (17/9), Metro TV sendiri sudah memberikan
keterangan kepada KPI perihak tayangan yang menghasilkan 31.000 sms protes
ke KPI itu. Pada kesempatan kali ini, Direktur Pemberitaan Metro TV, Suryopratomo
menyampaikan dialog pada 5 September itu niatnya hanya untuk menangkap
fenomena yang ada tentang semakin mudanya usia pelaku teroris di Indonesia. Putra
Nababan selaku Pemimpin Redaksi Metro TV juga mengatakan bahwa harus diakui
ada kekhawatiran di masyarakat tentang hal tersebut. Sejalan dengan itu, Metro pun
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mengangkat hasil penelitian Bambang Pranowo. Namun Putra mengakui ada kelalaian
dengan tidak menyantumkan sumber info grafis yang tampil di layar kaca, sehingga
menimbulkan tafsir yang berbeda.

Sementara itu Azimah Subagijo menilai tidak ada upaya Metro TV melakukan
cross check atas temuan penelitian ini. Padahal masalah terorisme ini adalah isu yang
sangat sensitif, ujarnya. Belum lagi kalau melihat secara utuh keseluruhan acara, Metro
juga menampilkan tragedi teror yang disebarkan para pelaku teroris.

Di ujung acara, Ezki Suyanto mengusulkan agar Metro TV menayangkan hal-
hal positif dari aktivitas Kerohanian Islam. “Kalau bisa ke-empat organisasi yang ikut
dalam mediasi kali ini dilibatkan”, ujarnya. Sedang keputusan KPI sendiri atas kasus ini
baru akan disimpulkan dalam Rapat Pleno KPI. Isu ini sendiri merebak di dunia maya
ketika ada yang melakukan “capture” pada info grafis yang ditayangkan Metro TV dan
menyebarkannya lewat social media, sms dan messenger. Namun analisa KPI tetaplah
dilakukan terhadap keseluruhan tayangan Metro TV dengan tajuk Awas Generasi Baru
Teroris.

KPI Pusat Gelar Workshop P3SPS untuk Global TV
Sabtu, 13 Oktober 2012 15:38

Jakarta - KPI Pusat menggelar
kegiatan workshop dan sosialisasi
P3SPS KPI tahun 2012 untuk stasiun
televisi. Kegiatan workshop pertama
dimulai Global TV dan berlangsung di
kantor KPI Pusat, Sabtu, 13 Oktober
2012. Dalam kesempatan itu, Global
TV mengirim 25 orang yang mewakili
masing-masing bagian.

Diawal acara, Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto menceritakan prosesi
dibuatnya P3SPS KPI tahun 2012. Menurutnya, penting bagi setiap awak media
mengetahui setiap aturan yang berhubungan dengan pekerjaannya dalam hal P3SPS
KPI.“Kita juga harus mempelajari berbagai aturan yang lain yang terkait dengan P3SPSP
seperti UU Kesehatan, UU Anak-anak dan UU lainnya, jelasnya memberi masukan.

Ezki juga menyoroti tayangan film bioskop yang masuk ke layar kaca. Film
bioskop yang masuk televisi harus diatur lebih ketat karena domainnya berbeda dan
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tingkat kehati-hatinya lebih ketat dan sensitif.

Pihaknya, lanjut Ezki, meminta perhatian para peserta untuk lebih jeli dan teliti
pada setiap program acara yang akan ditayangkan. Seperti soal ciuman antara anak
dan orangtuanya. Menurutnya, tayangan ciuman ini bisa menjadi masalah besar bagi
anak-anak. Kenapa, karena anak-anak yang menonton adegan ciuman tersebut akan
menganggap sebuah hal yang biasa jika dia dicium oleh orang yang lebih tua darinya.

“Anak-anak itu peniru. Jika dia melihat akan cepat mengcopynya dan dengan
orang dewasa mana pun dia anggap boleh berciuman. Jika dia anggap itu biasa, nanti
dia akan cium orang dewasa selain orangtuanya sendiri. Kita juga perlu berhati-hati
terhadap kejahatan di sekitar yang sering menimpa anak-anak; tambah Ezki Suyanto.

Pada saat diskusi, sejumlah peserta menanyakan perihal ciuman apakah boleh
ditayangkan jika durasinya tidak lebih dari satu detik. Menanggapi pertanyaan ini, Ezki
menegaskan tidak boleh sama sekali. ‘Adegan ciuman, baik sedetik, setengah detik
bahkan sampai tiga detik, tidak boleh ditayangkan untuk jam berapa pun, paparnya.

Sementara itu, Dandhy, pengamat media penyiaran yang juga salah satu
perumus draft P3SPS KPI tahun 2012, meminta insan media untuk mewaspadai segala
bentuk pelecehan dalam tayangan program. Adapun bentuk-bentuk pelecehan itu
seperti pelecehan terhadap profesi antara lain pembantu, OB, dan satpam. Kemudian,
pelecehan terhadap kemanusian seperti fisik, mental dan penyakit tertentu.

“Kita juga harus berhati-hati dengan pelecehan terhadap orientasi seks seperti
guy, banci dan lesbian. Pelecehan privasi yakni realty show, infotainmen, dan news.
Pelecehan terhadap keyakinan dan simbol, nilai-nilai dan stigmanisasi. Ini juga harus
disikapi secara hati-hati dan penting jadi perhatian, kata Dandhy.

Dalam kesempatan itu, Dandhy memaparkan perputaran uang dari bisnis
penyiaran. menurutnya, trend belanja iklan ke media pada 2012 akan lebih dari 90
trilyun. 62% dari jumlah itu diserap televisi, sisanya dibagi antara media cetak, radio
dan online. “Jadi, tidak heran jika pembatasan iklan akan banyak ditentang; katanya.

Rencananya, dalam setiap akhir pekan, KPI Pusat akan mengadakan workshop
P3SPS untuk 11 stasiun televisi di Jakarta secara bergantian.

KPI Pusat Sosialisasi P3SPS 2012 di Sumbar
Rabu, 17 Oktober 2012 21:57

Padang - KPI Pusat bekerjasama dengan KPID Sumatera Barat (Sumbar)
menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi P3 dan SPS KPI tahun 2012. Sosialisasi ini
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“ dalam upaya pengenalan lebih dalam
dan meningkatkan pengetahuan
lembaga penyiaran khususnya awak
media terhadap P3SPS KPI tahun
2012 untuk kemudian diturunkan
secara internal. Kegiatan sosialisasi
dilaksanakan di Hotel Aliga kota
Padang, Rabu, 17 Oktober 2012.

Dalam kesempatan itu,
Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto
dan Anggota yang juga koordinator
bidang Isi Siaran KPI Pusat, Nina Mutmainnah, hadir mewakili KPl Pusat dan menjadi
salah satu narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut. Narasumber lain yang ikut
meramaikan acara sosialisasi Ketua KPID Sumbar, Ferry Zein dan Production Manager
O Channel, Wilson Sitorus. Adapun moderator acara Anggota KPID Sumbar, Sumartono.

Ketua KPID Sumbar, Ferry Zein, dalam sambutannya, menilai pentingnya awak
media atau lembaga penyiaran di Sumbar mengetahui dan memahami pedoman yang
dibuat KPI. Selain itu, dia meminta LP untuk patuh kepada pedoman tersebut. ‘Agar
kita patuh kepada pedomana ini, kita harus tahu dan mengerti isinya karena itu kita
mesti berterimakasih kepada KPI Pusat yang mau melakukan sosialisasi di wilayah
kita, katanya.

Peserta acara sosialisasi berjumlah 80, sebagian besar merupakan perwakilan
dari lembaga penyiaran di wilayah Sumbar. Bahkan, hampir semua lembaga penyiaran
yang tersebar di 19 kabupaten dan kotamadya di ranah Minang ini hadir. Selain itu,
turut pula hadir perwakilan akademisi, praktisi dan mahasiswa di wilayah kota Padang.

P3SPS KPI: Acuan Lembaga Penyiaran Lindungi Publik
Rabu, 17 Oktober 2012 21:58

Padang - Media penyiaran di Sumatera Barat diharapkan mampu memahami
aturan di P3 dan SPS KPI tahun 2012. Pasalnya, P3 dan SPS merupakan dasar dari KPI
dan KPID melakukan pengawasan isi siaran. Jika dinilai ada siaran yang tidak sesuai
dan melanggar aturan di dalam pedoman tersebut, KPI dan KPID akan memberi sanksi.

Demikian disampaikan Anggota KPI Pusat merangkap koordinator bidang Isi
Siaran, Nina Mutmainnah, disela-sela penyampaian materi persentasi acara Sosialisasi
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P3 dan SPS KPI di Padang, Rabu, 17
Oktober 2012.

Selain menjelaskan
substansi P3 dan SPS, Nina lebih
banyak menayangkan contoh-
contoh pelanggaran yang dilakukan
televisi. Contoh tayangan seperti
memasukan ular ke dalam tubuh dan
anak memakan belut hidup-hidup
disampaikan dalam kesempatan itu.
Nina lalu bertanya kepada peseta
kenapa tayangan seperti itu tidak pantas dan melanggar. Sebagian besar peserta
menjawab tayangan itu menjijikan dan punya dampak tidak baik bagi anak-anak yang
menontonnya.

“ltulah kenapa KPI menegur tayangan tersebut, karena menjijikan dan
berdampak buruk bagi anak-anak. Jika nanti anak-anak menemukan cacing di jalan
mereka akan makan itu cacing. Potensi anak-anak untuk meniru itu sangat tinggi. Lagi-
lagi ini soal perlindungan terhadap anak-anak kita, jelas Nina di depan peserta yang
sebagian dari media penyiaran.

Akhir-akhir ini, lanjut Nina, KPI sering mendapati adegan ciuman bibir di
televisi. Hal ini membuatnya heran. Apa memang ada unsur kesengajaan dari lembaga
penyiaran membiarkan adegan tersebut muncul. Padahal, adegan ini jelas-jelas
melanggar aturan. “Kami pun banyak mendapati adegan ciuman bibir antara orangtua
dan anak. Alasannya sebagai bentuk kasih sayang. Tapi, apakah anak-anak yang
menonton itu bisa memahaminya dan mengerti maksud ciuman tersebut. Bagaimana
jika mereka menganggap ciuman tersebut hal biasa. Ini bukan budaya kita, jelasnya.

Hal lain yang jadi sorotan Nina terkait pelecehan terhadap profesi tertentu
seperti OB, Satpam, Pembantu, orang dengan penyakit tertentu dan disorientasi
seks yang sering muncul dalam program acara seperti komedi. “Tayangan yang
mengeksploitasi tubuh tidak boleh tayang pada jam berapa oun. Jika itu tayangan
program dewasa boleh saja namun dengan batasan-batasan, tegas Dosen Komunikasi
Universitas Indonesia (Ul).

Sementara itu, Manager Produksi O Channel, Wilson Sitorus menyatakan P3
dan SPS KPI sekarang sebagai produk terbaik yang dihasilkan KPI. Aturan seperti inilah
yang diinginkan televisi. Namun, memang ada beberapa substansi yang belum selaras
dengan industri.
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Pemilik Berafiliasi Independensi Media Terancam

Rabu, 17 Oktober 2012 23:00

Padang - Penggunaan
frekuensi oleh pemilik televisi
yang untuk kepentingan

afiliasinya merupakan bentuk
pembingkaian media terhadap
opini publik. Apa memang publik
butuh informasi tersebut, apa
memang berguna. Frekuensi
yang dipakai televisi adalah
milik publik yang sepatutnya
dipergunakan untuk kepentingan,
kesejahteraan dan kemaslahatan
pemilik ranah.

“Apa gunanya buat publik. Topiknya itu-itu saja. Publik harus dapat sesuatu yang
fakta dan benar. Ukuran independensi media itu jika isu atau informasi yang disiarkan
menjadi pembicaraan semua media televisi. Jika semua televisi membicarakannya,
baru itu namanya independensi, kata Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto, di depan
peserta Sosialisasi P3SPS KPI di Hotel Aliga kota Padang, Rabu, 17 Oktober 2012.

Menurut Ezki, afiliasi media penyiaran terhadap partai politik akan
mempengaruhi independensi para pelaku media. “Pelaku media seperti reporter,
produser, host, dan karyawan tidak bisa bekerja secara independen. Mental dan harga
diri terkait profesionalisme jurnalis menjadi menurun; katanya.

Ezki mengatakan, kepemilikan televisi oleh sejumlah tokoh yang berafiliasi
ke partai politik (parpol) tidak bisa dipungkiri ikut mempengaruhi penyiaran
program yang cenderung bermuatan politis pada kelompok tertentu. “Bahkan dalam
operasionalisasinya, televisi banyak digunakan untuk mengkritisi lawan politik
kelompok tertentu, katanya.

Adanya kecenderungan tersebut, papar Ezki, membuat masyarakat tidak
memperoleh informasi yang lengkap dan utuh terhadap suatu peristiwa sehingga
menimbulkan kebingungan.

Selain itu, pembingkaian media saat melihat sesuatu peristiwa seakan mudah
melebel atau mencap orang sebagai penjahat dan lain-lainnya. “Publik harus diberi
sesuatu yang benar dan sebenar-benarnya. Jika memang informasi itu bagus, bilang
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saja bagus. Kalau memang jelek, bilang jelek.Jangan di bolak-balik;’ sahut Ezki.
KPI Pusat Sosialisasi P3SPS 2012 di Sumbar

Rabu, 17 Oktober 2012 21:57

Padang - KPI Pusat bekerjasama
dengan KPID Sumatera Barat (Sumbar)
menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi
P3 dan SPS KPI tahun 2012. Sosialisasi
ini dalam upaya pengenalan lebih dalam
dan meningkatkan pengetahuan lembaga
penyiaran khususnya awak media terhadap
P3SPS KPI tahun 2012 untuk kemudian
diturunkan secara internal. Kegiatan
sosialisasi dilaksanakan di Hotel Aliga kota
Padang, Rabu, 17 Oktober 2012.

Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto dan Anggota
yang juga koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat, Nina Mutmainnah, hadir mewakili
KPI Pusat dan menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan sosialisasi tersebut.
Narasumber lain yang ikut meramaikan acara sosialisasi Ketua KPID Sumbar, Ferry Zein
dan Production Manager O Channel, Wilson Sitorus. Adapun moderator acara Anggota
KPID Sumbar, Sumartono.

Ketua KPID Sumbar, Ferry Zein, dalam sambutannya, menilai pentingnya awak
media atau lembaga penyiaran di Sumbar mengetahui dan memahami pedoman yang
dibuat KPI. Selain itu, dia meminta LP untuk patuh kepada pedoman tersebut. ‘Agar
kita patuh kepada pedomana ini, kita harus tahu dan mengerti isinya karena itu kita
mesti berterimakasih kepada KPI Pusat yang mau melakukan sosialisasi di wilayah
kita, katanya.

Peserta acara sosialisasi berjumlah 80, sebagian besar merupakan perwakilan
dari lembaga penyiaran di wilayah Sumbar. Bahkan, hampir semua lembaga penyiaran
yang tersebar di 19 kabupaten dan kotamadya di ranah Minang ini hadir. Selain itu,
turut pula hadir perwakilan akademisi, praktisi dan mahasiswa di wilayah kota Padang
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Monopoli Kepemilikan Hadang Demokratisasi Penyiaran
Kamis, 25 Oktober 2012 11:54

Jakarta - Rancangan Undang-
Undang (RUU) Penyiaran yang tengah
dibahas di DPR harus dengan tegas
menyebut Undang-Undang ini sebagai
lex specialis. Sehingga, aturan hukum
soal pemusatan kepemilikan lembaga
penyiaran dapat ditegakkan. Hal tersebut
disampaikan Ezki Tri Widianti, Wakil
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)
Pusat dalam acara diskusi “Implikasi RUU
Penyiaran Terhadap Monopoli Media” yang
dilaksanakan di DPR RI, Rabu (24/10).

Selama ini, menurut Ezki, kesulitan penegakkan aturan kepemilikan lembaga
penyiaran karena selalu dibenturkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan
Undang-Undang Monopoli. “Padahal jika mengacu pada Undang-Undang Penyiaran,
masalah kepemilikan ganda ataupun monopoli kepemilikan lembaga penyiaran jelas
salah” ujar Ezki.

Namun demikian, draft RUU Penyiaran yang tengah dibahas DPR ini secara
umum sangat baik. Menurut Amir Effendi Siregar yang turut hadir dalam diskusi itu,
soal kepemilikan sudah diatur dengan sangat detil sehingga dapat membatasi adanya
monopoli kepemilikan. Amir juga menilai, RUU ini sudah menampakkan adanya
semangat diversity of content dan diversity of ownership yang menjadi syarat terciptanya
demokratisasi penyiaran.

Dalam diskusi yang juga dihadiri oleh pengamat politik Jamaludin Ritonga
dan Direktur LBH Pers Hendrayana, Ezki menilai masih perlu adanya aturan soal
kepemilikan silang antara pemilik lembaga penyiaran dan media online. Dalam draft
RUU yang diatur hanya kepemilikan silang antara lembaga penyiaran dan media cetak,
padahal saat ini media online mulai merajai bahkan menyebabkan banyak media cetak
yang gulung tikar.

Ezki juga berharap RUU ini terus dikawal demi terjaminnya kepentingan
publik. “RUU ini harus dikawal hingga pengesahannya, karena banyak juga pihak yang
menentang. Salah satunya karena banyak yang lupa, kalau penyiaran itu memang
harus high regulated”, pungkas Ezki.
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Meningkatnya Pemberian Sanksi Bukan Hal yang Menggembirakan KPI
Senin, 29 Oktober 2012 21:00

Mataram - Sanksi Komisi Penyiaran
Indonesia (KPI) Pusat untuk stasiun televisi
bersiaran nasional mengalami kenaikan cukup
signifikan. Hingga bulan September 2012,
sebanyak 78 sanksi sudah diberikan KPI Pusat.
Jumlah ini lebih tinggi dari tahun 2011 yang
hanya berjumlah 55 sanksi. Hal itu disampaikan
Nina Mutaminnah, ditengah acara Sosialisasi
P3 dan SPS KPI tahun 2012 di Mataram, NTB,
Senin, 29 Oktober 2012.

Menurutnya, peningkatan jumlah sanksi yang dibuat KPI bukan sesuatu yang
mengembirakan pihaknya. Meningkatnya jumlah sanksi menandakan ada masalah
dengan siaran di televisi kita. Karenanya, Nina berharap lembaga penyiaran dapat
mengimplementasikan P3 dan SPS KPI dan mensosialisasikannya di lingkup kerja
masing-masing supaya pelanggaran terhadap aturan ini bisa ditekan.

Namun demikian, Nina menyatakan, sudah ada perubahan terhadap isi siaran
televisi untuk lebih baik. “Kami bisa menunjukan kalau siaran televisi sekarang sudah
ada yang menunjukan perbaikan tersebut, katanya.

Dalam kesempatan itu,Nina meminta para peserta untuk melakukan pengaduan
ke KPI jika melihat ada pelanggaran di lembaga penyiaran. Dia pun berharap publik
di NTB dapat menjadi agen-agen literasi media yang akan membagi pengetahuannya
kepada masyarakat lain.

Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto, di waktu yang sama, menegaskan bahwa
tidak ada niat pihaknya untuk mematikan industri penyiaran. Justru, KPI berharap
industri penyiaran hidup da berkembang dengan baik. “Karena itu, hilangkan asumsi
bahwa KPI ingin mematikan industri penyiaran, jelasnya.

Persis Sama Keluhan Terhadap Isi Siaran TV di Semua Daerah
Jumat, 02 November 2012 00:00

Jakarta - Isi siaran televisi dinilai belum banyak memberikan manfaat baik bagi
penontonnya terutama anak-anak. Isi siaran masih banyak mengandung kekerasaan,
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pornografi, dan informasi yang tidak mendidik. Penonton khususnya anak-anak atau
publik lainnya, mestinya mendapatkan sesuatu yang bisa mencerahkan, mendidik dan
baik dari isi siaran yang mereka tonton.

Penilaian tersebut muncul dalam Dialog Kenegaraan Tentang Peran Masyarakat
Sipil dalam Pembenahan Penegakan Hukum di Indonesia yang diadakan oleh Lembaga
Bantuan Hukum Lampung di Hotel Atlantik, Salemba, Kamis, 1 November 2012.

Menurut peserta asal Riau, dirinya begitu risau dengan acara anak-anak di
televisi. Acara yang ditayangkan kadang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka seperti
Koboi Junior. “Acar ini bukan untuk anak-anak, ini cocoknya untuk remaja. Dengar saja
isi lagunya, soal cinta-cinta. Apa memang benar ini untuk anak-anak. Saya minta KPI
kasih imbauan kepada televisi untuk buat acara atau lagu yang sesuai dengan anak-
anak; pintanya di depan Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto.

Ada juga pendapat peserta yang menyatakan bingung pada substansi tayangan
televisi khusus mengenai tayangan anak. Apakah televisi tidak memikirkan dampak
yang terjadi bagi anak-anak yang menonton. “Ini menjadi perhatian kami di Sumatera
Barat. Sebenarnya gimana televisi menyikapi hal ini, keluh peserta tersebut.

Kemudian ada lagi peserta yang mengeluhkan tayangan infotainmen di televisi
yang dianggap informasinya tidak penting bagi publik. Menurut mereka, tayangan
infotainmen menyampaikan informasi yang tidak mendidik. “Beritanya mengenai
perceraian kemudian kawin dengan siapa. Isinya tidak pentinglah,” kata mereka.

Menanggapi keluhan dan komentar dari sejumlah peserta tersebut, Ezki
mengatakan, pihaknya selalu mendapatkan keluhan dan pendapat yang sama di hampir
semua daerah yang mereka kunjungi. “Keluhan dan pendapat yang anda sampaikan
persis sama dengan di Bali, Nusa Tenggara Barat, Padang dan daerah-daerah lainnya;
jelasnya.

Menurutnya, tayangan yang banyak dikeluhkan masyarakat tadi sudah ada yang
diberikan sanksi oleh KPI. KPI, lanjut Ezki, mempunyai kewenangan memberikan sanksi
tapi tidak sampai mencabut izin siarannya. Sesuai UU Penyiaran, KPI hanya berwenang
memberikan sanksi administratif mulai dari teguran, penghentian sementara dan
pembatasan durasi.

Ezki turut menyampaikan keprihatinannya terhadap kreatiftas televisi. Hampir
semua format acara televisi yang ditayangankan serupa. Seperti tayang infotainmen
yang begitu-begitu saja. “Ini juga mulai merambat ke penampilan acara berita; katanya.

Dalam kesempatan itu, salah satu peserta mengeluhkan tayangan mengenai
terorisme di televisi. Menurutnya, tayangan yang disampaikan televisi begitu masif
karena mengkaitkannya dengan keluarga tersangka teroris. Bagi peserta tersebut, hal
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itu merupakan bentuk aniaya dan pembunuhan karakter.

KPI Pusat Bertemu Metro TV dan TV One Bahas Netralitas Pemberitaan
Senin, 05 November 2012 15:23

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia
(KP1) Pusat mengadakan pertemuan dengan
Metro TV dan TV One membahas netralitas
pemberitaan televisi. Pertemuan ini juga
dihadiri sejumlah stakeholder antara lain
Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu),
Komisi Informasi Publik (KIP), Remotivi,
Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (UTI),
Aliansi Jurnalis Independen (AJl), LBH Pers,
Indonesia Media Watch (IMW), LSPP, dan
KPID Kalimantan Barat (Kalbar), berlangsung di kantor KPI Pusat, Gedung Bapeten,
Senin, 5 November 2012.

Pertemuan dibagi dua sesi dimulai pada Pukul 10.00 WIB dengan terlebih
dahulu bertemu Metro TV, menyusul kemudian pada pukul 11.30 WIB pertemuan
dengan TV One.

Pada saat pertemuan dengan Metro TV, hadir antara lain Direktur Pemberitaan
Suryopratomo, Elman Saragih, Putra Nababan (Pemimpin Redaksi Metro TV), Aji S.
Soeratmadjid, Bambang Hamid, dan Charles M. Sedangkan di TV One diwakili Wakil
Pemimpin Redaksi, Toto Suryanto, Indiarto Priadi, Hasan dan Raldy Doy.

Hasil pertemuan dengan kedua stasiun televisi tersebut akan menjadi bahan
KPI Pusat pada saat bertemu sejumlah lembaga yakni dengan Komisi Pemilihan Umum
(KPU), KIP, Bawaslu, dan KPK.

Dalam pertemuan yang berakhir pada pukul 13.00 WIB, hadir Ketua KPI Pusat,
Mochamad Riyanto, wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto, dan Nina Mutmainnah.

KPI Bertemu RCTI, Global, dan MNC TV Bahas lklan Partai
Jumat, 09 November 2012 17:58
Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPl) Pusat mengadakan pertemuan
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dengan stasiun televisi dibawah bendera grup MNC membahas proporsi tayangan
iklan partai politik. Pertemuan ini dihadiri perwakilan dari Bawaslu, Komisi Informasi
Publik (KIP), P31 (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia), PRmedia, dan Indonesia
Media Watch (IMW). Pertemuan dilakukan di kantor KPI Pusat,Jumat, 9 November 2012.

Pertemuan dibuka Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, yang didampingi Wakil
Ketua, Ezki Suyanto, komisioner KPI Pusat, Nina Mutmainnah, Azimah Soebagyo dan
Idy Muzayyad.

Hasil pertemuan tersebut akan menjadi bahan bagi KPI pada saat bertemu
dengan lembaga terkait yakni KPU, Bawaslu, dan KIP. Rencananya, KP| bersama-sama
dengan 11 lembaga lain akan melakukan MoU pada Senin depan terkait Pemilu dan
lainnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung hampir dua jam tersebut, dari gurp MNC
hadir Arya Sinulingga, Driantama, serta rekan-rekan lainnya.

Pertemuan KPI (Pusat dan DKI Jakarta) dengan Konsulat Jenderal Rl Hongkong: Isi
Siaran Pengaruhi Citra Indonesia di Mata Asing

Jumat, 09 November 2012 15:39

Hongkong - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat dan KPID DKl Jakarta dalam
lawatannya ke Hongkong menghadiri Convensi Casbaa 2012 (cable and satellite
broadcasting association of asia), menyempatkan diri bertemu langsung dengan
Konsulat Jenderal RI untuk Hongkong, Teguh Wardoyo. Hadir dalam kesempatan
tersebut komisioner KPI Pusat Azimah Subagijo sebagai ketua delegasi, Dadang Rahmat
Hidayat dan Idy Muzayyad masing-masing sebagai anggota delegasi. Sementara itu,
KPID DKl Jakarta yang turut hadir adalah Hamdhani Masil (Ketua), Evan (Wakil), Ronnie,
Wahyudin, dan Ramli Darmo Sirait, masing-masing sebagai anggota.

Pertemuan yang diadakan di Kantor Konsulat Rl di Hongkong pada 30 Oktober
2012 itu selain untuk mempererat silaturrahim KPI dengan Konjen RI tersebut, juga
membahas tentang keinginan KPI terhadap konsulat RI di Hongkong agar dapat
secara pro aktif menginformasikan tentang isu-isu mengenai perkembangan penyiaran
khususnya di Hongkong kepada KPI. Hal ini mengingat Hongkong menjadi kantor
pusat dari Casbaa yang sangat perhatian terhadap perkembangan lembaga penyiaran
berbayaryang ada di Indonesia.Teguh Wardoyo dalam kesempatan tersebut menyambut
baik keinginan KPI, dan berjanji akan mengupayakan apa yang KPI butuhkan tersebut.

Masih dalam kesempatan pertemuan itu, Teqguh Wardoyo melihat peran KPI
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penting untuk menjaga citra Indonesia di mata asing melalui pengawasan penyiaran.
“Isi media khususnya televisi sangat berpengaruh terhadap citra Indonesia di mata
asing, ujar Teguh. Menurutnya, jika televisi sering menyiarkan kekerasan seperti
tawuran, pembunuhan, perampokan, atau juga perseteruan antar institusi negara, maka
negara asing melihat Indonesia sebagai negara yang tidak aman. Dan hal ini tentu
berdampak negatif bagi kepentingan Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Azimah
Subagijo berjanji akan membawa isu ini dalam pertemuan nasional KPI sehingga
seluruh KPID dari 33 provinsi dapat memahami tentang arti penting menjaga mutu isi
siaran bagi kepentingan kebijakan luar negeri Indonesia.

Sementara itu, Dadang Rahmat Hidayat menyampaikan bahwa KPI saat ini
juga tengah mengupayakan agar masyarakat di daerah-daerah perbatasan agar dapat
memperoleh siaran dari lembaga penyiaran yang ada di tanah air. Hal ini mengingat
saat ini masih banyak terjadi masyarakat Indonesia di daerah perbatasan yang lebih
mudah menerima siaran asing daripada siaran dari televisi atau radio milik Indonesia.
Mengenai hal ini, Teguh mengapresiasi kerja KPl yang cukup berat tersebut, karena
ruang lingkup tugas KPI dalam menjalankan tugasnya mengawasi penyiaran sangat
luas apalagi wilayah Indonesia yang bersifat kepulauan ini. “Indonesia negara besar,
terdiri dari belasan ribu pulau. Beda dengan negara-negara lain seperti Cina dan Amerika
Serikat sekalipun. Mereka lebih banyak daratan. Untuk itu, memang dibutuhkan kerja
serius di bidang masing-masing agar Indonesia dapat bersaing dari negara-negara
lain,” pungkas Teguh.

KPI Tandatangani MoU dengan Bawaslu dan 10 Lembaga/Komisi Terkait

Senin, 12 November 2012 19:08

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPl) menandatangani nota kesepahaman
dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pemilu terkait pengawasan Pemilu
2014 di Hotel Arya Duta Jakarta, Senin, 12 November 2012. Turut menandatangani
nota kesepahaman 10 lembaga atau komisi yakni KPK, PPATK, Komnas HAM, Komisi
Yudisial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Informasi Publi (KIP),
Kompolnas, Komisi Kejaksaan, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak
Indonesia (KPAI).

Penandatanganan nota kesepahaman atau MoU (Memorandum of
Understanding) oleh KPI dilakukan langsung Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto,
disaksikan Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI, Irman Gusman dan ketua komisi
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dan lembaga lainnya. Dalam
kesempatan itu, turut hadir
Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki
Suyanto dan komisioner KPI
Pusat bidang Kelembagaan,
Idy Muzayyad.

Ketua Bawaslu,
Muhammad menyatakan
bahwa Pemilu 2014 menjadi
tumpuan dan harapan
untuk pemilu yang kredible,
transparan dan bermanfaat.
Pihaknya sadar tanpa
hubungan sinergitas antara
Bawaslu dengan lembaga
lembaga komisi negara yang secara khusus ‘concern’ tentang pengawasan tentunya
harapan tersebut tidak akan tercapai,

Pernyataan tersebut diamini Irman Gusman Ketua DPD (Dewan Perwakilan
Daerah) Rl agar Pemilu nanti lebih baik dan demokratis secara substansi. “Selama
ini demokrasi yang kita lakukan lebih pada demokrasi yang prosedural. Belum pada
demokrasi yang substansial; tukasnya.

Poppy Dharsono Adukan Infotainment
Senin, 19 November 2012 00:00

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menerima aduan publik
dari Poppy Dharsono, Anggota DPR RI pada 19 November 2012 di kantor KPI Pusat.
Poppy mengadukan bahwa adanya informasi yang tidak benar yang telah disampaikan
infotainment kepada publik sejak mingggu lalu.

Berita yang dikeluhkan Poppy adalah mengenai peresmian prasasti biography
yang ada pada makam Moerdiono pada 10 November 2012. Infotainment memberitakan
seolah-olah akan ada pemindahan makam Moerdiono. Poppy mengatakan bahwa
makam tidak akan dipindahkan dan tidak ada pihak keluarga yang memberikan
pernyataan tersebut. “Berita tersebut tidak benar dan telah merugikan keluarga” jelas
Poppy. Hal itu juga dibenarkan oleh Sumad Kertonegoro sahabat dari Moerdiono, Lalu

Lampiran

182



DEMI MILIK PUBLIK

Hilman A, Margono, Ifa Margono keluarga Moerdiono, serta Jazzy yang juga hadir pada
saat itu.

Nina Mutmainnah, Anggota KPI Pusat yang menerima seluruh aduan Poppy
secara resmi mengatakan bahwa KPl Pusat akan mengamati serta menganalisis
terhadap infotaiment yang dimaksud apakah telah terjadi pelanggaran terhadap
Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) atau tidak. Selain itu,
Nina menyampaikan akan menindaklanjuti aduan tersebut dengan mempertemukan
kedua belah pihak untuk mengadakan dialog.

KPI Pusat dan KPID Selenggarakan EDP Delapan Rakom di Lampung
Selasa, 20 November 2012 00:00

Bandar Lampung - Pertumbuhan lembaga penyiaran komunitas khususnya
radio komunitas di tanah air masih terbilang tinggi. Ini terbukti dengan masuknya
delapan permohonan radio komunitas dalam proses eveluasi dengar pendapat (EDP)
yang diselenggarakan KPID Lampung didampingi KPI Pusat, di salah satu hotel di kota
Bandar Lampung, Selasa, 20 November 2012.

Diawal acara, Komisioner yang juga koordinator Perizinan KPI Pusat, Iswandi
Syahputra, mengatakan jika tahapan proses perizinan ini merupakan amanah UU
Penyiaran. Setiap WNI yang ingin mendirikan lembaga penyiaran harus melalui
tahapan EDP.

“Konon, proses permohonan izin penyiaran di Indonesia terbilang paling lama.
Jika menuruti tahapan, bisa mencapai satu tahun dan mungkin bisa lebih. Frekuensi ini
merupakan milik publik, jadi untuk mempergunakan sumber daya ini harus dengan izin
publik melalui proses ini; jelas Iswandi.

Menurutnya, proses EDP menitikberatkan pada pengujian tiga hal yakni
administrasi, teknis dan konten. Ketiga hal tersebut akan ditanyakan oleh pihak-pihak
yang berwenang seperti Balmon, Pemda dan KPI.“Jadi, saya minta agar semua pemohon
untuk berterus terang dan terbuka. Jika memang ada kekurangan, sebutkan saja. Nanti
akan ada solusi yang disampaikan, kata Iswandi di depan semua peserta EDP.

Pada saat sesi tanyajawab, Komisioner KPI Pusat, Azimah Soebagyo
menyampaikan apresiasinya kepada semua rakom atas niat baik mereka melakukan
proses perizinan penyiaran. “Ini merupakan proses yang diamanahkan UU Penyiaran.
Pasalnya, banyak radio komunitas yang tidak berizin dan sudah bersiaran; tegasnya.

Selain itu, Azimah meminta semua rakom tidak mengutamakan siaran hiburan
seperti musik tetapi juga membuat siaran yang memang dibutuhkan komunitasnya.
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“Rakom juga tidak boleh menyiarkan iklan komersil, hanya iklan layanan masyarakat
saja. Selain itu, jangan lupa untuk menyiarkan lagu Indonesi Raya, pintanya.

Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto, lebih menyoroti persoalan aturan yang
berlaku dalam bidang penyiaran. Menurutnya, semua lembaga penyiaran khususnya
rakom harus tahu dan mempelajari aturan yang berlaku tersebut. ‘Aturan yang ada harus
dipelajari seperti UU Penyiaran dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program
Siaran KPI. Berbahaya jika anda tidak tahu aturan ini; tegasnya. Dalam kesempatan itu,
Komisioner KPID Lampung dan sejumlah narasumber turut menyampaikan pertanyaan
dan juga masukannya kepada semua rakom. Diakhir acara, berlangsung penyerahan
berita acara kepada masing-masing lembaga penyiaran.

TVRI lkuti Workshop P3 dan SPS KP1 2012
Selasa, 20 November 2012 16:00

Jakarta - KPI Pusat menggelar Workshop
Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar
Program Siaran (SPS) tahun 2012 untuk stasiun
LPP TVRI Pusat. Workshop dibuka langsung oleh
Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto, didampingi
Komisioner merangkap Koordinator bidang Isi Siaran KPI Pusat, Nina Mutmainnah, di
kantor KPI Pusat, Selasa, 20 November 2012.

Diawal acara, Mochamad Riyanto mengucapkan terimakasih dan perhargaan
kepadaTVRlyangbersediamengikutiworkshop P3 dan SPSKPItahun 2012.Menurutnya,
TVRI harus memiliki karakteristik tersendiri dengan mengutamakan kemasan dan
konten kearifan lokal. TVRI harus juga menjembatani dan mengkomunikasikan ke
masyarakat dengan baik dan memberikan hiburan yang sehat ke masyarakat.

“Hari ini menjadi sangat penting karena P3SPS ini menjadi role of ethic dan role
of conduct dalam mengatur program siaran. Saya harapkan LPP TVRI ini mejandi contoh
bagi LP yang lain. Perubahan-perubahan TVRI perlu didukung tapi harus berkarakter;
tutur Riyanto di depan sekitar 30 peserta workshop.

Riza Primadi, praktisi penyiaran yang menjadi narasumber workshop,
mengambarkan peluang dan persaingan penyiaran di masa yang akan datang.
Menurutnya, lembaga penyiaran yang bisa bertahan pada masa itu sehingga tidak
ditinggalkan penonton adalah dengan terus mengedepankan kreatifitas. Tentunya,
kreatifitas mengolah dan memproduksi konten.
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TVRI harus bisa bertahan dengan kondisi yang akan terjadi di masa tersebut.
“TVRI jangan sampai sama dengan televisi swasta. TVRI harus punya karakter sendiri.
Sebaiknya, TVRI membidik dan merebut pasar menengah. Mereka itu influencer yang
bisa mempengaruhi sekelilingnya, jelas Riza.

Sementara itu, dalam paparannya, Nina Mutmainnah menjelaskan secara
terperinci pasal-pasal yang terdapat di P3 dan SPS KPI tahun 2012 seperti pasal
perlindungan anak dan remaja, kelompok tertentu, kekerasan, pornografi dan lainnya.
Dia juga menyampaikan stasiun televisi yang sering mendapatkan sanksi dari pihaknya.

“Saya sampaikan adalah apa yang kami lakukan di isi siaran semuanya
berdasarkan P3 dan SPS KPItahun 201 2. Ini menjadi rujukan kita untuk tidak melakukan
pelanggaran yang sama, tegas Nina.

Sebelum berlangsung acara workshop, semua peserta terlebih dahulu melihat-
lihat kinerja bagian pemantauan dan editing di KPI Pusat.

Anak Indonesia Kedapatan Paling Lama Menonton TV
Kamis, 22 November 2012 00:00

Ciamis - Anak-anak Indonesia menempati urutan teratas di antara negara-
negara di ASEAN untuk urusan menonton siaran televisi terlama. Menurut penelitian,
rata-rata waktu yang dihabiskan anak-anak Indonesia saat menonton siaran televisi
mencapai 5 jam dan bahkan lebih untuk setiap harinya. Adapun negara ASEAN lain
hanya 2 sampai 3 jam dalam sehari.

Demikian disampaikan Atie Rachmiatie, pengamat media penyiaran, di depan
puluhan peserta Bimbingan Teknis (Bimtek) Lembaga Penyiaran di Ciamis, Jawa Barat,
Kamis, 22 November 2012.

Menurut Atie, anak-anak tersebut paling sering menonton tayangan atau
acara yang mengadung kekerasan seperti yang ada di sejumlah film kartun. “Mereka
ini paling mudah melakukan peniruan dan ini sangat mengkhawatirkan, kata mantan
Ketua KPID Jabar periode sebelumnya.

Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto menambahkan, jumlah menonton paling
banyak terjadi pada saat hari libur terutama pada anak-anak. Padahal, orang tua bisa
memberikan alternatif hiburan kepada anak-anak selain hanya menonton televisi
seperti mengajak mereka ke musium atau ke tempat lain yang bermanfaat.

“Televisi sekarang sudah menjadi baby sitter-nya anak-anak dan mereka sudah
dibiasakan menonton televisi sejak usia dini. Bahayanya, anak-anak jarang sekali
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didampingi oleh orang tuanya ketika menonton siaran televisi. Padahal, peran orang
tua sebagai pendidik dan pemberi pengertian sangat diperlukan anak-anak ketika
mereka tidak memahami apa yang mereka tonton, jelas Ezki.

Hasil penelitian KPID Jabar, rata-rata anggota dalam satu keluarga (5) orang
yang suka menonton siaran televisi ada empat orang dengan jumlah televisi dalam
satu rumah antara 1 sampai 6 buah. “Sebanyak 61,8% dari responden yang diteliti
menonton televisi antara 2 sampai 3 jam, sedangkan yang menonton lebih dari 3 jam
ada 26,6%, jelas Atie.

Selanjutnya, KPID Jabar mendapati bahwa 58%responden secara sengaja
menonton siaran berita daninformasi, 32,9 % sinetron dan film,serta 22,7 % infotainmen
dan realty show. Tidak ada orang yang sengaja menonton siaran iklan dan bila ada
iklan sebanyak 78% responden menyatakan suka segera memindahkan saluran televisi.
‘Anehnya, hanya sedikit yang menyatakan secara segaja menonton siaran pendidikan
yakni 10,1%, jelas Atie.

Sebanyak 54,35 responden perempuan menyatakan banyak yang terpengaruh
oleh siarantelevisi.Namun,semakin tinggi pendidikan responden, baik laki-laki ataupun
perempuan, pengaruh siaran televisi terhadap dirinya semakin kecil. “Sedangkan
responden yang berpendidikan lebih rendah, lebih sulit memahami isi siaran, tetapi
mereka menonton televisi lebih sering dan lebih lama. Hal itu sangat berbahaya karena
ada korelasi signifikan akibat dari lama menonton dengan keterpengaruhan penonton,’
ungkap Atie.

P3 &SPS KPI Acuan bagi Lembaga Penyiaran

5 Desember 2012

Pandeglang - Radio dan Televisi di Pandeglang diminta mengaplikasikan
P3 dan SPS KPI agar juga sesuai dengan peran dan fungsinya yakni sebagai media
informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, pengontrol, perekat sosial, serta fungsi
ekonomi dan kebudayaan.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID),
Banten, Ade Bujhaerami, dalam sosialisasi P3 dan SPS KPI, di Kota Pandeglang, Rabu,
5 November 2012.

“Kita tentunya prihatin dengan masih banyaknya konten siaran televisi dan
radio yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan kultur masyarakat. Untuk itu, KPID
Banten gencar menyosialisasikan P3 dan SPS sebagai pedoman penyiaran yang harus
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dilaksanakan oleh penanggung jawab bidang siaran, direktur lembaga penyiaran,
produser, dan semua elemen yang berhubungan dengan penyiaran, kata Ade.

Cecep Abdul Hakim, Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KIPD Banten,
mengatakan, lembaga penyiaran di Banten diharapkan tidak menduplikat program
siaran daerah lain. Sebab, Banten sendiri sangat kaya akan khasanah lokal yang bisa
dijual.

“Lembaga penyiaran lokal harus mengagungkan budaya dan kearifan lokal
dan memberikan kebanggaan bagi Banten. Makanya kami mempromosikan Banten
Cinta Silat (Siaran Layak Sehat dan Maslahat) yang merupakan gerakan literasi media
masyarakat Banten untuk menjadi pemirsa dan pendengar yang cerdas dan kritis;
katanya.

Sosialisasi ini, juga dihadiri oleh Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki Suyanto. Dalam
kesempatan itu, Ezki membahas konten P3 dan SPS serta menampilkan beberapa
cuplikan siaran yang dinilai melanggar dan tak sesuai norma. Sosialisasi ini dihadiri 21
lembaga penyiaran radio dan televisi di wilayah Pandeglang dan Lebak.

KPI Pusat Selenggarakan Anugerah KPI 2012
Senin, 10 Desember 2012 12:49

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat akan menyelenggarakan
Malam Anugerah KPl 2012, Selasa, 11 Desember 2012 besok bertempat di Auditorium
TVRI, Senayan, Jakarta. Anugerah KPI 2012 merupakan ajang penghargaan bagi karya
karya-karya terbaik penyiaran sepanjang tahun 2012. Demikian disampaikan KPI
Pusat dalam siaran pers No.707/K/KPIl/12/12, Senin, 10 Desember 2012.

Anugerah KPI merupakan program tahunan KPI. Kegiatan ini diharapkan
dapat mendorong industri penyiaran untuk terus berkarya dalam menghasilkan
program-program terbaik; bukan hanya program siaran yang menarik jumlah
khalayak yang banyak, melainkan juga program siaran yang berkualitas dan
membawa manfaat bagi publik.

Anugerah KPI 2012 diikuti oleh 197 program acara dari 11 stasiun televisi
berjaringan dan lembaga penyiaran (TV dan radio) lokal. Anugerah diberikan bagi 8
kategori Program dan 3 kategori Khusus.

Untuk kategori Program, delapan kategori yang dkompetisikan adalah
kategori Program Anak TV, Program Sinetron Lepas/FTV, Program Musik TV, Program
Buletin Berita TV, Program Dokumenter TV, Program Feature TV, Program Investigasi
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TV, dan Program Talkshow TV. Untuk Kategori Khusus, anugerah akan diberikan bagi
Radio dan Televisi Peduli Perbatasan, Program Ramadhan TV Terbaik, dan Lifetime
Achievement.

Dewan Juri telah menetapkan 24 program acara televisi Kategori Program
yang menjadi nomine Anugerah KPIl 2012, yaitu:

Program Anak TV

1. Program AKSI DIDI TIKUS Episode “Temanku Si Ulat”, Stasiun MNC TV

2. Program BINTANG LAUT, Stasiun TVRI

3. Program HAND MADE Episode “Tas Gaul Anak Menteng’, Stasiun Global TV

Program Musik TV

1. Program HARMONI Episode “Adi Karya Titiek Puspa”, Stasiun SCTV
2. Program MUSIKLOPEDIA Episode”Sheila on 77, Stasiun Trans 7

3. Program “Satu Jam Bersama Opick’, Stasiun Indosiar

Program Sinetron Lepas/FTV

1. Program SINEMA WAJAH INDONESIA Episode “Bintang Film”, Stasiun SCTV
2. Program FTV “Kebaya Hilang Cinta pun Datang’, Stasiun RCT]

3. Program SINEMA WAJAH INDONESIA Episode “Maaf, Lebaran Ini Kami Tidak
Pulang”, Stasiun SCTV

Program Buletin Berita TV

1. Program LIPUTAN 6 PETANG 10 Mei 2012, Stasiun SCTV

2. Program SEPUTAR INDONESIA SORE 28 April 2012, Stasiun RCTI
3. Program TOPIK PETANG 2 Juni 2012 ,Stasiun ANTV

Program Dokumenter TV

1. Program LESTARI Episode "Reba Ini untuk Leluhur”, Stasiun MetroTV

2. Program MANUSIA INDONESIA Episode “Biarawati Ende Flores”, Stasiun TVOne
3. Program SWARA LIYAN Episode “Cerita Muram dari Balik Tembok”, Stasiun TVRI

Program Feature TV

1. Program DELIK Episode “Pembantaian Orang Utan”, Stasiun RCTI

2. Program SIGI Episode “Tragedi Jembatan Kutai Kertanegara”, Stasiun SCTV
3. Program SWARA LIYAN Episode “Suara Anak Pesisir”, Stasiun TVRI

Lampiran

188



DEMI MILIK PUBLIK

Program Investigasi TV

1.  Program DELIK Episode “Derita TKI Arab Saudi’, Stasiun RCTI

2. Program DELIK Episode “Menghapus Jejak Sijunjung”, Stasiun RCTI
3. Program TELUSUR Episode “Tipu-Tipu Langit Biru”, Stasiun TV ONE

Program Talkshow TV

1. Program HITAM PUTIH Episode “Yuki Kato” Stasiun TRANS 7

2. Program KICK ANDY Episode “Perempuan-Perempuan Perkasa”, Stasiun Metro TV
3. Program MATA NAJWA Episode “Lakon Sang Penegak’, Stasiun Metro TV

Adapun nomine untuk Kategori Penghargaan Khusus adalah:

Kategori Khusus: Radio Peduli Perbatasan
Batam FM (Kepulauan Riau)

Indra FM (Riau)

RRI Atambua (NTT)

RRI Batam (Kepulauan Riau)

RRI Entikong (Kalimantan Barat)

Ul N NN

Kategori Khusus: Televisi Peduli Perbatasan

1. Batam Multimedia Televisi (Kepulauan Riau)
2. BeluTV(NTT)

3. Top TV (Papua)

4. TVRI Stasiun Kalimantan Barat

Kategori Khusus: Program Ramadhan TV Terbaik
JALAN-JALAN ISLAMI, stasiun TVRI

JEJAK KEBESARAN-MU, stasiun Global TV
MUHIBAH PESANTREN, stasiun Indosiar
PARA PENCARI TUHAN, stasiun SCTV
TAFSIR AL-MISBAH, stasiun Metro TV

Ul N NN

Anugerah bagi Radio dan Televisi Peduli Perbatasan diberikan bagi Lembaga
Penyiaran TV dan Radio yang menyiarkan materi yang membawa nilai-nilai informatif
dan edukatif bagi khalayak wilayah perbatasan, menampilkan materi siaran yang
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membawa nilai-nilai budaya Indonesia, dan secara umum berisi materi yang
memperkuat identitas keindonesiaan dan nasionalisme.

Anugerah bagi acara Ramadhan Televisi Terbaik diberikan bagi acara TV yang
secara umum berisi materi yang membawa nilai-nilai universal Ramadhan, berisi
nilai-nilai positif yang mengandung manfaat bagi khalayak.

Penghargaan Lifetime Achievement dianugerahkan bagi ilndividu yang
mempunyai peran besar dalam sejarah dan penyiaran di Indonesia, memiliki visi
memajukan penyiaran di Indonesia, dan memberi teladan serta inspirasi bagi insan
penyiaran.

Dewan Juri seluruhnya berjumlah 29 orang, terdiri dari para ahli yang
berkompeten di bidangnya masing-masing yang telah memberikan penilaian objektif
bagi karya-karya peserta.

Acara Malam Anugerah KPI disiarkan langsung oleh LPP TVRI mulai pukul
21.00 WIB.

KPI Pusat Gelar Workshop P3 &SPS
untuk O Channel

Jumat, 14 Desember 2012 18:22

Jakarta - KP| Pusat selenggarakan
workshop P3 dan SPStahun 2012 dengan
peserta stasiun televisi O Channel,Jumat,
14 Desember 2012. Workshop dibuka
Ketua KPI Pusat, Mochamad Riyanto,
didampingi Wakil Ketua KPI Pusat, Ezki
Suyanto. KPI Pusat turut mengundang
dua narasumber yakni Teguh Usis dan Maman Suherman.

Pada awal Mochamad Riyanto berharap, workshop P3 dan SPS ini bisa menjadi
pencerahan dan pendalaman guna meningkatkan kreatifitas tanpa harus melanggar
aturan dan etika penyiaran lain. “Saya pikir model seperti ini akan bermanfaat karena
kreatifitas sangat erat hubungannya dengan SDM dengan cara memahami regulasi
yang ada. Kami selalu menyediakan ruang untuk komunikasi seperti ini. Dan, kami
tidak membatasi ruang kreatifitas, tegasnya.

Teguh Usis, yang pernah bergelut belasan tahun di televisi, menyoroti
pentingnya kehati-hatian saat penayangan acara live atau langsung seperti peliputan
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langsung penyergapan  teroris.
Menurutnya, ini berkaca dari kasus
pengepungan teroris di India tahun
2008. “Seorang kepala polisi harus
tewas diterjang peluru karena
posisinya diketahui oleh teroris yang
menonton siaran langsung televisi.
Ini perlu diperhatikan dan bila perlu
tidak perlu live; jelasnya.

Selain itu, bagian redaksi
sebaiknya tidak perlu menayangkan
pemberitaan soal pencabulan anak.
Alasannya terlalu beresiko tehadap identitas anak ataupun keluarga korban. “Waktu
saya masih di redaksi, berita-berita seperti ini tidak akan masuk tayang. Saya minta
dilewatkan saja; kata Teguh.

Pada kesempatan itu, Usis menekankan pentingnya penerapan 9 (sembilan)
eleman jurnalisme menurut Bill Kovach dan Tom Rosenstiel untuk jurnalis atau
redaksi pemberitaan. Kesembilan elemen itu yakni kebenaran, loyalitas pada warga/
masyarakat, verifikasi, independensi, pemantau independen dari kekuasaan, saling
kritik dan menemukan kompromi, orientasi pada hal menarik dan relevan, proposional
dan komprehensif, dan gunakan hati nurani.

Maman Suherman, praktisi penyiaran, menilai sejumlah pasal krusial dalam P3
dan SPS KPI 2012. Salah satunya Pasal 58 SPS mengenai azan sebagai tanda waktu
shalat dilarang disisipi dan/atau ditempeli (built in) iklan. “Kasus azan di built in masih
sering saya lihat di daerah yang sedang Pilkada. Ada tayangan seorang calon gubernur
sedang ambil wudhu dalam tayangan azan tersebut,’ ungkapnya. Menurutnya, memang
tidak ada larangan untuk tidak menyiarkan adzan, namun ada larangan siaran adzan
ditempeli dengan iklan.

Persoalan lain yang menjadi perhatian Maman adalah tayangan film lepas,
sinetron dan FTV. Pasal-pasal dalam P3&SPS KPIl yang mengatur tayangan ini perlu
diperhatikan pihak televisi seperti untuk penayangan film lepas. Ini juga terkait dengan
surat tanda lulus sensor yang konteks tidak sesuai antara penayangan bioskop dengan
layar kaca.

Hal lain yang juga menjadi sorotan utama Maman adalah pasal-pasal yang
berkaitan dengan tayangan anak, infotainmen, talkshow, religi, realty show, musik,
komedi, iklan, kuis dan variety show.
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Sementara itu, Ezki Suyanto mengkhawatirkan framing oleh televisi seperti
dalam pemberitaan mengenai konflik di Bandar Lampung. “Gambar yang diambil
hanya senjata yang dibawa, bukan wajah orang-orangnya. Ini saya takutkan memberi
pengaruh buruk yakni mengajarkan kekerasan. Saya minta untuk hati-hati dalam
mempersiapkan tayangan, katanya.

Terkait pengaduan masyarakat, KPl akan melakukan proses setiap ada
pengaduan masyarakat baik itu hanya satu ataupun seribu pengaduan. “Kita akan
lihat tayangannya. Jika memang ada pelanggaran, kami akan lakukan proses sanksi,
tegasnya.

Workshop P3&SPS KPI ini dimulai pukul 10.20 WIB, berakhir pada pukul 16.30
WIB. Setelah workshop, seluruh peserta diberi kesempatan melihat sistem pemantauan
atau monitoring KPI Pusat.
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